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Penjelasan mengenai macam pengangkatan anak sama 

sebagaimana telah dijelaskan pada no. 5.1.2.1.1.9 di muka. 

Dari tabel 24 di atas dapat diketahui bahwa putusan 

;:h?ngadi} an pada macam pengangkatan anak di mana anak 

d i as\.lh da lat!'. suatu yayc..san sosia 1 =' semuanya ada laporan 

s[)slal (100%). Pada n\acam pengangkatan anak yang langsung 

:')I~r·Ltp~ permahonan pengesC\h2ln anar.. tidar, ada laporan 

sos i 4\ 1 ~ sedang berupa permohonan penentapan mulai tahun 

1991 sudah ada laporan 50sial (tahun 1991: 

1992:571.; tahun 1993: 711.). 

38/'. ; tahun 

5.1.2.1.3.10. Lamanya sidang 

Sidang pemeriksaan permohonan pengesah­

an/pengangkatan anak berlangsung kurang dari 

6 bulan. Kebanyakan waktu berkisar 2 minggu 

sampai dengan 3 b~llan. 
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5.1.2.1.4. Pengadilan Ne~e~i Jakarta Selatan 

5.1.2.1.4.1. Jumlah Putusan/P~netapan Peng-

adilan mengenai pengangkatan Anak 

Jumlah Putusan / 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

Tlengenai pengangkatan anak sej~k 

tahun 1981 sampai dengan tahun 

1993 seb~gai berikut: 

tahun 1981 59 

tahLln 1982 

tahLln 1983 

tahLln 1984 31 

tahun 1985 45 

tahLln 1986 44 

tahun 1987 54 

t2.huil .1988 48 

ta-.hun 1989 

t.ahun 1990 72 

tahun 1991 60 

taht..1n 1992 46 

tahun 1993 57' 
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5.1.2.1.4.2. Status Perkawinan Orang Tua Angkat 

Status perkawinan orang tua angkat 

sebagaimana terdapat pada tabel sebagai 

berikut. 

Tabel : 25 

Status Perk~winan 

~:awin Tidak J.'.awin 
Tahun Total 

Jumlah ., Jumlah i. ,. 

1981 59 100 - - ~9 

1982 62 
1 

100 - - 62 
1983 31 97 1 3 32 
1984 31 100 - - 31 
198:;\ 45 100 - - 45 
1986 44 100 - - 44 
1987 54 100 - - 54 
1988 48 100 - - 48 
1989 54 96 1 2 55 
199(' 72 100 - - 72 
1991 59 98 1 2 60 
1992 46 100 - - 46 
1993 57 98 - - :;\7 

Total 662 99 - 1 665 
1 

~, 

Sumber: Hasil Penelit1an Pada P.N. Jakarta Selatan, 
199:;\ 

tahun 

Dari tabel 25 di atas dapat diketahui bahwa sebagian 

terbesar dari orang tua angkat adalah berstatus kawin 

yang berstatus tidak kawin kecil saja (17.) orang 

tua single parent~ menurut data sebaga berikut. 

Tahun 1993~ 

status tidak kawin: seorang nona, umur 41 tahun, meng-

angkat anak laki-laki~ umur 3 tahun. Alasan, untuk ternan 

Orang tua anak., pasangan 5uami-isteri. (No. 
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Tahun 1989: 

status tidak kawin: seorang nona, umur 41 ta hun, meng-

angkat anak perempuan, umur 4 tahun. Anak luar kawin~ di-

serahkan pad~ waktu anak masih berumur 1 tahun4 Alasan: 

kasihan kepada anak. (No. 621/1989) 

Tahun 1991: 

statL's tidak kawin: seorang nona, umur 44 tahun~ meng-

angkat anak umur 4 tahLIn; perempuan, diserahkan pada wak tu 

anak berumur 1 tahun. Anak lu~r kawin. Alasan: kasihan 

anak. (No. 927/1991). 

5.1.2.1.4.3. Macam ?engangkatan Anak 

Jumlah dari masing-masing macam peng-

angkatan anak sebagaimana tampak pada 

di bawah ini. 

Tabel : ::6 

Jumlah dari Macam Penuar)ghatal1 Anak 

Macam Pengangkatan Anak 
Tahun Total 

LangsL.ng Yayasan 

I Sosial 

27 ~~ 59 1981 .-.... ~ 

I 1982 19 43 b..:.:. 

23 9 -~ 1983 I .... '....:. 
24 7 

, 
31 1984 , 

1985 34 11 I 45 
1~ "14 1986 ~.., ... . _ .... 4-

1987 39 1 c --' 5-l 

1988 31 17 <.8 
1989 37 18 ::.5 

55 17 
I 

-..., 
1990 /~ 

1991 41 19 60 
1992 30 16 46 

1993 38 19 57 

Total 430 235 665 

Sumber: Hasil Penelitian Pad a P.N. Jakarta Selatan, 
1995 

tabel 

---. 

.-
tahun 
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Dar1 tabel di ata~ dapat kita ketahui bahwa jumlah 

Dutusan macam pengangkatan anak yang secara langsung di 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebanyak 430 dari 665 

~acam ~engangkatan an~k atau 65% 52dang macam pengangkatan 

ana~ di mana an~lt diasuh dalam suatu yayasan sosial 

sebanyak 245 atau 16%. 

5.1.~.1.4.4. Umur Anak Angkat 

Umur anak angkat tampak pad a tabel 

sebagai berikut di bawah. 

Tabel : 27 

Umur ·~nak Angkat 

Umur Anak Angkat 

Tahun i7 5 tahun 
, 5 tahun Total ." 

1981 
1982 
1983 
1984 
198~ 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Total 

! 
I 

I 
I , 
i 
i 

I 
I 

Jumlah 

47 
51 
25 

-
31 
33 
48 
~'=> -' . 

45 
60 
51 
39 
43 

5.:>8 

I 
! , 
I 

, 
! 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 
, 
I 

I 
! 

., ,. 

80 -02 
78 
87 
69 
73 
89 
81-
80 
33 
85 
83 
75 

81 

I 

I 
I 
i 

JLlmlah 

12 
11 

7 .. 
14 ,.., 
_k 

6 
9 

11 
12 

9 
8 

14 

129 

:1. 

20 59 
18 

- -
31 45 
27 45 

I 11 54 
1" 48 
20 56 
17 72 
15 60 
1 -_I 46 
25 57 

19 667 

. Sumber: Has11 Pene&1t1an Pada P.N. Jakarta Selatan, 
1'=>95 

* ) 

:q 

tahun 
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Penjelasan 

X) Suatu ketetapan pengadilan yang menetapkan orang tua 

angkat mengangkat dua anak. 

Dari data yang ada dapat kita ketahui bahwa umur anak 

yang diangkat sebagian terbe~ar (81 Xl berumur maksimal 5 

tahun. Menurut data, umur anak yang berasal dari yayasan 

505ia1 semuanya berumur maksimal 5 tahun. 

Yang bel'"liffiL,r lebih dari :;. tahLin adalah .anak yang diangkat 

p~da pengangkatan anak secara langsung. 

Pada penetapan pengangkatan anak, menurut data, 

sebagian besar anak diangkat berumur di bawah ~ tahun. 

5.1.2.1.4.5. Umur Orang Tua Angkat 

Variasi umur orang tua angkat tampak 

pada tabel di bawah. 

Tabel : 28 

Umur Orang Tua Angkat 

.:;. Umur Orang Tua Angkat 

Tahun :! 45 tahun )- 45 tahun Total 

.. ..lLlml ah I. Jumlah I. 

1961 I 51 I 86 8 14 59 
1992 50 81 12 19 62 
1983 27 

I 
84 5 16 32 

1984 27 87 4 13 31 
1985 "":"''''':'''' 73 12 27 45 I 

--....... 
1986 I 36 82 8 18 44 
1987 43 80 11 20 54 
1988 42 88 6 12 48 
1989 40 78 15 27 55 
1990 53 I 74 19 26 72 
1'991 46 77 14 .,~ --' 60 
lq92 37 80 9 20 46 
1993 41 72 16 28 57 

Total 526 79 139 21 665 

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Jakarta Selatan, 
1995 

tahun 
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Dari tabel di atas tampak bahwa secara keseluruhan 

umur orang tua angkat sebagian terbesar di bawah 45 tahun 

(791.). Oemikian pula pad a masing-masing tahun, sebagian 

~erbesar umur orang t~a angkat di bawah 45 tahun (lihat 

tabel) . 

Orang tua angkat yang mengangkat anak yang berasal 

dari yayasan sosial ~emuanya di bawah umur 45 t~hun. Umur 

di atas 45 tahun terdapat pada orang ~ua yang mengangkat 

anak secara langsung. 

5.1.2.1.4.6. Kewarganegaraan Orang Tua An~kat 

~:ewa.-ganegaraan orang tua anokat tampak 

sebagaimana ~abel di bawah ini. 

Tabel: 29 

Kewarganegaraan Orang Tua Angkat 

I i w N I 
, 

I 
, 

-ar!un I W.N .. A Cina I Selain Asli , , 
i ! Cina , 
i Jml ! ): ! Jml ! ~~ ! Jml ., Jml i 

.,. , , ,. ,. , 
1981 I 29 I 49 i A I 7 I -

=1 
26 

I 
44 

1.'98::: 
, 

34 55 7 i 11 I - .,., 34 • I ~~ 

:983 I 5 i ':'6 i " ! 1.8 
, -

=1 
..,. 66 

• 
, 

I ~-

198~ i - ! - 6 I 19 - 25 81 I I J 
1985 i 6 . ~ • 3 - ~= • 79 , ..1..,.:. I ~ I _ ..... 

I , ~ - - -~ , ..... " '- , -' , 

I 
~ ~ , -'-' -1987 ! 6 11 9 I 17.) I - - 39 72 

1988 i 9 19 3 17 - - 31 64 • 1989 

J 

13 24 

I 
5 9 I - - 37 67 

1990 11 15 9 13 -
=1 

52 1 72 
1991 11 18 3 13 - 41 69 

I 
1 

1992 7 15 I 7 15 - - .".,. 70 "Wo''''' 
1993 S 14 4 I 7 - - 45 79 

..., I ::l I '8 I 7"1 

Total I 142 21 35 13 - - 438 66 

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Jakarta Selatan, 
1995 

Total 

59 
62 
~.,. 

'-~~ 

31 
45 
44 
54 
48 
55 
72 
60 
46 
57 

665 

tahun 
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Oari tabel di atas tampak bahwa mengenai kewarga-

orang tua angkat, dapat kita ketahui, orang tua 

yang mengangkat anak secara keseluruhan, sebagian terbesar 

""da 1 a I'"! ~arga negara IndDnesia (66% dan 13% = 791. ) • Oari 

bagian ini yang paling besar adalah warga negar~ Indonesi~ 

( 66~:) .. Kemudian l1lE'nyusul warga negara Indonesia 

gOlongan 

srl~in Cina tidak ~da y~ng mRnqangk~t anak. 

negar.!4 asing yang mengangkat anak 217. .. 

Mengenai kewarganegaraan asing, menurut data mereka adalah 

Swis, Amerika SeriKat, Belanda, Jerman Barat, Swedia, 

~L\stralia. 

Pengangkatan anak yang dilakukan Dleh warga negara 

Indonesia golongan Cina, menu rut data yang peneliti 

temukan mereka mengangkat anak melalui dua cara, yaitu, 

pertama, mereka mengangkat anak melalui Notaris lebih 

dahLllu. Setelah mendapat akte adopsi, mer-eka memo han 

pengesahan anal-".. kepada pengadilan negeri. Yang kedua, 

.Tiereka langsung mengajukan permohonan pengangkatan anak 

;":'epada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka meng-

a;ngKat anaK baik anak yang berasal dari golongan mereka 

sendiri maupun yang dari golongan Indonesia asli. 
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~.!.2.1.4.7. Agama Or~ng tua Angkat 

Agama orang tua angkat tampak pada tabel 

di bawah ini. 

7abel : 30 

';GAMA 

I Agama 

Tahun Islam Kristen Katolik Hindu Budha 

IJml ',' Jml Jml 
, 

'f JmIl 'f Jml I. 
I 

,. ,'. ... , . 
10 81 I 26 44 8 14 ~~ 29 - - 2 ~ 

I 
..:.. .... \ ~, 

1982 19 31 15 24 25 40 - - 3 :;; 

l'r83 18 :!>6 9 28 4 13 - - 1 3 

1984 ..,~ 74 5 17 2 6 - - 1 3 
I 

.01.,.'-' 

1985 I 35 71 7 16 
I 

4 9 - - 2 4 

1986 I 30 68 8 18 ~ 

'.' 7 - - ~ 
~, 7 

1997 I 34 63 11 21 5 9, - - 4 7 

1988 I 28 I 58 10 10 ." - - 3 6 , •• 7, , , 
1989 I 31 I 56 ,- I 24 9 I 16 - - 2 ~I , ~~, 

I 
I 

I I 
191 1 ! • 1990 46 ! 64 14 8 1':' - -1 , 

lsi 
.. 0, 

! i 
, 

I ~I i i I ':51 

I 
~991 I :·8 ,,4\ ' , ! 9 - I -

~ , 
i 

.:. 
I t 
I I 

1 , 
171 :q92 26 ~ 'j 9 .,,~ , a , ~ 7 I ... ·0 , , -,' - , - '.' 

! 1 
, I I 1993 i 35 i 61

1 
13 I ~~ 7 121 - - I 2 4 , ..::. .... \ 

I ; 

Total 
1
386 571133 ) 20 114 17 - ! - ! 32 6 

t I , 
Sumber: Hasil Penelit~ar P~~a P.N. Jakarta Selatan, 

,!.Q95 

Total 

59 

62 

32 

31 

45 

44 

54 

48 

S~ 

72 

,,,0 

46 

57 

665 

tahun 

tabe! ji atas, ~ampak bahwa ag~ma orang tua 

"JerturLtt-tur'-lt: Is!am (~7'l.),1 Kristen, (207.' . 
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5.!.2.!.4.8. Sebab-sebab Pengangkatan Anak 

Sebab-sebab pengangkatan anak 

pada tabei d1 bawah 1n1. 

Tabel : 31 

Sebab-sebab Pengangkatan Anak 

I I<eturunan Ternan Anak Lain-lain 

Tahun I 
I Jml 

1981 
1992 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 ' 
1988 I 
19891, 1990 
1991 
1992 i 

I 
:993 I 

38 
37 
18 
17 
29 
31 
42 

38 
49 
43 

~~ I ._\ .' 

~~ Jml 
t 

64 ,I 
60 
56 
55 
64 
70 
78 
67 
69 

;~ \. 
74 I 
65 i 

12 
13 

8 
9 
9 
8 , 
8 
9 
9 

12 \ 

10 I 
1; I 

21 
21 
25 
30 
20 

18 I 
15 
:8 
16 
17 

, 
Total! 

i 
445 ! 67 ! 126 1 19 

Jrnl 

9 
12 

6 
5 
7 
5 
4 

~I , 
11 

7 
5 
8· 

94 

15 
19 
19 
15 
16 
12 

7 
15 
15 
15 
12 
11 
14 

Jml "I. 

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Jakarta Selatan~ 
:995 

133 

tampak 

Total 

59 
62 
32 
31 
45 
44 
54 
48 
55 
72 
60 
46 
57 

665 

tahun 

!:Jar:" tabe! 23 di 3tas tampak bahwa kecenderungan 

t9rbesar sebab pengangkatan anak di Pengadilan Negeri 

Jakarta 5elatan S2cara ~eseluruhan adalah untuk kepenting-

c.n keturunan (67'1.); kemudian untuk ternan (19'1.) dan untuk 

kepentingan anak (14"1.). Urut-urutan sebab; keturunan, 

ternan dan anak, adalah sarna apabila kita perhatikan per-

bandingan setiap tahunnya (lihat tabel). 
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5.1.2.1.4.9. Laporan Sosial 

Laporan Sosial tampak pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel : 32 

Laporan Sosial 

Laporan So91al 

l.ang .... ng 
Tah.., 'layasan Scsial. 

Pengesahan Penetapan 

ada tidak ada tidak ada tidak 
ada ada ada 

total total total 
Jml i: Jml 7- Jml 7- Jml 7- Jml 7- Jml 7-

1981 32 100 .- ~ - ~'" - - 13 100 13 - - 14 100 14 
19'82 43 100 - - 43 - - 11 It"\;.) .11 - - 8 lOCI 8 
1933 9 100 - - 9 - - 6 100 6 - - 17 100 17 
1934 7 100 - - 7 - - 6 100 6 - - 18 lelO 18 
1985 .11 lCO - - .11 - - 13 100 15 - - 21 100 21 
1986 12 100 - - 12 - - 11 100 .11 - - 21 100 21 
1 <;"37 15 1(."\;') - - 15 - - 8 100 8 - - 31 100 31 
1<;"33 I 17 100 - - 17 - - 12 100 12 - - 19 100 19 
1989 18 100 - - 18 - - 13 100 13 - - 24 100 24 
1990 17 100 - - 17 - - 14 100 14 6 15 3S 85 41 
1991 19 100 - - 19 - - 10 100 10 15 48 16 52 31 
19'-;'2 

, 
16 100 - - 16 - - 9 100 9 12 'Sl 9 43 21 I 19:"'.,:, ! 19 100 - - 19 - - 14 100 14 12 71 7 29 24 

I 
Total 1..:',:,5 100 - - 2S5 - - 140 100 140 :so 17 240 83 290 

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Jakarta Selatan, 
1995 

tahun 

Dari tabel 32 di atas dapat diketahui bahwa putusan 

pengadilan pada mac am pengangkatan anak di mana anak 

diasuh dalam suatu yayasan sosial, semuanya ada laporan 

sosial (1007-), Pada mac am pengangkatan anak yang langsung 

Total 

~ 

62 
32 
31 
45 
44 
54 
48 
55 
72 
C£) 

46 
'Sl 

665 
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yang berupa permohonan pengesahan tidak ada laporan 

sosia 1 !' sedang yang berupa permohonan penetapan mulai 

t.ahun 1990 sudah ada laporan sosial (tahun 1990: 15:r.; 

tahun 1991: 48Z; tahun 1992: 57%~ tahun 1993: 71%). 

5.1.=.1.4.10. Lamanya sidang 

Sidang pemeriksaan permohonan pengesah­

an/pengangkatan anak berlangsung kur8ng dari 

6 bulan. ~:ebanyakan waktu berkisar 2 minggu 

sampai dengan 3 bulan. 

5.1.2.1.5. Pengadilan Negeri Sleman 

Peneliti perlu melaporkan hal-hal spbagai 

berikut. 

Berdasarkan cacatan arsip di bagian 

dakumentasi hukum P.N. Sleman putusan/penetapan 

pengadilan negeri yang mengenai pengangkatan 

anak sebagai berikut: 

tahun 1980 25 

tahun 1981 25 

tahun 1983 14 

tahun 1984 25 

tahun 1985 

tahun 1986 19 

tahun 1987 27 

tahlln 1988 31 
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tahLIn 1989 9 

tahun 1990 11 

tahun 1991 14 

tahun 1992 15 

tahun 1993 21 

tahlln 1994 9 

Peneliti tidak bisa mendap~:i:kan semua. 

putusan/ketetapan terse but di atas. Hal itu 

dikarenakan ba9ian dokumentasi pengadilan 

negeri yan~ bersangkutan belum ada kRsiapan 

untuk memenuhi permintaan peneliti mendapat­

%an data yang di perlukan. 

Data yang diperoleh peneliti hanya berupa 

putLlsan/ketetapan yang diberikan oleh patugas 

yang bisa mereka lakukan. 

- Oat. yang peneliti peroleh sebagai berikut di 

bawah~ 

5.1.2.1.5.1. Jumlah Putusan/Ketetapan Pengadilan Negeri 

Mengenai ?engangkatan Anak 

\..lumlah Putusan/Penetapan Pengadilan 

Negeri 'Sleman mengenai pengangkatan anak 

yang dapat peneliti peroleh sebagai berikut: 

tahun 1981 2 

tahL,n 1982 : 3 
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tahLin 1983 

tahun 1984 

tahun 1985 

tahun 1986 

tahLln 1987 ._' 

tahun 1988 

tahun 1989 2 

tahun 1990 2 

tahun 1991 4 

tahun 1992 4 

tahun 1993 

tahun 1994 2 

Peneliti mengakui data seperti itu tidak 

mewakili keadaan keseluruhan populasi peneli-

tian, namun data tersebut dapat berguna bagi 

peneliti untuk mengetahui proses pengangkatan 

anak yang terjadi di Pengadilan Negeri 

Sleman. Meskipun sedikit namun ada gunanya 

(manfaatnya) bagi peneliti. 

5.1.2.1.5.2. Status Perkawinan Orang Tua Angkat 

Semua putusan/ketetapan yang ada me-

;)LlnjLl~~kan bahwa orang tua angkat berstatus 

~~awin . 
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5.1.2.1.5.3. Macam ~~ngangkatan Anak 

Jumlah dari masi~g-masing macam pengang-

katan anak sebagai mana tampak pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 33 

Jumlah dar!. macam Pengangkatan Anak 

Macam Pt?ngangkatan Anak 
Tahun Total 

Lanqsung Yayason 
Sasial 

1<;181 I 
., 2 

1982 

! 
3 3 

1 era:.::· 1 ., -"" ".' 
I 
I -1'184 I 1 2 oj 

I 
I 

l.QS5 i 
198,', I . .:. :2 5 

1987 I 1 ., --" -' 

1988 I 
., 

5 ".' "" 
1989 i ., ., 

I - -" 

1°90 : J. 1 2 

1991 I 1 -' 4 
I 

1992 I 0. .:.., 4 

1993 2 1 3 I 
I 

1994 I 2 2 

Total 16 25 41 

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Sleman, tahun 1995 

Dari tabel di atas tampak pengangkatan anak secara 

langsung sebanyak 16 dari 41 atau 39%, sedang yang melalui 

Yayasan Sosial sebanyak 25 atau 61Z. 
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5.1.2.1.5.4. Umur Anak Angkat 

Umur anak angkat tampak pada tabel 

sebagai berikut di bawah. 

Tabel 34 

Umur anak angkat 

Umur Ana~~ Angkat 

TahLln ~ 5 tahun )- 5 tahun Total 

JLlml ah ;-: Jumlah -, ,-

1981 2 100 - - 2 
1982 ~ 100 - - 3 ~, 

1983 2 67 1 33 3 
1984 ~ 100 - - ~ 

~, ~, 

1985 - - - - -
1986 5 100 - - 5 
1987 ~ 

I 100 - - 3 ~, 

1986 5 100 - - :5 
1969 

I 
2 I 100 - - 2 

1990 1 50 1 50 2 
1991 4 100 - - 4 
1992 I 3 75 1 25 4 
1993 I 2 67 1 ":"'~ 3 --\_\ 

1994 1 50 1 50 2 
. , 

88 5 Total 36 I ! 12 41 
I 

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Sleman, tahun 1995 

Dari tabel di atas tampak bahwa secara keseluruhan 

anak yang diangkat berumur di bawah 5 tahun (8aZ). Dilihat 

pertahun, anak yang berumur di bawah 5 tahun cenderung 

lebih banyak daripada yang di atas 5 tahun (lihat tabel). 
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5.1.2.1.5.5. Umur Orang Tua Angka~ 

Variasi umur orang tua angkat tampak 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 35 

Umur Orang Tua Angkat 

Umur Orang Tua Angkat 

Tahun $.. 45 tahun > 45 tahun Total 

J~lm 1 ah ~~ Jumlah I. 

1981 
.., 100 - - 2 
~ 

1982 
~ 100 - - ~ 

-' -' 

1983 
.., 67 I 1 33 ~ 

~ 
-' 

, , 
.!..9S 4 i 3 I 100 ! - - 3 

I 

~985 

1986 4 80 1 20 5 

1987 3 100 C> 

1988 5 100 5 

~989 .j. ::,0 1 ':<) 

::. '='9':) 
.. co 2 

·co· " 
I 

100 I 4 

I i 
1992 I 4 100 I 

4 

1993 
I ~ I 100 I 

~ 

! -' -' 

~994 I 
1 I 50 I 1 50 2 

i 
Total 36 . I 88 I 5 '12 41 

Sumber: Hasil Peneiitian Pada P.N. Sleman~ tahun 1995 

Dari tabel di atas tampak bahwa Llmur orang tua 

angkat secara keseluruhan di bawah 45 tahun (881.). Umur 

:ebih 4e tahun 12%. 
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5.1.2.1.5.6. Kewarganegaraan Orang Tua Angkat 

Kewarganegaraan orang tua angkat tampak 

sebagaimana dalam tabel di bawah ini. 

Tabel .36 

Kewarganegaraan Orang iua Angkat 

W N r 

Tahun W.N.A Cina Selain Asli Total 
Cina 

\",lml 7. Jml ~/; Jml Yo Jml 7. 

1981 

I 
1 :.'10 - - - - 1 50 2 

1982 1 "":"'..,.. 1 -:00"'" - - 1 34 ~ 

~"-" ........... ' -' 
1983 1 "':"'-:'" - - - - 2 67 ~ .... ,-.. -' 
198-\ - - - I - - - 3 100 ~ 

-' 
1985 - - - - - - - - -
1986 - - - I - - - 5 100 5 
1987 - - - - - ~ 100 ~ - -' -' 
1988 1 20 - - - - 4 8(1 5 
1989 - - - - - - 2 100 2 
1990 - - - - - - 2 100 2 
1991 - - - - - - 4 100 4 
1992 - - - - - - 4 100 4 
1993 - - - - - - ~ 100 ~ 

-' -' 
1994 - - - - - - 2 100 2 

Total 4 10 . I 2 - - 36 88 41 ... 

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Sleman, tahun 1995 

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa di 

Pengadilan Negeri Sleman, warga negara Indonesia asli 

met-upakan orang tua angkat yang terbesar (887.) . Kita 

~~etemukan juga WNI golongan Cina 2/'. Adapun WNA yang 

~eneliti ~etemukan dalam data adalah WNA dari Amerika 

Serikat~ Australia~ 
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5.1.Z.1.5.7. Agama Orang Tua Angkat 

Agama orang tua angkat tampak pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel , 37 

Agama 

Agam .. 

Tahurl ! Islam Kristen ~:atol ik Hindu Budha Total 

I Jml : .. ~ Jml ., Jml 7- Jml 7- Jml 7-,. 

1961 1 :;0 - - 1 ~O - - - - 2 

1982 1 33 2 67 - - - - - - ::; 

1963 :;: 67 - - - 33 - - - - ::; 

! .1.°84 - 100 - - - - - - - - 3 -' I 

I I I 1985- I - - - - - - - - - - -, , 
1966 i :; 100

1 
- - - - - - - - 5 

1987 I 2 671 1 I ..... ""!" - - - - - - 3 I .... \._\ 

.!.988 --' 60 1 20 1 20 - - - - :; 

1989 2 100 - - - - - - -
=1 

2 

1990 , 2 100 - - - - - - - 2 

1991 I 4 11(.)0 - - - - ! - - - - 4 

lq92 A 100 - - - - - - - - 4 

1993 2 67 1 ~~ - - - - - - ::; ........ ' 

1994 I -, 100 - I - - - - - - - 2 ~ 

I 
Total ""!"~ 

.... ' ..... ' 80 :; 13 3 7 - - - - 41 

Sumber: Hasil Penelltian Pada P.N. Sleman, tahun 199~ 

Dari tabel di atas, tampak bahwa agama orang tua 

;\ngkat berturut-turut: Islam (8070), Kristen, (137.), 

;<8 thol iK (7%). 
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Peneliti melaporkan di sini bahwa sebab-

sebab pengangkatan anak semuanya "L\ntuk 

k.epentingan keturunan" d6!ngan variasi per-

untuk menyambung keturunan; un tL;.k 

punya anak lagi untuk pancingan. 

5.1.:.1.5.°, Laporan Sosial 

Laporan Sosial tampak pada tabel di 

Tabel : 38 

Laporan Sos1a1 

--- ,.--~ 

Laporan Scsial 

'---- 1 I I LangSLU"Ig , 
~::;. r--l...:.rl !' ':'a\r·;:...s.....~ 

~ • 1 =OS.1.a_ 
, , Pengesahc-n Penetapan 
l 1 Total 
I ada I tidak i ada tidak I c.da tidak , , I , , 

I ada I ada ada , 
I I ! total, , I total total , , 
iJml ! I" .. ... :1. Jml 'l. Jml 'l. Jml 'l. ! ,_,tTl 1 I .. .' . I ,Jml ; i 

: 9"2.!. I ,..., \ 1'"\) i - ! - 1 2 - - - - - - - - - - I 
.., , -, '·1 I 4 

1 S"'B2 i .~ i 1 '"1"-" - , - , 3 - - I - - - - - - - - 3 '-' I ... '- ..... I 

I I 
1 

.\.93.3 I 2 1 1C(l! - - :: - - - - - - - 1 100 1 3 
1 '::;'3-<! =,I:(»)I -

1 

- 2 -. - - - - - - 1 100 1 ~ 

i 
~, 

1. C.
V25 - , - I - -

I 
- - - - - - - - - - -, 

I I -
• ,-r"' ' , :!1('oi - - .., , - - 1 100 1 - - 2 100 2 5 .7,:':0 , 

I I t Q-37 I 211(') ! - - .., - - - - - - - 1 100 1 3 4 

19'33 I "I'(n l - - .., - - 1 1 WO 1 - - 2 100 2 5 , ~ .... " ~ 

:~ I ::t.1.(>:)! - - 2 - - I - - - - - - -I - .., 
4 

1~' 1 l' ''',,1 - - 1 - - - - - - - 1 100 1 ., 
I 1-' . -

.:. r...,""91 3!1(x}! - - I - - - 1 100 1 1 ~O 1 :<;1 2 4 ~, 

1'792 I 3!1O·)1 - i - I 
~ I - - 1 100 1 - - -, - I - 4 -' , I 

=1 
1.9=0 i . ! . ~x·" I 1 2 100 2 3 .... .,,\.'.'.' I - - I - - - - - -, 
19-74 I -I - ! - , - i - I - - 1 100 1 1 100 - 1 2 

I i I 

'ctt\l I 25 i ll-X)! - - 25 - - :; 100 :I 4 31 9 69 13 41 , 
SLlmb~r: Has11 Penelitian Pada P.N. Sleman, tahun 1993 
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Da~i tabel 38 di atas dapat diketahui bahwa 

putusan pengadilan pada macam pengangkatan 

anak di mana anak diasuh dalam suatu yayasan 

sDsial, semuanya ada laporan scsial (100%) . 

Pada macam pengangkatan yang langsung yang 

pe~mohonan pengesahan tidak ada 

lapo~an 50sia1, sedang yang berupa pe~moho-

n.:;n penetapan mulai tahun 1991 sudah ada 

laparan sosial ( tahun 50%; tahun 

1992: -'l..~ tahun 19932 

1991 

100%; tahLm 1994 : 

100%. 

5.1.2.1.5.10. Lamanya sidang 

Sidang pe~mohonan penges~han/pengang-

".tan ana" be~1angsung kurang dari 6 bulan. 

~:ebanyakan waktu berkisar 2 minggu sampai 

dengan 3 bulan. 

~.:.~.~. Data yang Mengenai Putusan (Amar) Putusan Peng­

ad i 1 an 

Pada sub bab ini disampaikan temuan masing-

masing putusan pengadi1an negeri yang berupa 

kasus pengangk~tan anak. 

5.1.2.2.1. Peng~dilan Negeri Surakarta 

Peng~ngkatan anak oleh ayah tiri. 

netapan No. 136/Ptd /19891 PN Ska). 

(Pe-

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN … SETIONO



145 

Pemohon, Drs. Joko Mulyadi mengajukan permohon-

an mengangkat anak, anak luar kawin isterinya. 

Alasan yang ditemukan adalah agar anak yang 

berstatus luar kawin setelah diangkat 

anak~ anak menjadi jelas statusnya, yaitu anak 

ci ~\ ,...- .i pemohon dan isterinya (1 bLI s1 

?engadilan Negeri Bandung 

~. l.~.2.2.l. Perlnohonan Pengangkatan Anak oleh kakek-

nenek terhadap cucu sendiri ditolak oleh 

pengadilan (Penetapan No.184/1982/P/P.N.Bdg). 

i='!:'I1H.Jhan Fredi Sudiono dan Ny. Sri Liana-

wati. sajak tanggal 17 Desember 1980 telah 

nlengaAlbil dan mengurus seorang bayi diberi 

n~I'la Silvia Widyaningsih yang dilahirkan di 

3andLIng tanggal 17 Desember 1980. 

_ bayi tersebut diserahkan oleh ibunya kepada 

~emohon dikarenakan bapak dari anak ter­

sebut tidak bertanggung jawab dan ibunya 

tidak sanggup untuk membiayai dan 

lebih lanjut. 

mendidik 

hubungan pemohon terhadap anak yang bernama 

Silvia Widyaningsih adalah hubungan keluar­

ga yang mana ibu dari anak tersebut adalah 

anak kandung pemohon, jadi pemohon C\dalah 

kakek dan nenek dari anak tersebut. 
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- pemohon sendiri hanya mempunyai anak dua 

orang yang kedua-duanya telah berumah 

tangga dan menyatujui atas pengangkatan 

anak ini. 

bahwa demi untuk masa dapan anak tersebut, 

pemohon ingin pengesahan dari Peng-

adilan Negeri I Bandung. 

Pengadilan Negeri Bandung dengan Penetapan 

No. 1841 1982/P/PN Bdg., menolak permohonan 

pemohon. 

Pertimbangan hukum hakim (Pen. No. 184/1982/P 

IPN Bdg): 

- Manimbang, bahwa hubungan pemohon dengan 
anak yang akan diangkatnya adalah sebagai 
kakekinenek dengan cucunya; sehingga peng­
angkatan anak tersebut oleh pemohon akan 
sangat merobah status keluarga pemohon 
yaitu seorang anak bernama Silvia Widya­
ningsih semula cucu pemohon akan menjadi 
anak pemohon, semula anak tersebut pada 
pemohon memanggil kakek/nenek harus berubah 
menjadi ayah/ibu. 
Menimbang bahwa dengan pengangkatan anak 
tersebut oleh pemohon maka anak secara 
yuridis akan menjadi tiga orang, termasuk 
ibu biologis anak tersebut sehinQga dengan 
demikian anak perempuan pemohon yang adalah 
ibu kandung dari anak yang akan diangkat 
pemohon, mau tidak mau harus menjadi kakak 
dari anak yang akan diangkat pemohon ter­
sebut dan sebaliknya anak tersebut menjadi 
adik dari ibunya. 
Menimbang bahwa pengangkatan anak itu oleh 
pemohon oleh karenanya akan sangat merobah 
hubungan dan status kekeluargaan antara 
pemohon dengana anak angkatnya, an tara anak 
perempuan pemohon dengan anak angkat 
pemohon dan sebaliknya dan akibatnya dalam 
!apangan kewarisan. 
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- ~enimbang, bahwa s@andainya pemahon mer as a 
kasih sayang dan ingin menjamin kelangsung­
an hidup eueunya tersebut termasuk mengenai 
keJangsungan pendidikannya, tidaklah perlu 
pemohon harus mengangkat eueunya menjadi 
anak angkatnya tersebut; pemohon dapat 
dengan bebas menyantuni-mendidik dan meme­
nuhi kebutuhan anak terse but baik kebutuhan 
yang bersifat materiil maupun emosionil. 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan­
pertimbangan tersebut di atas, maka per­
mohonan pemohon karena tidak beralasan maka 
harus ditolak. 

Di sini kita eatat bahwa permo han an 

untuk mengangkat eueu sebagai anak angkat 

ditolak oleh pengadilan. 

No. 811/83/Pdt/P/A~/BdQ~ yang 

,1lp.nt?t.npkC\n SE'orang lelaki tidal< 

kawin (jejaka) bernama Aehm~d Radjamin 

sebagai orang tua angkat dari anak laki-laki 

DudLlk persoalannya 

Sdr Achmad Radj~min, telah menerima pe-

nYE'r.~han anak dari seorang ibu, anak lLlar 

kawin. Ibu anak masih ada hubungan keluarga 

dengan pemohon. 

Dengan penyerahan itu diharapkan agar 

pemohon (sdr Aehmad Radjamin) dapat memeli-

dan dikemudian hari sebagai anak 

kandung sendiri. 
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Anak te .... seb'_It telah me .... asa sebagai anak 

kandung te .... hadap pemohon dan sebaliknya 

anak te .... sebut telah memanggil ayah pada 

pemohon. 

Ka .... ena menu .... ut pe .... atu .... an ten tang adopsi 

yang seka .... ang be .... laku, bagi seseo .... ang yang 

mengangkat anak diha .... uskan mendapatkan 

pengesahan pengadilan, pemohon mohon aga .... 

supaya Pengadilan Neoeri Bandung ba .... kenan 

mengabulkan pe .... mohonan pemohon aga.... peng-

angkatan anak te .... sebut atas nama Ridwan 

dinyatakan sah sebagai anak kandung 

pemohon. 

Pengadilan Negeri Bandung dengan Pe-

netapan No. 811/83/Pdt/P/Aa/Bdg mangabulkan 

permohonan tersebut. 

Pe .... timbangan. hukum hakim sebagai ~e .... ikut 

(Pen. No. 811/83/Pdta P/Aa/Bdg), 

- Menimbang selain su .... at-su .... at te .... sebut di 
atas, pemohon mengajukan bukti-bukti saksi 
)'aitu 1. D. Kusmara dan 2. Zainal Abidin. 
saksi-saksi te .... sebut di bawah sumpah pada 
pokoknya mene .... angkan membena .... kan serta 
menguatkan segala yang dikemukakan pemohon 
sehubungan dengan permohonannya te .... sebut. 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan­
pe .... timbangan tersebut di atas di mana pe .... -
mohonan pemohon cukup beralasan dan tidak 
be .... tentangan dengan peratu .... an hukum, maY-.a 
permohonannya tersebut dapat dite .... ima dan 
dikabulkan. 
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5.1~2.2.3. Pengadilan Negeri Surabaya 

5.1.2.2.3.1. Permohonan pengangkatan anak oleh kakek-nenek 

terhadap cucu sendiri dikabulkan 

pengadilan. 

IPelletapan No. 1864/Pdt.P/1992/PN Sbj). 

nlJdLlk persoalan sebagai berikut. 

Pemohon~ Ferdinandus, Izaac Adrian 

Bakarbessy Judith Jacoba Hendrette, 

oleh 

dan 

suami-

i'5tl?ri~ hendak mengangkat anak, c:ucunya 

sendiri yang bernama Judith Regina Elisa-

beth Siegers, lahir 25 Pebruari 1983 di 

Surabaya.. Anak dar1 pasanoan suami isteri 

y~ng bernama Siegers, Federrik Janbert dan 

Ferdinandus Evelin Adriana. 

Orang tua kandung sudah bercerai 

sel1agai wali anak adalah ibunya yang 

nama Fernandus Evelin Adriana. 

dan 

ber-

- karena anak mulai keeil ikut dengan pemohon 

(kakek dan nenek) anak selalu dekat dengan 

pemohon. 

- ibu kandung anak sekarang sudah meningkah 

lagi dengan orang lain. Karenannya pemohon 

1ngin mengajukan permohonan untuk diijinkan 

mengangkat anak yang bernama Judith Regina 

Elisabeth Siegers. 

Pemohon sekarang sudah tidak mempunyai anak 

kec ill agi . 
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Pengadilan Negeri Surabaya dengan 

~~etetapan No. 1864/Pdt.P/1992/PN Sbj. me-

ngabulkan permohonan pemohon. 

F'ertimbangan hukum hakim sebagai berikut 

(Pen. No. 1864/Pdta.P/1992/PN Sby): 

1'1enimbang, bah .. a maksud permohonan para 
pemohon tersebut tidak lain hanyalah untuk 
menjaga status anak tersebut di kemudian 
hari agar sah menjadi anak angkat para 
pemohon suami istRri bernama Ferdinandus, 
Izaac Adrian dan Bakarbessy Judith Jacoba 

Hendrette. 
Menimbang bah .. a berdasarkan 1akta-fakta 
tersebut di atas maka .. ajarlah permohonan 
para pemohon tersebut untuk dicantumkan 
sebagai orang tua angkat anak tersebut 
dapat dikabulkan. 

Dari Penetapan No. 1864/Pdt/P/1992/P.N. 

Sby ini dapat kita catat bah .. " permohonan 

pengangl:atan anak cleh pasangan kakek dan 

nenek terhadap cucunya sendiri dikabulkan 

dengan alasan menjaga status anak tersebut di 

kemudian har-i. 

5.1.2.~.3.2. Permohonan pengangkatan anak oleh seorang 

waria terhadap seorang anak laki-laki di-

kabulkan oleh pengadilan 

(Penetapan No. 644/Pdt.P/1987/PN Sbj). 

DudLlk persoalannya: 

pemohon , Dorce Ashadi, secara resmi pad a 

tanggal 16 Desember 1986 telah menerima 
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penyer-ahan seorang anak laki-laki yang 

diberi nama Suheimi Saleh, yang 

Desember 1986. 

lahir II 

anak tersebut anak sah dari SLlami/isteri 

bernama Sutrisno Kijo dan Muani. 

anak tersebut sejak baru lahir sudah diasuh 

dan dipelihara oleh pemohon. 

_ anak tersebut diserahkan oleh orang tuanya 

kepada pemohon dengan rela hati untuk 

diasuh, dipelihara seperti anak kandLmg 

sendiri, oleh karena orang tua anak ter-

sebu t sudah tidak sanggup lagi membiayai 

anak tersebut. 

pemohon sangat berkeinginan sekali meng­

angkat anak oleh karena pemohon sanggup 

mengasuh, memelihara dan merawat anak 

tersebut di atas, sehingga dengan demikian 

pemohon memohon kepada pengadilan untuk 

mengabulkan permohonan pemohon untuk meng­

ang~at anak yang bersangkutan. 

Pengadilan Negeri Surabaya dengan 

Penetapan No.644/1987/Pdt. PN Sbj) mengabul-

kan permohonan tersebut. 

Pertimbangan hukum hakim, sebagai berikut 

(Pen. No. 644/1987/Pdta. PN Sby). 
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- Menimbang, bahwa kepentingan yang paling 
perlu diperhatikan ialah kepantingan si 
anak, maksudnya agar diperhatikan agar 
dengan pengangkatan anak tersebut oleh 
pemobon haruslah terjamin akan hari depan 
yang lebih cemerlang; 
~1en imbang, bahwa hemat pengadi 1 an negeri 
dari segi material untuk membiayai anak 
untLlk masa depannya tidak perlu diragLlkan 
sebab sebagaimana pengakuan pemohon yang 
mempunyai penghasilan yang lumayan sebagai 
artis penyanyi/pelawak dan umum mengetahui 
bahwa pemohon adalah sebagai seorang Artis 
yang cukup terkenal di Surabaya; 
Menimbang bahwa yang parlu mendapat per­
hat ian lalah tentang persoalannya apakah 
pemohon mampu untuk merawat anak tersebut 
secara wajar mengingat pamohon kelihatannya 
adalah seorang waria yang dijuluki masyara­
kat sebagai waria yang mungk1n secara 
physiologis akan mempengaruh1 perkembangan 
si anak tarsabut; 
Menimbang bahwa pengadilan nagari mambatasi 
diri dalam faktor-faktor kejiwaan dan 
ten tang kebenaran pemohon sebagai waris 
karena berada di bidang lain namun yang 
jelas hemat pengadilan nagari jika benar 
pemohon seorang waris maka sifat ke­
wanitaannya l",bih menonjol untuk berperan 
sebagai ibu dalam mengasuh anaknya dari 
pada perawatan yang dilakukan oleh seorang 
laki-laki; 

Menimbang bahwa karena pengadilan negeri 
telah mempertimbangkan tentang kepentingan 
si anak sekarang sebagaimana dari segi 
kepentingan si pemohon sendiril 

- Menimbang bahwa dari segi kepentingan si 
pemohon maksudnya ialah untuk apakah 
pengangkatan anak tarsebut dilakukan oleh 
pemohon; 

- Menimbang bahwa jelas dengan pengangkatan 
anak ini pemohon akan mendapat pendamping 
selama hidupnya dan anak tersebut dapat 
menjadi ahli waris atas segala hartanya; 
Menimbang bahwa demikian pula dengan 
kepentingan masyarakat pada umumnya dengan 
adanya pengangkatan anak ini yang dilakukan 
oleh pemohon maka sakaligus talah menunjang 
usaha masyarakat/negara pada anak yang mem­
butuhkan bantuan pada umumnya baik melalui 
anak asuh, panti asuhan dan lalnya; 
Menimbang bahwa berdasar pada segala per­
timbangan tersebut di atas maka permohonan 
pemohon harLis dlkabulkan. 
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Dari Penetapan No. 644/1987 ini kita 

dapat mencatat bahwa: seorang waris 

dikabulkan menjadi orang tua angkat. Dalam 

pertimbangan hakim tampak faktor psykologis 

tidak dipertimbangkan. Hal ini tampak pada 

kalimat ....• Pengadilan negeri membatasi diri 

dalam faktor-faktor kejiwaan dan ten tang 

kebenaran pemohon sebagai waris berada di 

bidang lain (garis bawah, peneliti) " 

3.2. Analisis Hasil Penelltian 

5.2.1. Analisis Hasil Penelitian Terhadap Peraturan 

Perundang-undangan di Bidang Pengangkatan Anak 

Pad a sub bab ini akan disampaikan uraian 

mengenai: 

angkatan 

(1) ketentuan hukum mengenai peng-

anak menurut peraturan perundang-

undangan yang mengatur pengangkatan anak; 

(2) ketentuan mengenai pemenuhan kesejahteraan 

anak oleh peraturan perundang-undangan yang 

mengatur pengangkatan anak; (3) permasalahan 

poda faktor peraturan perundang-undangan 

ten tang berfungsinya hukum pada hukum peng-

angkatan anak. 
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5.2. 1.1. ~:etE'ntuan Hukum M&ngenai Pengangkatan 

PE'rundang-

undangan di Bidang Pengangkatan Anak 

PE'raturan perundang-undangan 

yang dipergunakan sebagai dasar 

anal isis adalah: 

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 

Tahun 1983 t&ntang Penyempurnaan 

Surat Edaran Mahkamah Agung No,. 2 

Tahun 

Anak. 

1979 tan tang Pengangkatan 

2. KE'putusan Menteri Sosial No. 131 

HUK/1993 ten tang Petunjuk Pelaksa-

naan Pengangkatan anak. jo. ~:E'pu-

tusan Menteri Sosial No.2/HUK/1995 

tE'ntang PE'nyempurnaan Lampiran 

~:eputusan Menteri Sosia I RI No. 

13lHUK/1993 tentang PE'tunjuk Pe­

laksanaan pengangkatan Anak. 

Analisis tE'rhadap p&raturan di atas akan 

selalu ~ikaitkan dengan peraturan lainnya yang 

ada kaitannya dengan hal yang bersangkutan, 

dengan tujuan agar dapat dipE'roleh pE'mahaman 

secara menyeluruh4 

\, 
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Sabalum tarbit SEMA No. 2/1979 dan SEMA 

No. 6/1983, pada tanggal 24 Pabruari 1979 

terbit Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia No. JHA/l/1/2. 

Surat Edaran itu ditujukan kepada semua 

Notaris" Wakil Notaris, Wakil Notaris 

Semen tara dan Notaris Pengganti di seluruh 

Indonesia, 

Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHAI 

1/1/2 itu dikeluarkan berdasar alasan karena 

pada saat itu jumlah pengangkatan anak warga 

negara Indonesia olRh orang Asing ternyata 

meningkat. Di samping itu juga karena masalah 

pengangkatan anak warga negara negara Indone­

sia oleh orang asing pada saat itu mendapat 

sorotan masyarakat karena: 

1. tidak ada persyaratan untuk pengangkatan 

anak Internasional yang memberikan jaminan 

yang baik bagi kesejahteraan artak yang 

diangkat; 

2. legalitas prosedLtr pengangkatan anak 

tersebut kadang-kadang diragLtkan oleh 

Pemerintah Nagara lain yang warga negaranya 

mengangkat anak Indonesia; 

3. tidak ~da keseragaman prosedur pengangkatan 

anak. 
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Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ke-

hakiman No. JHA/1/1/2 diatur bahwa pengangkat-

an anak warga negara Indonesia oleh orang 

asing hanya dapat dilakukan dengan sLlatLl 

• 
putLlsan pengadilan negeri. Tidak dibenarkan 

pengangkatan anak dilakLlkan dengan akta 

notaris yang dilegalisir oleh pengadilan. 

Keadaan terse but merupakan gambaran bahwa 

kebutLlhan pengaturan pengangkatan anak dalam 

masyarakat makin bertambah dan dirasakan untuk 

memperoleh jaminan kepastian hukum hanya 

didapat setelah memperoleh suatu pl.ltusan 

pengad i 1 an ~ 

Pada no. IV Surat Edaran Mahkamah Agung 

No. 6/1983, dinyatakan bahwa permohonan 

pengesahan anak dapat dibedakan: 

1. permohonan pengesahan/pengangkatan anak 

an tar WNI; 

2. permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNA 

oleh orang tua angkat WNI; 

~. permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI 

oleh orang tua angkat WNA. 

ad.l. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak 

antar WNI dapat dilakukan an tara orang 

tua kandung dengan orang tua angkat 
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(Pri\~"te adoption) (no. IV.2.a.3.1.1) , 

dapat pula dilakukan terhadap calon anak 

angkat yang berada dalam asuhan 

Sosial (no. IV.2.B.3.1.1). 

Yayasan 

ad.2. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak 

WNA oleh WNI harus dilakukan melalui 

suatu Yayasan Sosial yang memiliki izin 

dari Departemen Sosial (no. IV.2.B. 

3.1.1). 

ad.3. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak 

WNI oleh WNA harus dilakukan melalui 

suatu Yayasan Sosial (no. IV.2.C. 

3.1.3). 

Dari ~etentuan Surat Edaran Mahakamah 

Agung No. 6/1983 dapat dibuat suatu skema 

mac am pengangkatan anak sebagai berikut. 

Pengangkatan Anak: 

r. pengangf;atan 

ridoption) : 

Anak antar WNI (Domestic 

1. langsung antara orang tua anak dengan 

calon orang tua angkat (private adop-

t ion) ; 

2. melalui Vayasan Sosial; 
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rr. pengangkatan Anak antar Warga Negara 

(Inter Count,.-)" adoption): melalui Yayasan 

80sial. 

1. pengangkatan Anak WNA oleh WNI; 

2. pengangkatan Anak WNI oleh WNA; 

,:etentuan mengenai persyaratan per-mohonan 

pengangkatan anak dapat diketemukan 

beberapa ketentuan, terutama pada Kep. 

dalam 

~len . 

80S No. 41/1984; Kep_ Mensas No. 13/1993 

Keputusan Dir. Jen. Rehabi.litasi dan Pelayanan 

Sosial No. Kep. 004/Rps/I/82, SEMA No. 

jo. SE~lA No. 2/1979, SEMA No. 4/1989. 

Apabila diper-hatikan ada dua 

6/1983 

mac am 

instansi yang mengeluarkan ketentuan tersebut, 

yai tu, ~lahkamah Agung dengan Surat Edarannya, 

dan Departemen 80sial, dengan beber-apa per-

atLlran perundangannya. Kedua mac am peraturan 

yang dikeluarkan oleh kedua mac am instansi i~u 

saling berk_it. Ini disebabkan karena: 

1. ketentuan SEMA yang mengatur tentang per-

mohonan pengesahan/pengangkatan anak, di 

mana permohonan pengangkatan anak ditentu­

kan mel_lui Pengadilan (no. 111.1. SEMA No. 

6/1983) } 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN … SETIONO



159 

..:.. permohonan pengesahan/pengangkatan anak 

baik antar WNI (domestic adoption) yang 

langsung ke pengadi1an negeri (private 

adoption) (SEMA No. 4/1989, no. 3) , dan 

Pen-y~ng melalui Yayasan 90sia1 maupun 

gangkatan Anak (Inter Country adoptiord 

memerl~lkan surat Laporan Sosia1 (SEMA No. 

6/1983) . Ketentuan mengenai bagaim::.ni\ 

surat laporan itLi dibuat, di atLir dalam 

peraturan perLindang-Lindangan yang dibLiat 

oleh Menteri Sosial; 

__ '. ;:oermohonan penyesahan/pengangkatan anak 

melRlui Vayasan Sosial ditentukan oleh SEMA 

:'-10. 6/1983, harus mendapat ijin Menteri 

Sosial. Bagaimana mendapatkan ijin Menteri 

Sosi&.l diatur dalam peraturan perllndang-

undangan yang sebagai dikeluarkan oleh 

:-~=\;-lteri Sosial. 

3ebagai aellan uraian mengenai ketentLlan-

~etentltan persyaratan permohonan pengangkatan 

anak &dalah sebagai berikut. 

H. F'enga.ng"~atan Anak Antar WNI (Domestic 

Ho'Cpt ion)' 

~. Calon Orang Tua Angkat 

2. Calon Anak Angkat 
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B. Pengangkatan Anak WNA oleh WNI (Inter 

Co~'ntry ~o'option) 

1. Calon Orang Tela Angkat 

.., Calon Anak Angkat 
~. 

C. Pengangkatan Anak WNI oleh WNA (Inter 

COl.:nt'1" ~'option) 

1. Calon Orang Tua Angkat 

2. Calon Anak Angkat. 

A. Pengangkatan Anak Antar WNI (Domestic 

c<doption) 

1. Calon Orang Tua Angkat. 

~lenurut Keputusan Menteri 50sial No. 

13/1993, no. V.A.!, syarat-syarat calon 

orang tua angkat warga Negara Indonesia: 

a. berstatus kawin dan telah menikah 

sekurang-kurangnya lima tahun kecuali 

bagi mereka yang dinyatakan dengan 

surat Keterangan Dokter ahll kandung-

an bah",a tidak mungkin mempunyail 

melahirkan anak (Kep. Men. 50S. No. 

2/1993) ; 

b. umur minimal 30 tahun dan maksimal 45 

tahun (berdasarkan akta kelahiran); 
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c. tidak mempunyai anak atau hanya 

mempunyai seorang anak; 

d. dalam keadaan mampu ekonomi berdasar-

kan Surat Keterangan 

Desa setempatl 

Lurah/Kepala 

e. berkelakuan baik berdasarkan Surat 

Keterangan dari Kepolisian Republik 

Indonesia; 

f. dalam keadaan sehat jasmani dan 

rohani berdasarkan Surat Keterangan 

dari Dokter Pemerintah; 

g. membuat pernyataan tertulis 

adalah 

bahwa 

pengangkatan anak untuk 

kesejahteraan anak; 

h. adanya laporan sosial; 

i. telah mengasuh calon anak yang akan 

diangkat selama enam bulan 

kan 1z1n pengasuhan. 

ber-dasar-

~Iengenai persyaratan "berstatus kawin", 

diatur Juga oleh Keputusan Direktur Jenderal 

Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial No. 004/82; 

Keputusan Menteri S05ial No. 14/1983; SE~IA 

No. 611983 jo. SEMA No. 2/1979 tidak mengatur. 

I"'lengenai "lamanya kaw.in", dua Keputusan Men-

teri Sosial mengatur beda. KepLltusan Menteri 
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Sosial No. 41/1984 menentukan lamanya kawinan 

adalah 

Sosial 

lima tahun saja. Keputusan Menteri 

No. 13/1993 menentukan selain lima 

tahun bagi lamanya perkawinan Juga menentukan 

adanya kekecualian yaitu kurang lima tahun 

yaitu bagi mereka yang tidak mungkin mem­

punyai/melahirkan anak. 

Byarat umur, minimal 30 tahun dan maksi­

mal 45 tahun, pada Keputusan Oirektur Jenderal 

Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial No. 0041 

1982, mengatur minimal 25 tahun, maksimal 45 

tahun Keputusan Menteri Sosial No. 41/84 Juga 

menentukan 25 tahun sampai 45 tahun, tetapi 

ada ketentuan tambahan yang menentukan adanya 

selisih . an tara calon orang tua angkat dengan 

calon anak angkat minimal 20 tahun. 

Persyaratan 

hanya mempunyai 

ntidak mempunyai anak atau 

seorang anak". Keputusan 

Direktur Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial No. 

004/82 mengatur beda, yaitu: mempunyai anak 

angkat seorang dan tidak mempunyai anak 

kandung; mempunyai anak kandung seorang. 

Keputusan Menteri Sosial No. 41/1982 mengatur 

hampir sama dengan Keputusan Oirektur Jenderal 

Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial No.004/1984, 

yaitu: belum mempunyai anak atau mempunyai 

anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak 

kandung. 
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Perbedaan an tara Keputusan Menteri Sosial 

No. 13/1993 dengan ketentuan dLla 

sebagai berikut. 

Menurut Keputusan Menteri Sosial 

terakhir 

No. 411 

1984 dan Keputusan DirektLlr Jenderal Rehabi-

litasi dan Pelayanan 50sial No. 004/82, orang 

tua yang tidak puny a anak kandung atau mem-

punyai anak angkat satu, boleh menjadi calon 

orang tua angkat. Serdasarkan Keputusan 

Menteri Sosial No.13/1993 mereka yang sudah 

punya anak angkat satu tidak boleh menjadi 

calon orang tua anQkat. Karena syaratnya: 

"tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai 

sEorang anak" saja, tidak menyebut-nyebut soal 

puny" ana" angkat. Dengan demikian ketentuan 

p,-:\da ~:eputLtSan Menteri Sosial No. 13/1993 

iebih ketat daripada kedua peraturan 

dahulu. 

ter-

Persyaratan nornor d dan g, yaitu 

:nengenai: ,. mampu ekonomi" berkelakuan baik, 

sehat jasmani, rohani membuat pernyataan 

tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk 

kesejahteraan anak", diatur sama pada KepLltus-

an Menteri Sosial No. 41/84. Pad a Keputusan 

Direktur Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan 

Sosial No. 004/1982 hanya mensyar.tkan "sehat 

rohani dan jasmani" saja. Tidak ada persyarat-
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an "mampu ekonomi", dan tidak ada persyaratan 

membuat "persyaratan tertulis untuk kesejahte­

raan anak". Dengan demikian, Keputusan Menteri 

Sosial (kedua-duanya) lebih maju dibandingkan 

dengan peraturan sebelumnya karena Kep\.\tusan 

~1ent"'ri Sosial tersebut mengharuskan adanya 

persyaratan bahwa pengangkatan anak itu di-

Jakukan demi kesejahteraan anak" dan per-

syaratan pula mampu ekonominya". Syarat mana 

tidak ada pada peraturan sebelumnya. 

Persyaratan "adanya Laporan Sosial" . 

Per-syaratan 

1'1en ter i No. 

itu diatur juga oleh Keputusan 

41/1984. ~:eputusan Direkturat 

Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial No. 

004/82 tidak mengatur. SEMA No.6/1983, 

mengatur, tetapi hanya untuk pengangkatan anak 

yang melalui Yayasan saja; yang Private 

aa'opt ion tidak ada ketentuannya. SEMA No. 4/89 

men en tu;:an bahwa pengangkatan anak yang 

secara langsung (private adoption) harus ada 

~aporan Sosial. Dengan demikian ketentuan pad a 

SE~1A No. 4/1989, Keputusan Menteri Sosia 1 

No.13/1993 lebih maju lagi dibandingkan dengan 

SE~1A No. 6/1983 dan peraturan perLlndang-

undangan sebelumnya, karena peraturan tersebut 

memperketat pengangkatan anak dengan meng-
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haruskan adanya laporan sosial terhadap peng-

angkatan anak yang secara langsung. 

mana menunjukkan kemajuan dalam 

usaha kesejahteraan anak. 

Ketentuan 

memberikan 

Persyaratan "telah mengasuh calon anak 

selama 6 bulan·'. Ketentuan yang seperti itu 

tidak ada pada SEMA No.6/1983 jo. SEMA No. 

2/1979, maupun Keputusan Direktur Jenderal No. 

004/1982. 

No XIII, Keputusan Menteri Sosial 

13/1993 menentukan bahwa permohonan 

angkat antar WNI (domestic adoption) 

No. 

anak 

oleh 

calon orang tua angkat yang tidak berstatus 

kawin dapat diberikan dengan izin dari Menteri 

Sosial. ,:etentuan serupa terdapat pad a Ke-

putusan Menteri 50sial No.41/1984 ataupun pada 

SE~1A No. 6/1983. 

Cajon Anak Angkat 

Men. 50S. No. 2/1995 (no. 4.3.a) 

menentukan syarat calon ana~. angi<.at 

(a) berada dalam asuhan organisasi 

(b) ada laporan sosial .. 

sosial? 

~lenurLlt pendapat peneliti, meskipun 

Keputusan Menteri Sosial No. 2/1995 tidak 

mengatur batas umur anak, tetapi kalau kita 

mempelajari ketentuan Peraturan Menteri Sosial 

No. 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sos1al 
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yang Dapat Menyelenggar",kan Usah'" Penyantunan 

Anak Terlantar, Pasal 1 menentukan bahwa usaha 

penyantunan anak terlantar dilakukan terhadap 

i'.nak terlantar diberikan pad a anak di bawah 

lima tahun. Keputusan menteri 50sial No. 2/ 

1995 menentukan anak harus berAda dalam asuh .. In 

organisasi sosial, maka disimpulkAn batas umur 

maksimal anak yang akan diangkat adalah di 

bawah umur lima tahun. 

B. Pengangkatan Anak WNA oleh WNI 

1. Syarat Calon Orang TUAAngkat 

Syarat-syaratnya sama dang",n yAng 

dapat pada syarat-syarat pengangkatan 

antar WNI di muka. 

ter-

anak 

Ketentuan mengenai larangan pengangkatan 

anak secara langsung (private adoption) pada 

pengangkatan anak WNA oleh WNI terdapat pada 

~:ep . Men. 50S No. 13/1993; Kep. Men. Sos No. 

41/1984; SEMA No. 6/1983. 

Ketentuan menganai larangan pengangkatan 

anak oleh orang yang berstatus tidak 

(SEcara sinqie parent) pada pengangkatan 

WNA oleh WNI ada dalam 5EMA No. 

IV.2.B.3.1.2) saja. 

6/1983, 

anak 

no. 
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2/1995 

(no. 4), syarat calon anak angkat. (a) berada 

dalam asuhan organisasi sosial; (b) usia belum 

mencapai lima tahun (c) harus ada persetujuan 

tertulis dari Pemerintah Negara asal calon 

anak angkat; (d) ada laporan sosial. 

C. Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh 

Warga negara Asing 

1. Calon orang tua angkat. 

Menurut Kep. Men. 80S. No.13/1993, no. , 

V.A.2.~jo. Kep. Men. 80S. No. 2/1995 syarat 

calon orang tua angkat Warga Negara Asing' 

a. memenuhi syarat sebagaimana syarat-syarat 

calon orang tua angkat Warga Negara 

Indonesia yang mengangkat anak Warga Negara 

Indonesia sebagaimana dimaksud di ml..lke. 

(pada hal 164-165 di mukaI, huru1 a sampai 

huruf i; 

b. mendapat persetujuan tertulis dari Pemerin­

tah Negara asal pemohon; 

c. telah bertempat tinggal dan bekerja seCara 

sah sekurang-kurangnya dua tahun berturut-

turut di Indonesia berdasarkan surat ke­

terangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang. 
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d. membuat pernyata~n tertul~s untuk m.l~por-

kan perkemb~nQ~n anak melalu1 Kedutaan 

Sesar Republik Indonesia (KBRI) .atampat; 

e. untuk syarat 1, huruf. a,b,d,f,h (p~da hal 

164-165 di muka) , dan angka 1 huruf b,c,d 

(huruf di atas) harus sudah didaftarkan dan 

disetujui kebenaran isinya oleh perwakilan 

negara calon orang tua angkat warga negara 

asing di Indonesia dan diketahui kebenaran-

nya/keabsahan tanda tanoan dar! parwakilan 

negar.. yang b.rsangkutan olah Departemen 

Luar Negeri. 

Mengenai syarat pada nomor a di atas, 

anal isis terhadap syarat-syarat tersebut sama 

dengan anal isis yang telah pen.liti sampaikan 

di muka pada waktu peneliti membic<!<r<!<kan 

syarat calon orang tua angkat pada pengangkat­

an anak antar Warga Negara Indonesia. 

Persyaratan "tidak mempunyai anak atau 

hanya mempunyai se~rang an~k". Pada Surat 

Edaran Menteri Sosial No. 96/III/Dir/BKS/I/88 

terdapat ketentuan mengenai syarat calon orang 

tua angkat yang telah mempunyai anak. SLlrat 

Edaran Menteri itu bermaksud menjelaskan 

pengertian bahwa pada pengangkatan anak WNI 
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DIeM WNA adalah merupakan Ultimwn Remedi~'m. 

Surat Edaran itu memberikan ketentuan sebagai 

ber-ikut (no. 3): 

"Pemohon yang telah mempunyai 
dar-i satu, dapat diberikan 
per-timbangan: 
a. anak yang akan diangkat 

yang dalam keadaan cacat 
menta 1. 

anak 
izin 

ad .. lah 
phisik 

lebih 
dengan 

anak 
atau 

b. kar-ena kecacatannya itu sudah tidak ada 
keluarga yang bersedia mengangkatnya. 

Syarat yang "dramatis" seperti di atas 

tidak diketemukan pada Kep. Men. 80S No. 

13/1993 •. Menurut pendapat peneliti dengan 

keluar-nya Kep. Men. Sos·No. 13/1993 ketentLlan 

"dramatis" ter-sebut dengan sendirinya tidak 

lagi. Karena berdasarkan asas perun-

dang-undangan dengan keluar-nya Keputusan 

Menter-i, Sur-at Edar-an Menteri (yang kedudukan-

ny-a lebih r-endah) tidak berlaku lagi. Lagi 

pLI 1 a ><.eten tuan yang ditulis demikian itu 

kesan seolah-olah keluarga orang 

Warga Negara Asing yang mengangkat anak WNI 

itu "lebih manusiawi" dibandingkan orang WNI, 

sebab mereka itu mengangkat anak yang karena 

cacatnya itu sudah tidak ada keluarga (WNI) 

yang bersedia mengangkatnya. 

Pada no. X I I I , ten tang Ketentuan 

Kep.Men.Sos. No. 13/1993 merumuskan 

bahwa permohonan pengangkatan anak war~a 
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negara ~ndonesia yang kembar oleh warga negara 

asing yang telah mempunyai seorang anak dapat 

diberikan izin walaupun pengangkatan anak 

terse but mengakibatkan pemohon mempunyai anak 

angkat lebih dari 2 (dua) orang. Karena pad a 

perumusan tersebut mengenai pengangkatan anak 

WNI oleh WNA maka secara a contrario, dapat 

ditafsirkan bahwa pada macam pengangkatan anak 

yang lain (antara WNI atau anak WNA oleh WNI) 

tidak diperkenankan. Ketentuanitu hanya 

berlaku khusus bagi pengangkatan anak WNI oleh 

WNA. Hal seperti ini dapat manimbulkan perta-

nya~n mengapa terdapat "diskriminasi" keten-

Pad a no. Xl tentang Larangan, ditentukan 

bahwa warga negara asing dilarang mengangkat 

anak warga negara Indonesia yang berada dalam 

asuhan orang tua/wali. Ketentuan yang seperti 

itu juga terdapat pad a Kep. Men. 50S No. 

41/1984 dan SEMA No. 6/1983. Mengenai larangan 

orang berstatus tidak kawin mengangkat anak 

hanya terdapat pad a BEMA No. 6/1983 saja (no. 

III.C.3.1.4.1. Ketentuan syarat bertempat 

tinggal dan bekerja di 

kurangnya 3 tahun tidak 

Indonesia sekurang­

sesuai dengan ke-

tentuan Pasal 8 Kep. Men. Tenaga Kerja No. 

208/P!en/1992, di mana menentukan kontrak kerja 
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tenag. WNA paling lama dua tahun. Ketentuan 

seperti ini telah disempurnakan oleh Kep. Men. 

Sos No. 2/1995 angka 3.2 yang merubah keten-

tLlan tiga tahun menjadi dua tahun. 

Calon Anak Angkat 

Kep.Men.Sos. No. 2/1995 no. 4.3 menentu-

kan syarat calon anak angkat sebagai berikut: 

a. berada dalam asuhan organisasi sosial; 

b. usia belum mencapai 5 tahun; c. ada laporan 

sosial. 

Sebelum peneliti mengakhiri pembahas .. n 

mengenai ketentuan persyaratan permohon .. n 

pengangkatan anak pada umLlmnya (menyangl<ut 

kmtiga macam pengangkatan anak), peneliti 

ingin mengemukakan suatu perumusan pada no. 

X I r I. nomor ~ Kep. Men. Sos No. 13/1993, 

ten tang ketentuan khusus, yang oleh peneliti 

dir~sa aneh. 

~~ep.~len.Sos No. 13/1993 no. 3 menentukan: 

"Permohonan pengajuan i.:in pengangkatan 
anak untuk kedua kalinya hanya dapat di­
ajukan setelah 2 (dua) tahun berlangsung­
nya pengangkatan anak yang pertama". 

KetentLlan seperti ini oleh penel i ti 

dianggap .. neh, karena kalau kita membac .. 

ketentuan ini timbul pengertian bahwa pengang-

katan anak dapat dilakukan dua kali. Ketentu .. n 

yC'1ng d.emikian itu bertentangan dengan 

ketentuan yang ada pad a no. V.A.l.C~ yang 
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berbunyi: "tidak mempunyai anak atau hanya 

mempunyai seorang anak " • 

Menurut ketentuan itu yang boleh mengaju-

kan permohonan pengangkatan anak adalah mereka 

yang tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai 

seorang anak, sama sekali tidak ada ketentuan 

yang menyebut "atau mempunyai ~nak angkat". 

Tampak di sini Kep. Men.Sos No. 13/1993 

mengenai hal ini tidak konsisten, mengatur 

sesuatu dengan ketentuan yang berbeda. 

Ketentuan mengenai syarat calon orang tua 

angkat dan calon anak 

dlutarakan di atas diperuntukkan bagi peng-

angkatan anak di mana anak berada da1am asuhan 

organisasi sosia1. Ketentuan mengenai syarat 

calon orang tua angkat dan ca10n anak angkat 

dl mana anak tidak berada da1am aSLlh8n 

organisasi sosia1 tidak ada ketentuan. 

Ketentuan yang dijumpai sebagai berikut: 

1. Pengangkatan anak yang langsung di1akukan 

an tara orang tua kandung dengan orang tua 

angkat (,Dr iva te adopt ion) diperb01ehkan 

(SEMA No. 6/1983, no. No. IV.2.A.3.1.1) 

..., 
~ . Pelaksanaan pengangkatan anak yang berada 

dalam asuhan orang tua 1 wali oleh Warga 

Negara Indonesia (Private Adoption) ter-

lebih dahulu harus dibuatkan laporan sosial 

(Kep. Men. 50S. No. 13/1993 no. IV.2) 
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Ketentuan-ketantuan Mengenai Tata Cara 

Pengangkatan Anak 

Izin 

1. Pengangkatan Anak Antar Negara 

(Domestic Adoption) 

Indonesia 

Tat .. c .. ranya, termuat pada no. V.B.!. Kep. 

Men. Sos No. 13/1993, sebagai berikut. 

a. Permohonan diajukan secara tertulis di 

atas kertas bermeterai cukup kepada 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial 

Propinsi di mana organisasi sosial yang 

telah ditunjuk berkedudukan dengan 

dilampiri syarat-syarat mengenai status 

perkawinan, dan keterangan menganai 

"tidak mempunyai anak" ataLI "hanya 

mempunyai satu anak". 

b. Permohonan tersebut tembusannya di-

sampaikan kepada Menteri Sosi .. l mel .. ll1i 

Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan 

Sosial 

c. Oalam mengadakan penelaahan dan 

penelitian atas permohonan yang di­

.. jllkan, Kepala kantor Wilayah Departemen 

Sosi .. l dibantu oleh Tim Pertimbangan 

Pengangkatan Anak Propinsi yang ke-

anggoyaannya terdiri atas: Pemerintah 

Oaerah, ~:epol isian. Kantor Wilayah 

Departemen Kehamikan, Kan.Wil Departemen 
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~:eseha tan, Kan • Wi 1 • Departemen Agama, 

Organisasi Sosial (no. VII.2). 

d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial 

Propinsi sebelum memutuskan untuk mem-

berikan izin atau menolak terlebih 

dahulu mendengar/membaca laporan dari 

Pekerja 50sia1 yang ditunjuk, terutama 

yang berkaitan dangan pelak.anaan 

asuhan anak. 

peng-

e. Apabi1a permohonan izin penganQkatan 

anak dito1ak, maka da1am keputusan harus 

disertai alasan-alasan peno!akannya. 

Keputusan pember ian izin pengangkatan 

diberikan da!am bentuk ~:eputusan 

Kepala Kantor Wi!ayah Departemen Pro­

pinsi yang bersangkutan. 

Dokumen yang di1ampirkan da1am permohonan 

peng~ngkatan anak (Hasi! penelitian 

di pengadi!~n negeri): 

lapangan 

1. surat Permohonan ditujukan kepada Kakanwil 

Oep.Sos (as1i); 

surat Pernyataan/Motif 

(as1i); 

pengangkatan anak 

3. surat Keterangan Ke1akuan Baik (suami-

isteri) (asli); 

4. foto copy Surat Nikah, KTP. K.K; 

5. foto copy Surat Lahir (suami-isteri); 
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6. sur at keterangan dokter kandungan Pemerin-

tah; 

7 ~ surat keterangan kesehatan dari dokter 

Pemerintah. (suami-isteri) (asli); 

8. SLlrat keterangan pendapatan/penghasilan 

(asli); 

9. surat keterangan persetujuan pengangkatan 

anak dari pihak kel .. ,arga suami-isteri 

(asli); 

10. slIrat keterangan persetujuan pengangkatan 

anak dari anak pemohon. bag! pemohon yang 

mempunyai anak (asli); 

11. foto copy akte kelahiran/akte kenaI lahir 

calon anak angkat; 

1:C. foto copy SLlrat-sLlrat penyerahan calon 

anakangkat, antara lain: 

penyerahan anak dari orang tua kandung 

~: epada Dinas; 

penyerahan anak dari dinas kepada 

organisasi Sosial; 

penyerahan anak dari organisasi sosial 

kepada calon orang tua angkat untuk 

diasuh sementara; 

13. laporan sosial calon orang tua angkat dan 

calon anak angkat; 

14. dokumen-dokumen 

mohonan. 

lain yang mendukung per-
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2. Pengangkatan Anak WNA oleh WNI 

Berdasarkan no. V.2. Kep. Men. 505. No. 

13/1993 tata cara bagi calon orang tua Warga 

Negara Indonesia mendapatkan izin pengangkatan 

anak sebagai berikut. 

a. Permohonan untuk mendapatkan izin 

angkatan anak diajukan di atas 

bermaterai cUkup kepada Kepala 

peng­

kertas 

Wilayah 

Departemen Sosial Propinsi di mana organi­

sasi sosial berkedudukan. 

b. Permohonan tersebut tembusannya disampaikan 

kapada Menteri Sosial melalui Direktur 

Jenderal 8ina Kesejahteraan Sosial. 

c. Dalam mengadakan penelaahan dan penelltian 

atas permohonan yang diaj Llkan, 

Kantor Wilayah Departemen Sosial 

Kepala 

dibantu 

oleh Tim Pertimbangan 

C"ropinsi. 

Pengangkatan Anak 

d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial 

Propinsi sebelum memutuskan untuk memberi-

kan izin atau menolak terlebih dahulu 

mendengar/membaca Laporan Sosial dari 

Pekerja Sosial yang dltunjuk terutama yang 

berkaitan dengan 

anak. 

pelaksanaan pengasuhan 
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e. Apabila permohonan izin pengangkatan anak 

ditolak, maka dalam KepLltusan harus di-

sertai alasan-alasan penolakannya. Keputus-

an pemberian izin pengangkatan anak diberi-

kan dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Sosial Propinsi yang 

bersangkcltan. 

f. Berdasarkan no. 4.c. Kep. ~'en. 50S. No. 

2/19':;'5, harus ada persetujuan tertulis dari 

Pemerintah Negara asal calon anak angkat. 

- Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia 
-' . 

oJeh Warga Negara Asing 

No. V.S.2. Kep. Men. Sos No. 13/1993 

diatur mengenai tata cara permohonan peng-

angkatan anak bagi calon orang tua warga 

negara Asing, sebagai berikut. 

a. Permohonan untuk mendapatkan izin peng-

,.ngkatan anak secara tertulis di atas 

kertas bermeterai cukup kepada Menteri 

Sosial melalui Direktur Jenderal Bina Ke-

sejahteraan Sosial dengan dilampirkan 

syarat-syarat yang telah ditentukan. 

b. Dalam mengadakan penelaahan dan penelitian 

atas permohonan yang diajukan Menteri 

Sosial dibantu oleh Tim Pertimbangan 

Pengangkatan anak. 
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c. Menteri 50sial sebelum memutuskan untuk 

memberi izin atau menolak, terlebih dahulu 

mendengar/membaca laporan dari Pekerja 

50s1al yang d1tunjuk terutama yang ber-

kaitan dengan pelaksanaan pengusahaan anak. 

d. Apabila permohonan izin ditolak, maka dalam 

f:eputusan 

penolakan. 

harus dicantumkan alasan-alasan 

e. Keputusan iz1n pengangkatan anak dikeluar-

kan dalam bentuk Keputusan Menteri 505ial. 

Ketentuan-ketentuan Mengenai Laporan 50sial 

Laporan 50sial adalah dokumen yang 

dibuat oleh Pekerja 50sial/Pejabat 50siall 

Pekerja 505ial Ma5yarakat di Lingkungan Kantor 

50sial setempat dengan dibantu oleh Organi5asi 

Sosial dan harus dilegalisir oleh Kepala 

Kantor ,W11ayah Departemen 50s1al setempat 

atau pejabat yang'ditunjuk yang lingkup cakup-

annya an tara lain meliput1 ( 1 ) 1dentitas; 

(2) keadaan kesehatan jasmani dan mentall 

;"'"ohani; (3) keadaan keluarga dan lingkLlngan-

nya; (4) keadaan ekonomi keluarga; (5) hubung-

an s05ial; (6) alasan dan tujuan 

anak; (7) Kesimpulan dan saran. 

pengangkatan 

Selanjutnya no. IV.2. Kep. Men. 50S No. 

13/1993 menyatakan: 
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", .. 2. Pelaksanaan Pengangkatan anak yang 
berada dalam asuhan orang tua/wali oleh 
warga negara Indonesia (private adoption) 
terlebiM dahulu harus dibuatkan laporan 
505ia1". 

Ketentuan mengenai "laperan 80sial" kita 

dapati juga dalam: Kep. Men. 80S No. 41/1984, 

SE~lA No. 6/1983, 5EMA No. 4/1989. 

Jika kita membandingkan ketentL\an 

"Iaporan sosial" yang ada pad a Kep. Men. 50S 

No. 13/1993 dengan tiga ketentuan yang ter--

akhir" kita mendapat pRrbedaan ketentuan 

sebagai berikut. 

1. Kep. Men. 50S No. 13/1993 menentukan: 

laparan sDsiai mengenai latar belakang 

orang tua angkat, orang tua kandung, dan 

calon anak angkat beserta laporan 

mengenai pelaksanaan asuhan ya~g dilaku-

kan oleM calon orang tua angkat terhadap 

calon ana', angkat. 

- l,~poran sc-sial diper-lukan baH pad a 

pengangkatan anak yang diasuh dalam 

organisasi sosial maupun pada pengangka-

tan anak yang berada dalam asuhan orang 

tua/wali (private adoption). 

2. Kep. Men. 50S. No. 41/1984 menentukan: 

lapor-an sosial mengenai latar belakang 

orang tua angkat, or-ang tua kandung dan 

calon anak angkat saja, tidak mengenai 
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laporan pelaksanaan asuhan yang dilakukan 

calon orang tua angkat terhadap calon 

anak angkat. 

laporan $osial hanya diperlukan bagi 

peng.mgkatan anak yang diasuh dalam 

organisasi sosial. Pada privat adoption 

tidak diperlukan "laporan sosial". 

3. SEMA No. 6/1983 menentukan. 

- laporan Sosial hanya diperlukan bagi 

pengangkatan anak yang berada dalam 

asuhan organisasi sosial, tampak dari 

bunyi no. IV.3.1.1.4, sebagai berikut. 

"Pengadilan negeri mendengar 
]angsung, ~eorang petugas/pejabat 
Instansi Soaial setempat yang akan 

memberikan penjelasan tentang latar 
belakang kehidupan sosial ekonomi 
anak yang dimohonkan untuk diangkat 
kalau anak angkat WNI tersebut ber­
asal dari Badan/Yayasan Sosial (bukan 
private adoption)". 

Dar-i kata-kata "bukan private adop-

tion", itu, kita dapat menyimpulkan bahwa 

SEMA No. 6/1983 menghendaki "Laporan 50-

sial ll hanya diperlukan bagi anak yang ada 

dalam organisasi sosi&I, yang tidak diasuh 

dalam oeganisasi sosial (yaitu private 

adoption) tidak diperlukan laporan sosial. 

~lengenai laporan tentang pelaksanaan asuhan 

SEMA No. 6/1983 tidak menyebutnya. 
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3. SE~IA No. 4/1989 menentukanl 

SEMA No. 4/1989, no. 3, memberi penegasan: 
Ir ••• ~ maka dalam hal menerima, memeriksa 
dan pengadili permohonan/pengesahan peng­
angkatan Anak antar WN: (domestic adoption) 
yang diajukan langsung ke pengadilan neger~ 
(private adoption)~ harus disertai "Sur~t 

~:eterangan/Laporan Sosial atas dasar 
penelitian Petugas/Pej~bat 805ial setempat 
dar1 pemohon/calon orang twa angkat WNI., 
anak yang akan diangkat, dan orang tua 
kandung ~NI. sebagai salah satu alat/5urat 
bukti se~erti dimaksud no. IV.3.A.2.2.3 " • 

D1 sini~ SEMA No. 4/1989 ingin 

menegaskan b~hwa laporan 5051al bagi peng-

angkat.arl diperlukcln. 

H - • 
~. ini merubah ketentuan yang ada pad a 

6/1983. Pada SEMA No. 6/1983 

,nenentukan laporan sosial tidak 

pengangkatan ani\k secara lang5ung 

(private adoption) (no. rV.3.1.1.4). 

Dari l:raian tersebut~ tampak kesunggLlhan 

~1ahkamah Agung dan Pemerintah melalui peratur-

~n perundang-undangan memberikan per 1 indLlngan 

k_epada anah. Perkembangan ketentuan tampa.\-:. 

membLlk ti kan hal tersebut. Dimulai ke-

tentuan yang ada pada SEMA No. 6/1983 yang 

;,anya menentukan laporan 505ial bagi peng-

angkatan anak di mana anak ada dalam asuhan 

organisasi s05ial; kemudian SEMA itu dianti-

sipasi Kep. Men. No. 41/1984, yang masih 

Olenentukan laporan sosial hanya bag~ pengang-

katan anak dimana anak diasuh dalam organisasi 
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sosial; k"mLldian 5EMA No. 4/1989, yang men,,-

gaskan bahwa laporan sosial juga dip"rlukan 

bagi pengangkatan anak secara langsung (pri­

vate ",c;'option). Kep.Men. 50S No. J.3/J.993, 

menentukan tidak saj a private adoption maLlpun 

pengangkatan anak yang diasuh dalam organisasi 

sosial memerlukan laporan sosial, tetapi 

pelaksanaan asuhan yang dilakukan oleh calon 

orang tua angkat yang dilakukan sebelum peng­

angkatan anak (yang lamanya 6 bulan) harus 

pula dilaporkan dalam laporan sosial. 

Ketentuan Acara Permohonan Pengangkatan Anak 

Pa~a SEMA No. 6/1983, diatur bagaimana 

beracara permohonan pengangkatan untuk masing­

masing macam pengangkatan, yaitu pengangkatan 

anak antar WNI, anak WNA oleh WNI dan anak WNI 

oleh ,>INA masing-masing diatLlr secara 

~endiri-sendiri. Kalau kita pelajari masing-

me-.sing ketentuan, banyak ketentuan yang pad a 

prinsipnya sama, namun ada pula perbedaannya. 

Agar penyampaian ini praktis, teknik yang 

peneiiti 

:':'etentuan 

menye-.ngkut 

pakai adalah peneliti menyampaikan 

secara bersama-sama.:- baik 

pengangkatan anak antar 

yang 

Warga 

Negara Indonesia, anak WNA oleh WNI; maupl...ln 

anak WNI cleh WNA, mengenai ketentuan yang 
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sarna. Bagi ketentuan yang berbeda, 

pembicaraan mengenai hal tertentu akan 

pada 

di-

tunjukkan perbedaan tersebut. 

Ketentuannya sebagai berikut. 

1. Syarat dan bentuk surat permohonan (Sifat-

nya v·olLintair). 

1. Permohonan hanya dapat diterima apabila 

ada urgensinya, umpama ada 

ketentuan undang-undang yang 

kannya. 

ketentuan­

mengharus-

2. Permohonan dapat dilakukan secara lisan 

ata~1 tertulis. 

~. Capat diajukan dan ditanda tangani oleh 

pemohon 

samping 

sendiri a tout kuasanya. Di 

di-itu pemohon dapat 

dampingi/dibantu seseorang. 

j~tga 

Dalam hal 

didampingi maupun pemohon memakai kUBsa, 

pemohon ",ajib hadir dalam peme .... iksaan 

sidang pengadilan. 

_. Dibubuhi meterai secukupnya. 

5. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri 

tempat 

angkat. 

yang daerah hukumnya 

tinggal/domisili anak 

meliputi 

yang di-

2. lsi Surat Permohonan. 

1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan 

tersebLlt secar jelas diuraikan das.ar 

yang mendorong (motif) diajukannya 

permohonan pengesahan/pengangkatan anak. 
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2. H .. rus nampak bah",a permohonan pengesah-

an/pengangkatan anak itu dilakukan tar­

utama untuk kepentingan calon anak yang 

bersangkLltan, dan digambarkan ke-

mungkinan kehidupan hari depan si anak 

setel .. h pengangkatan anak terjadi. 

3. lsi Petitum bersifat tunggal: 

tidak disert .. i petitum yang 

yakni 

lain. 

Umpama: cukup dengan: "Agar si anak dari 

Crt. 

atau 

"Agar pengangkatan anak yang tel .. h 

dilakukan oleh pemohon (c) terhadap anak 

B yang bernama A dinyatakan sah". 

tanpa ditambah tuntutan lain seperti: 

"Agar ditetapkan anak barnama A tersebut 

ditetapkan sebagai ahli waris 

dari ••• C" • 

atau 

"Agar anak bernama A terse but ditetapkan 

berwarga negar.. RI mengikuti status 

kewarganegaraan ayah angkatnya bernama C 

tersebut" (f;etentuan pada pengangka tan 

anak WNA oleh WNI). 

atau 
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"AgC'.r ditetapkan anak bernama A tersebut 

ditetapkan mengikuti status kewarga-

negaraan 

tersebut 

ayah angkatnya bern.ma C 

(ketentuan pad a pengangkatan 

anak WNI oleh WNA). 

3." Pemeriksaan Di Persidangan 

1. Pengadilan negeri mendengar langsung. 

a. Calon orang tua angkat, sedapat 

mungkin Juga anggota keluarga yang 

terdekat lain-lainnya (anak yang 

orang tua angkat yang telah besar). 

Bila perlu juga mereka yang menurut 

hubungan kekeluargaan dengan calon 

orang tua angkat WNI atau yang karena 

status sosialnya dikemudian hari 

dipandang mempunyai pengaruh terhadap 

kehidupan anak untuk selanjutnya. 

b. Orang tu .. yang sah/walinya yang sahl 

keluarga yang berkewajiban merawat, 

mendidik dan membesarkan anak 

sebut. 

ter-

c. 8adan/yayasan 50sial yang telah 

mendapat izin dari Departemen Sosiall 

Pejabat Instansi Sosi .. l 

untuk bergerak di bidang 

pengangkatan anak. 

setempat 

kegiatan 
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F'e tug&s/PeJ aba t Instansi 

Sosial seternpat yang akan memberiki'tn 

penjelasan ten tang latar 

',.,ehidupan soslal ekonomi anak 

dimohonkan untuk diangkat kalau 

berada di 3adan/Yayasan Sosial 

yang 

anak 

e. Caion anak angk.at kalau menurut 

UIIlL!(""f)vd SUdc;1h dapat d~ajak bicara. 

f. Plhak kepolisian setempat. 

g. ?etugas/Pejabat Imigrasi dan bilamana. 

t~dak ada pejabat imigrasi di sLlatu 

daerah. petLlqa5/pej~bat tertentu dari 

f-'"'~'TH-~I'-l.nt,,,h iJ.:-.p ..... ,~h '/rlng ditunjuk untu\-. 

,llenlberikar\ penjelasan ten tang status 

ilnigratLlr darl calon anak WNA (pada 

WNA oleh WN I ) ; 

statll~ imigratLlr WNl. 

'pada penganglatan 3nak ~NI oleh WNA) 

ataLI calon orang twa angkat :'INl 

ipada pengangkatan anak WNA oleh 

W~jr~: dan atau/'calon orang tua angkat 

~NA (pada pengangkatan anak WNI oleh 

Pengadilan negeri memeriksa dan meneliti 

alat-alat bukti la~n yang dapat menj ad i 

ataupun pertimbangan 
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3. Pengadilan negeri mengarahkan pemerik-

saan dipersidangan untuk memperoleh 

gambaran yang sebenaranya tentang 

belakang/moti1 dari pihak-pihak. 

latar 

Untuk 

m~ngetahui kesungguhan, ketulusan dan 

kesadaran kedua belah pihak dan akibat­

akibat dari perbuatan pengangkatan anak. 

~1engetah~li bagaimana keadaan ekonomi, 

keluarga calon orang tua angkat. Untuk 

dekat mengetahui tanggapan keluarga 

orang tua angkat 

Putusan pengadilan terhadap permohonan-per-

mohonan pengesahan/pengangkatan anak terhadap: 

c\. permohonan pengesahan/pengangkatan anak 

an tar WNl; 

b. permohcnan pengesahan/pengangkatan anak WNA 

oleh WNI; 

c. permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI 

olEh WNA. 

C'id. 21. PLitusan pengadilan terhadap 

pengesahan/pengangkatan 

berupa "Penetapan" 

anak 

a.d. b. PLI tusan pengadilan terhadap 

per-mohonan 

antar WNl 

permohonan 

pengesahan/pengangkatan anak WNA oleh WNI 

berupa I'Putusan 'l 

ad,. Co PutLlsan pengadilan terhadap 

pengesahan/pengangkatan anak WNI 

berupa "PLltusan" 

permohonan 

oleh WNA 
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i<e ten b .. lan Mengenai Akibat Hukum Pengangkatan 

rinak 

SENA No. 6/1983, mengenai isi sur-at 

pt:1r"mahonan menentukan bahwa 1si petitum sur-at 

permohonan pengesahan/penetapan pengangkatan 

anak haruslah bersifat tunggal, yakni tidak 

disertai petitum yang lain. Tidak boleh ditam-

bah tuntutan lain, seperti nagar ditetapkan 

dnak A tersebut sebagai ahli waris dari 

atau lIagar anak bernama A tersebut ditetapkan 

berwarga negara Republik Indonesia". 

~:e ten tLldn itu menunjukkan bahwa SEMA 

tersebut tidal< mempersoalkan apakah peng-

angkatan anak itu mempunyai akibat hukum yang 

penuh (sempurna) atau yang terbatas. Nengenai 

putusnya hubungan pembagian harta warisan pada 

waktu ditetapkannya putusan pengadilan negeri 

belum menjadi perscalan. Hal in1 baru menjadi 

persealan kalau kelak ada sengketa. 

5.:.1.2. Ketentuan Mengenai Pemenuhan Kesejahteraan 

oleh Peraturan Perundang-undangan yang 

Pengangkatan Anak 

Mengatur 

Analisis dilakukan dengan jalan mencari 

materi hukum yang ada pada peraturan perundang­

undangan di bidang pengangkatan anolik, mana-mana 
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yang s~\dah maupun yang belum mengatur ketentuan 

ten tang pemenuhan kondisi kesejahteraan anak. 

Sebagaimana disampaikan pada tinjauan 

pustaka di muka hal ~8 kondisi yang dibutuhkan 

01<;;011'" anak angkat dapat tumbuh dan berkembang 

secara wajar sebagai berikut. 

1. Lingkungan keluarga orang tua angkat. 

harmonis (memerlukan penilaian oleh badan/ 

pihak yang profesional); 

orang tua angkat berstatus kawin (suami-

isteri) 

um~\r orang tua angkat (suami-isteri) masih 

memungkinkan cukup untuk berlangsungnya 

pemeliharaan anak. 

Anak: 

- umur sedini mungkin. 

~. Ada tenggang waktu untuk menilai h~\bungan 

batin an tara calon orang tua angkat dan anak. 

AdD bad~n/pihak-pihak yang memberi: 

nasehat kepada calon orang tua angkat; 

nasehat kepada orang tua anak; 

menila! kehal'"monisan eOlIan orang tua angkatl 

menilai seberapa jauh tujuan mengangkat anak 

calon orang tua angkat; apakah demi anak 

atau demi kepentingannya sendiri; 

- apakah anax pantas diangkat orang lain; 

menilai seberapa jauh keikut sertaan ke-

luarga masyarakat lain dalam suatu peng-

angkatan anak. 

5. Adanya kepastian hukum. 
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Ketentuan yang mengatur masing-masing unsur 

kondisi tersebut adalah sebagai berikut di bawah 

ini. 

1. Lingkungan keluarga orang tua angkat 

Suasana harmonis suatu kehidupan keluarga 

calon keluarga orang tua angkat memerlukan 

penilaian oleh badan/pihak yang profesional. 

Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. 1I.2 me-

nyatakan: 

"Lapor-an 
dibuat 
hasil 
lain: 

Sosial adalah suatu dokumen yang 
oleh Pekerja Sosial berdasarkan 

penelitian yang memuat antara 

a. keterangan tentang identitas dan 
latar belakang kehidupan calon orang 
tua angkat, orang tua kandung, dan 
calon anak angkat; 

b. keterangan tentang pelaksanaan asuhan 
yang dilakukan oleh calon orang tua 
angkat terhadap calon anak angkat." 

:<ep.Nen.Sos. No. 13/1993 no. XIII.4 me-

nyatakan: 

"Pekerja Sosial/Pejabat SosiallPeker-ja 
Sosial Masyaraat yang diberi kewenangan 
~embllat Laporan Sosial, harus memenuhi 
klasifikasi sebagai berikut: 
a. Pekerja Sosial yang berpangkat se­

rendah-rendahnya Ajun Pekerja Sosial 
1'"1adya; atau 

b. Pejabat yang secara fungsional me­
laksanakan tug as di bidang usaha 
penyantllnan anak terlantar; atau 

c. Pekerja Sosial Masyarakat yang telah 
diangkat dan disumpah oleh Menteri 
Sosial Republik Indonesia. 

Dari ketentuan di atas badan/pihak yang 

diberi wewenang meneliti keadaan kehidupan dan 

penghidwpan calon orang tua angkat adalah 
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Pekerja Sosia1. 7uga& Pekerja 80sia1 inenur-ut 

ketentuan Kep.Men.8os. No. 13/1993 no. X1II.5 

.dalah sebagai berikut: 

.. mengedekan pemantauan terhedap 
pelaksanaan pengangtan anak baik sebe1um 
meupun sesudah terjadi pengengkatan 
anak, dan memberikan laporan tertulis 
tentang hasil pemantauan kepada Menteri 
Sosial secara hirearki. '1 

Hasil pemantauan Pekerja Sosial sebagai-

mana ditentukan Kep.Men.Sos. No. 13/1997 no. 

XIII.5 tersebut di atas dituangkan ke dalam 

suatu Laporan 80sial (Kep.Men.Sos. No. 13/1997 

no. 11.2). Leporan 80sia1 barisi laporan yang 

;nRnca~~up (Lampiran Kep.Men.Sos. No. 13/1993) 

sebagai berihut: 

.t. i den ti tas.; 

I..;eadaan kesehat~n jasmani lingkungan 

dan mental/rohani; 

3. keadaan keluarga dan lingkungannya: 

a. riwayat perkawinan; 

b. ~iwayat %ehamilan; 

c. latar belakang orang tua; 

d. susunan keluarga/jumlah dan usia anak 

kandung; 

e. suasana kehidupan keluarga pada umum-

nya. 

4. keadaan ekonomi; 

5. hubungan sosial; 

6. alasan dan tujuan pengangkatan anak; 

7. kesimpulan dan saran. 
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~lelihat isi Lapo.-an Sosial sebagaim.;,na 

tersebut di atas tampak Lapo.-an Sosial be.-isi 

hal-hal yang menyeluruh mengenai kehidLlpan 

suatLI calon orang tua angkat. Terutama no. 3, 

Laporan Sosial berisi laporan mengenai keadaan 

ke 1 Llar-ga dan lingkungan calon o.-ang tua ang-

kat. Lebih-lebih no. 3.e, secara eksplisit 

disebut mengenai suasana kehidupan keluarga 

pada umumnya. Keterangan yang demikian itu 

mer-upakan keterangan mengenai suasana 

keharmonisan suatu keluarga (calon orang tua 

angkat). 

Uraian di atas ing1n menunjukkan dua hal, 

yaitu partama, badan/pihak-pihak yang diberi 

tugas oleh Kep. ~len. Sos. No. 13/1993 untuk 

mE'lli lai kf:>c.'1daan lingkungan keluarga orang tua 

angkat adalah Pekerja 50sial. Ke dua, Laporan 

Sosi.=11 yang dibuat oeh Pekerja 805ia1 itu di 

dalamnya ~erisi laper-an an tara lain mengen2i 

keharmonis.sn suatu kelua.-ga (calon orang tua 

angkat). 

SEMA No. 4/1989 no. 3 menentukan: 

dalam hal menerima, memeriksa dan 
mengadili permohonan/pengesahan pengang­
katan anak antar WNI (domestic adoption) 

yang diajukan langsung ke pengadilan 
negeri (private adoption) harus disertai 
Surat Kete.-angan/LaporBn Sosial atas 
dasar penelitian Petugas/Pejabat Sosia1 
setempat dari pemohon/calon o.-ang tua 
angkat WNI, " 
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tukan .. dan keharusan dibuatnya Laporan 

50sial bagi pengangkatan anak yang berada 

do!am asuhan oretng tua/wal! (privat~ 

aa'optiDn)". 

Kep.Men.50s. No. 13/1993 no. IV.2 men en-

tukan "2. Pelaksanaan pengangkatan anak yang 

berada dalam asuhan orang tua/wali oleh Warga 

Indonesia (private adoption) terlebih 

dahulu harus dibuatkan Laporan Sosial". 

SENA No. 4/1989 no. 3 dan Kep.Men.Sos. 

t:::/1QO~ ;.0. 1'..),2 rrtenentukan bagi macam 

csecar.a langsung (private 

50sial. Laporan 

Scsi.:..! illerl.! pakan suatu dokumen yang dibuat 

yang ditunjuk yaitu Pekerja 

yang berisi an tara lain laporan 

:nf?""genai k~harmonisan keadaan keluarga calon 

orar;g tw~ ~ngkat. Jadi dengan demikian SEi'-1A 

No. 4/1998 no. 3 dan Kep.Men.Sos. No. 13/1993 

no. r ,.,.. f 
... ..L .... _ dan no. I~}.2 berisi ketentuan yang 

mengatul"" bagi macam pengangkatan anak :sec a""'? 

(ant~r ~NI) suasana harmonis 

;";ehidup6r. calon orang +:ua ::\ngkat 

per 1 Lt penilaian oleh yang 

profesionatl. 4/1989 
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:-':0. 3 dan Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. I I L1 

dan no. IV.2 berisi ketentuan yang menyatakan 

perlunya suasanya harmonis pada calon orang 

tua angkat pada mac.om pengangk.otan anak secara 

langsung. 

SEMA No. 6/1983 no. IV.3.A.2.3 menentukan 

bahw.o pengadilan negeri d.olam hal menerima .• 

kemudian memeriksa dan mengadili permohonan 

penges.ohan/pengangk.otan .on.ok antar WNI me-

meriksa dan meneliti alat-.ol.ot bukti 

d.op.ot menjadi dasar permohonan ataupun 

antara timbangan pLltusan pengadilan 

Berd8$Srkan ke ten tuan 

yang 

per­

lain 

no. 

I V • 31'" • :: • :; SENA No. 6/1983, Laporan Sosial 

diperlukan i t~l hanya diperlukan bagi 

macanl pengangkatan anak antar WNI dimana anak 

itu berasal dari yayasan 505ia1. 

~~ep. f'~en. 50S. No. 13/1993 no. V.A.1.h 

lTIenen tUKi'n syarat calon orang tua angkat WNI 

bagi macam pengangkat.on 

berada dalam asuhan organisasi 

ada Laporan 50sia1. 

dimana 

sosi~l 

anak 

harus 

Dari kedua ketentuan di atas diketahui 

bahwa 

berad.o 

sy.orat orang tua angkat dimana 

da1am asuhan organisasi sosi.ol 

anaf; 

harus 

mempunyai Laporan Sosial selanJutnya pengadil-

an negeri memeriksa Laporan 50si.ol. 5ebagai-
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mana dijelaskan di atas, Laporan 80sial berisi 

laporan an tara lain mengenai suasana harmonis 

keluarga calon orang tua angkat. Ketentuan 

tersebut berlaku pads macam pengangkatan _nak 

antar WNI dimana anak diasuh dalam organisasi 

(yayasan) sosial. 

8EMA No. 6/1983 no. IV.3.B.2.3 menentukan 

bahwa pengadilan negeri dalam hal menerima, 

memeriksa dan mengadili permohonan pengesahanl 

pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat 

WNI memeriksa dan meneliti Laporan 80sial. 

Ketentuan 8EMA No. 6/1983 no. IV.2.B.3.1.1 

manyatakan pengangkatan anak WNA harus dilaku­

kan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki 

i=in dari Oepartemen 80sial. Kep.Men.80s. No. 

13/1993 no. V.A.l.h memuat syarat calon orang 

tua angkat WNI (dalam hal ini bagi macam 

pengangkatan anak WNA oleh WNI) ada Laporan 

Sosial. 

Oari ketentuan-ketentuan terse but di atas 

dapat diambil pengertian bahwa untuk mac am 

pengangkatan anak WNA oleh WNI calon orang tua 

angkat harus mempunyai Laporan 80sial se­

lanjutnya pengadilan negeri dalam memeriksa 

permohonan pengangkatan anak tersebut harus 

memeriksa dan meneliti Laporan 80sial. laporan 

Sosial berisi laporan mengenai an tara lain 
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5uasana har-monilE keluarga calon orang tua 

angkat. Dengan demikian peraturan tersebut 

sudah memuat ketentuan perlunya suasana 

harmonis pada calon orang tua angkat ( pada 

macam pengangkatan anak WNA oleh WNI). 

SEMA No. 6/1983 no. IV.3.C.2.3 menentukan 

dalam hal menerima kemudian memeriksa per­

tua 

dan 

mohonan pengangkatan anak WNI oleh orang 

angkat WNA pengadilan negeri memeriksa 

meneliti Laporan Sosial. Ketentuan SEMA No. 61 

1983 no. IV.2.C.3.1.3 menyatakan pengangkatan 

anak ~>JN I o!eh WNA harus dilakukan melalui 

yayasan sosial yang memiliki izin dari 

Departemen Sosia!. Kep.Men. 50S No. 13/1993 

no. V.A.2.e menyatakan syarat calon orang tua 

angkat WNA (dalam hal ini bagi macam pengang-

katan anak WNI oleh WNA) ada Laporan 50sia!. 

Dar! ketentuan di atas dapat diketah~li 

bahwa untuk macam pengangkatan anak WNI oleh 

calan orang tua angkat har~ls mempunyai 

Laporan Sosial, selanjutnya pengadilan negeri 

da!am memeriksa permohonan pengangkatan ~nak 

tersebut harus memeriksa dan meneliti L~poran 

S05ia1 'lang bersangkutan. Laporan Sosial 

berisi laporan mengenai an tara lain suasana 

harmon is ke!L1arga calon or .. ng tua angkat. 
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Dangan demikian peraturan tersebut di atas 

sudc:l;h memuat ketentuan mengenai perlunya 

suasana harmonis keluarga pada calon orang tua 

angkat (pada macam pengangkatan anak WNI 

WNA) 

Orang tua berstatus suami isteri 

oleh 

SEMA No. 6/1983 no. IV.2.B.3.1.2 menentukan 

bahwa pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI 

yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah 

tidak diperbolehkan. Ketentuan ini jika 

ditafsirkan secara a contrario menentukan 

calon orang tua angkat tersebut harLIs ber-

status kawin. DemH;ian juga ketentuan SEMA No. 

6/1983 no. IV.2.C.3.1.4 ditafsirkan secara a 

contrario menentukan calon orang 

WNI harus berstatus kawin~ 

tua angkat 

Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. 

manentukan syarat calon orang tua angkat WNI 

dimana anak berada dalam asuhan organisasi 

sosial. Syarat calcn orang tua angkat WNI 

tarsebut adalah berstatus kawin. Ketentuan no. 

V.A.1 Kep.Men.Sos No. 13/1993 mengatur menge-

nai syarat calon orang tua angkat WNI pada 

umumnya .. Karena ketentuan no. V.A.1 bersifat 

umum, maka ketentuan no. V.l dapat berlaku 

bagi macam pengangkatan anak WNA oleh WNI. 
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itu, 

V.1.a 

yang menentukan syarat orang tua angkat WNI 

berstatus kawin berlaku bagi macam peng-

angkatan anak an tar WNI dimana anak diasuh 

dalam organisasi sosial maupun untuk mac am 

pengangkatan WNA oleh WNI. 

i<ep. i'"1en .8os No. 13/1993 no. V.A.2.e 

menentukan syarat calon orang tua angkat WNA 

berstatus kawin. Ketentuan ini berlaku untuk 

mac am pengangkatan anak WNI oleh WNA. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa SENA No. 

6/1983 dan Kep.Men.Sos No. 13/1993 telah 

memLiat ~etentuan mengenai syar~t calon orang 

tua angkat bagi macam pengangkatan antar WNI 

dimana anak dalam organisasi sosial, antar WNA 

oleh WNl dan antar WNA oleh WNI, yaitLI ber-

~tatus kawin. 

Umur keluarga (suami-isteri) masih me-

mungkinkan cUkup waktu orang tua angkat me­

langsungkan pemeliharaan anak. 

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.1.b 

menentukan syarat calon orang tua angkat WNI 

bagi anak yang berada dalam asuhan organisasi 

sosial umur minimal calcn orang tLla angkat 

adalah 30 tahun dan maksimal 45 tahun. Suatu 
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batasan umur yang memungkinkan calon orang tua 

angkat benar-benar mempertimbangkan kepastian 

untuk mengangkat anak dan batas umur dimana 

orang tua angkat nantinya masih mempunyai 

waktll yang panjang untuk memelihara anak 

angkat. Ketentuan no. V.A.1 Kep.Men.Sos No. 

13/1993 itu adalah ketent~\an mengenai orang 

tua angkat WNI pada umumnya. Dangan demikian 

ketentuan no. V.A.l.b tersebut di atas dapat 

berlaku bagi mac am pengangkatan anak antar WNI 

dimana anak diasuh dalam organisasi sosial 

maupun berlaku untuk mac am pengangkatan anak 

WNA oleh WNI. 

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.2.e 

menentukan syarat calon orang tua angkat WNA 

adalah berstatus kawin. Dengan demikian 

Kep.Men.Sos No. 13/1993 telah memuat ketentuan 

mengenai syarat orang tua angkat 

berstatus kawin (s~\ami-isteri ) bagi 

pengangkatan anak antar WNA oleh WNI 

pengangkatan anak WNI oleh WNA • 

Umelr anak dini 

yai tel 

maCam 

maupun 

~:ep.Men.Sos No. 2/1995 no. 4.3.a menentu-

anak berada dalam aS~lhan organisasi 

sosial. Berdasarkan Per.Men.Sos No. 13/1981 

Oapat ten tang Organisasi Sosial Yang 
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Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Ter--

lantar- Pasal 1, yang menyatakan bahwa usaha 

penyantunan anak terlantar- dilakukan terhadap 

anak te~l~ntar diberik&n pada anak di bawah 

lima tahun, mak a keten tLlan Kep.Men.Sos No. 

~/1995 diartikan ~nak berumur di bawah lima 

tahun. Ketentuan umur anak yang demikian ihl 

ber-Iaku pada macam pengangkatan anak antar- WNI 

dimana anak dalam asuhan organisasi 505ia1. 

Kep.Men.Sos No. 2/1995 no. 4.3.b menentu­

kan bahwa bagi anak yang akan diangkat oleh 

WNA atau .nak asing yang akan diangkat oleh 

WNI be 1 LlIn mencapai lima tahun. Ketentuan 

tar-sebut berlaku bagi macam pengangkatan 

WNI olsh WNA maupun anak WNA oleh WNI. 

anak 

Dari ur-ai8n terse but dapat diketahui 

bahwa Kep.Men.Sos No. 2/1995 telah memuat 

ketentLtan mengenai usia dini anak ba~i macam 

pengangkatan anak an tar WNI dimana anak dalam 

peng-asuhan organisasi sosial dan macam 

angkatan ana~ WNA oleh WNI maupun pengangkatan 

anak WNI ol~h WNA. 

3. Ada tenggang waktu untuk menilai hubungan 

batin an tara calon orang tua angkat den9an 

calcn anak angkat 

Kep. i"1en . 50S No. 13/1993 no. 

menentukan bahwa pengangkat.!\n .?nak antar ',IN! 
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yang berada dalam asuhan orang tLI .. I· ... al i di-

~aruskan dibuatkan Laporan 80sial. 

ketentian no. II.2.b Kep.Men.8os No. 

~lenurut 

13/1993, 

isi Laporan 80sial antara lain keterang&n 

pelaksanaan asuhan. Dengan demikian ada keten-

tuan mengenai adanya tenggang waktu menilai 

hLlbungan batin an tara calon orang tua angkat 

dengan anak angkat. Ketentuan ini berlaku ~agi 

mac am pengangkatan anak antar WNI dimana 

diasuh orang tua/wali. 

anak 

Kep.Men.80s No. 13/1993 no. V.A.l.i 

menentukan syarat calon orang tua angkat WNI 

untuk mendapatkan izin pengangkatan anak bagi 

orang yang berada dalam .a.sLlhan orgClnis8si 

sosial adalah telah mengasuh calon anak yang 

akan diangkat selama enam bulan berdasarkan 

izin pengasuhan. Ketentuan no. V.A.! 

80S No. 13/1993 itu adalah ketentuan 

ca l on orang tua WNI pada 

~:ep. Men. 

mer.genai 

umL:mnya. 

Dengan demikian ketentuan no. V.A.l.i di atas 

dapat berlaku bagi maCam pengangkatan anak WNI 

dimana anak diasuh dalam organisasi sosial 

maupun berlaku untuk mac am pengangkatan anak 

WNA oleh WNI. Dalam waktu pengasuhan selama 

enam bLllan itu diharapkan sudah timbul hu-

bungan batin an tara calon orang tLla angkat 

dengan calon anak angkat. 
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Keo.Men.2os No. 13/1993 no. VI.! ~e~e~~u­

kan bahwa pemrohonan izin pengasuhan anak ~~~i 

anak oleh WNA di8juk~n secara tertulis 

:':epa 1 a 

dirnana organ~s~si 5csial yan<;; di-

ini 

bagi m~c~~~ ~E~gangkatan anak WNI oleM WNA. 

~a'-~ ~1~3ian di atas dapat diketahui bahwa 

~E~.~'en.2~s No. 1:/1993 telah memuat ketentuan 

mengerai adanya tenggang waktu untuk menilai 

hubungan batin an tara calon orang tua angkat 

cengan =alo!i anak angkat untuk semua mac am 

pengangkatan anak (pengangkatan anak antar WNI 

dimana anak diasuh oleh orang tua/wali maupun 

yang diasuh sosial maUpLln 

pengangkatan 

dalam organisasi 

anak WNA oleh WNI maupun peng-

angkatan ~nah WNI oleh WNAI. 

Ad2\ badan/~ihak-pihak yang member: 

soar-an .' na5ehat~ menilai atas maksud dan ;·e-

laksanaan ~engangkatan anak 

~:er-'. tolen . 50S. No. 13/1993 no. XIII.4 

menyebutkan bahwa yang diberi wewenang membuat 

L..aporan Sosia! adalan Pekerja 50sial/Pekerja 

Sosial/Peker-ja 50sial masyarakat. Mereka i"tu 

adalah pihak-pihak yang diberi tugas membLlat 

Laporan Sosial. Laporan Sosial merupakiln 
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laporan yang berisi mengenai keadaan c:al~n 

orang tua angkat. Keadaan tersebut mengen .. i 

identitas, keadaan kesehat .. n jasmani dan 

mentaJ/~ohani, keadaan keluarga dan 

annya~ 

sosial~ 

keadaan ekonomi kel~larga , 

lingkung­

hub~lngan 

aJasan dan tujuan pengangkatan anak, 

kesimpulan dan saran. Dari ketentuan yang 

terakhir in1 yaitu memberikan kesimpulan dan 

saran terkandung maksud Pekerja Sosial itu 

menilai apakah calon orang tua angkat pantas 

untuk mengangkat seorang anak angkat at au 

tidak. Demikian sebaliknya seorang calon anak 

angkat pantas diangkat oleh orang tua angkat 

~tau tidak. Kep.Men.Sos. No. 13/1993 menentu-

kan Pekerja SosiaJ mengadakan peman taLlan 

peJaksanan pengangkatan anak sebeJum maupun 

sesudah terjadi pengangkatan anak. Ketentuan 

~eb.gaimana disebut di muka berlaku bagi semua 

~acam pengangkatan anak. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa 

Kep. ~len. 50S. 

tuan ten tang 

Nc. 13/1993 sudah memuat keten­

adanya bac:an/pihak-pihak yang 

memberi saran, nasehat, menilai 

pengangkatan anak (berlaku bagi 

pengangkatan anak). 

pelaksanaan 

semua mac:am 
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5. Adanya kepastian hukum suatu 

anak .. 

pengangkatan 

SEMA No. 6/1986 no. I menyatakan .. 
untuk memperoleh jaminan kepastian hukuffi itu 

hanya didapat setelah memperoleh s.uatu putusan 

pengadilan ll
• Pernyataan tersebut berlaku untuk 

semLla pengangkatan anak. Dengan demikian SEMA 

No. 6/1986 memuat pernyataan mengenai penting­

nya kepastian hukum melalui putusan peng­

adilan. 

SEMA No.6 11986 no. IV.2.A.3.1.2 menen-

tukan bahwa pada pengangkatan anak antar WNI, 

seorang yang tidak terikat dalam perkawinan 

sah/belum menikah diperbolehkan mengangkat 

anak. Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. XIII.l me-

nentukan bahwa permohonan pengangkatan anak 

antar WNI (domestic adoption) oleh calcn orang 

tua angkat yang tidak berstatus kawin diper-

bclehkan. Ketentuan tersebut berlaku bagi 

macam pengangkatan anak antar WN! baik yang 

langsung maupun macam dimana anak diasuh dalam 

organisasi 5051a1. 

Ketentuan sebagaimana ditentukan oleh 

SEMA No. 6/1986 dar, Kep. Men. 80S. No. 13/1993 

sebagaimana disebut di atas merupakan ke­

tentuan yang tidak sesuai dengan pengertian 

kesejahteraan anak angkat. Dalam pengertian 

kesejahteraan anak angkat, orang tua angkat 

berstatus suami-isteri. 
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Ketentuan mengenai usia dini c~lon anak 

angkat pada macam pengangkatan anak antar WNI 

secara langsung tidak ditemukan pada peraturan 

perundang-undangan. Dengan demikian pada macam 

pengangkatan anak itu anak angkat yang berusia 

tidar:. dini dapat diangkat. Pengangkatan anak 

dimana anak usianya tidak dini lagi tidak 

sesuai dengan pengertian kesejahtera~n anak 

angkat. 

Ketentuan mengenai umur calon orang tua 

angkat (suami-isteri) masih memungkinkan cukup 

untuk berlangsungnya pemeliharaan anak 

macam pengangkatan anak antar WNI 

langsung (anak berada dalam asuhan orang 

wali) tidak ditemukan. Hal demikian ini 

pada 

secra 

tual 

tidak 

sesLlai dengan pengertian ke$ejahte~aan anak 

angf;at. 

S2bagai "'khir anal isis ini disampaikan 

simpulan sebagaimana di bawah ini. Simpulan 

tidak diberikan secara eksak mengingat anali-

sis yang dilakukan berupa normatif kualitatif. 

Jawaban berupa uraian deskriptif yang merujuK 

kepada unsur-unsur yang peneliti ajukan dari 

suatu kondisi yang dibutuhkan agar anak angkat 

dapat tLlmbuh dan berkembang secara wajar 

rohani~ jasmani dan sosialnya. 
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Dari analisis di atas ternyata peraturan 

perundang-undangan di bidang pengangkatan anak 

yanq mengatur masing-masing kondisi yang diperlu-

kan bagi tercapainya kesejahteraan anak angkat 

sebagai berikut di bawah ini~ 

1. PeratLlran perundang-undangan yang mengatur 

mengenai perlunya suasana harmonis kel~larga 

calon orang tua angkat sudah ada ketentuannya. 

5ecara terperinci sebagai berikut. 

5EMA No. 4/1989 no. dan Kep.Men.Sos. 

No. 13/1993 no. 111.1 dan no. IV.2. Ketentuan 

itu berlaku untuk macam pengangkatan antar WNI 

SEcara langsung (anak diasuh oleh orang 

tua/wali). ~1enurLlt ketentuan no. III.a dan no. 

rv.:! Kep.Men.Sos No. 13/1993 menentukan pe-

laksanaan pengangkatan anak yang berada dalam 

asuhan orang tua/wali oleh WNI terlebih dahulu 

h,;;,rus dibLlatkan Laporan 50sial. 5EMA No. 

4!lQS9 menentukan pengadilan negeri dalam hal 

menerima~ memeriksa dan mengadili permohonan! 

penges~han pengangkatan anak antar WNI yang 

diajukan secara langsung harus disertai Lapor-

an 50sial. Laporan 50sial adalah suatu dokumen 

yang dibuat pejabat yang ditunjuk yaitu 

Pekerja 50sial yang berisi antara lain laporan 

mengen~i suasana harmonis keluarga calon orang 

tua angkat. 
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SEMA No. 6/1983 no. IV.3.A.2.3 menentukan 

pengadilan negeri dalam hal menerima kemudian 

memeriksa dan mengadili permohonan/pengesahan 

pengangkatan anak antar WNI memeriksa dan 

meneliti antara lain Laporan 80sial. Ketentuan 

yang demikian itu mendasarkan ketentuan no. 

IV.3.A.1.4 SEMA No. 6/1983 hanya berlaku bagi 

macam pengangkatan anak an tar WNI dimana anak 

berada dalam yayasan (organisasi) sosial. 

Untuk macam pengangkatan anak antar WNI dimana 

anak berada dalam asuhan organisasi sosial 

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.1.h menentukan 

syarat calon orang tua ada Laporan 60sial. 

SEMA No. 6/1983 no. IV.B.2.3 menentukan 

pengadilan negeri dalam hal menerima kemudian 

melneriksa dan mengadili permohonan/pengesahan 

pengangkatan anak WNA oleh WNI memeriksa dan 

meneliti Laporan 505ial. Untuk macam pengang­

katan ini KEp.~len.Sos No. 13/1993 no. V.A.l.h 

menentukan syarat calon orang tua angkat WNI 

ada Laporan Sosial. 

SEMA No. 6/1983 no. IV.3.C.2.3 menentukan 

pengadilan negeri dalam hal menerima kemudian 

memeriksa permohonan/pengesahan pengangkatan 

anak WNI oleh orang tua angkat WNA memeriksa 

dan meneliti Laporan Sosial. Untuk macam 

pengangkatan ini Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN … SETIONO



208 

V.A.2.e menentuk~n syarat calon ~rang tua 

angkat 

berisi 

ada Laporan Sosial. Laporan 

mengenai 

Sosial 

antara lain laporan susana 

harmonis keluarga calon orang tua angkat. 

perundang-undangan yang mengatur 

mengenai 5tatus calon Drang tua angkat sebagai 

SLlami-isteri (kawin) sudah ada. Secara ter-

perinei sebagai berikut. 

SEMA No. 6/1983 no. IV.B.3.1.2 menentukan 

caton orang tua angkat pada macam pengangkatan 

snak WNA oleh WNI harus berstatus kawin. 

No. 6/1983 no. IV.2.C.3.1.4 menentukan 

orang tua angkat pada macam pengangkatan 

WNI cleh WNA harus berstatus kawin. 

SEMA 

calon 

anak 

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.l.a 

menentukan syarat calon orang tua angkat antar 

WNI dimana anak diasuh dalam organisasi ber-

status kawin. 

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.2.e me-

nentukan syarat calon orang tua angkat antar 

WN~ berstatLls kawin. Ketentuan ini terlaku 

untuk macam ~engangkatan anak WNI oleh WNA. 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai umur orang tua angkat yang memungkin-

kbn cukup waktu melangsungkan pemeliharaan 

anak sudah ada. Secara terperinci sebagai 

berikut. 
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~:ep.M~n.ec~ No~ 13/1993 menentukan syarat 

calon orang tua angkat WNI pada mac am pengang-

katan anak dimana anak berada dalam asuhan 

organisasi 50sial umur minimal 30 tahun dan 

maksimal 45 tahLln. 

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.l.b me­

nentukan syarat calon orang tua angkat WNI 

pad a macam pengangkatan anak WNA oleh WNI umur 

minimal 30 tahun dan maksimal 45 tahun. 

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.2.e 

menent~,kan syarat calon orang tua angkat WNA 

pad a macam pengangkatan anak WNA oleh WNI umut 

mininlal 30 tahlln dan maksimal 4~ tahun. 

4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai usia dini calon anak angkat sudah 

ada. Secara terperinci sebagai berikut. 

~::ep. i"len . Sos No. 2/1995 no. 4.3.", jC. 

Per.Men.8os No. 13/1982 umur calan anak angkat 

pad a mac am pengangkatan anak an tar WNI 

anak diasuh dalam organisasi sosial L,mUl'" dO. 

bawah lima tahun. 

Kep.Men.Sos No. 2/1995 no. 4.3.b menentu­

kan umur calon anak angkat pada macam pengang-

katan anak antal'" WNI oleh WNA belum mencapai 

lima tahun. 
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Kep~Men.Sos No. 2/1995 no. 4.3.b menentu-

kan umur calon anak angkat pada 

angkatan anak antar WNA oleh 

mencapai lima tahLln. 

macam 

WNI 

peng­

belum 

5. Pe~aturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai tenggang waktu untuk menilai hubungan 

antara calon orang tua angkat deng.n 

calcn anak angkat sudah ada. Secara terperinci 

5Rbagai berikut. 

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. III.1 jo. no. 

tI.2.b menentukan adanya tenggang waktu untuk 

menilai hubungan batin antara calon orang twa 

angkat dengan calon ~nak angkat. Ketentuan itu 

berlaku pada macam pengangkatan antar WNI 

dimana anak diasuh oleh orang tua/wali. 

~:ep.MEn.Sos No. 1311993 no. V.A.l.i 

~lcnentukan syarat ca!~n orang tua angkat 

'T1Bcam pengangkat~n ~ntar WNI dimana anak 

diasuh dalam organisasi $osial telah ~engasuh 

ca~on ana~ ang~at 5eiama enam bulan. 

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.l.i 

menentukan syarat calon orang tua angkat pada 

telah mac am pengangkatan anak WNA oleh WNI 

mengasuh calon anak angkat selama enam bulan. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN … SETIONO



211 

Kep.Men.So$ No. 13/199'3 no. V.A.l.i 

menentukan syarat calon orang tua WNA pad a 

macam pengangkatan anak antar WNI oleh WNA 

harLls mengajukan izin pe.ngasuhan anak. 

6. Peraturan perundang-undangan yang mengatur 

adanya badan/pihan-pihak yang tugasnya memberi 

saran, nasehat, menilai maksud dan pelaksanaan 

pengangkatan anak sudah ada. Secara terperinci 

di bawah ini. 

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. XIII.4 jo. 

no. XIII.5 menentukan Pekerja S05ial diberi 

kewenangan membllat L~poran 90sia1 dan memantau 

pelaksanaan pengangkatan anak baik 5ebelum 

maupun sesudah terjadi pengangkatan anak. 

i<etentuan tersebut berlaku bag! semua macam 

pengangkatarl anak. 

7 Per-atur.:\n perundang-undangan yang mengatur 

mengenai pentingnya kepastian hUkum suatu 

pengangkatan ~na~ sudah ada. Secara terperinci 

di bawah ini. 

SEMA No. 6/1983 no. 1 menyatakan jamlnan 

kepastian hukum suatu pengangkatan anak hanya 

didapat setelah memperoleh 5uatu putusan 

pengadilan. Pernyataan tersebut berlaku untuk 

semua macam pengangkatan anak. 
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Pada peraturan tar-

sebut di atas terdapat ketentuan yang meng­

ijinkan seorang yang tidak kawin mengangkat 

anak. Ketentuan tersebut terdapat pad a 5EMA 

No. 6/1983 no. IV.2.A.3.1.2 dan Kep.Men.50s 

No. 13/1983 110. xrlr.1. i(etentuan yang 

demikian itu berlaku pada macam pengangkatan 

anak antar WNI. Dengan demikian dapat tarjadi 

pada pengangkatan anak antar WNI dimana ana~. 

diasuh oleh orang tua/wali maupun anak diasuh 

dalam organisasi sosial. ~:etentuan yang 

demikian itu yaitu yang mengijinkan orang yang 

tida~, kawin mengangkat anak tidak memenuhi 

pengertian kesejahteraan anak angkat. 

Salah satu unsur pengertian kesejahteraan 

anak angkat adalah umur pada waktu diangkat 

berusia dini. Pada macam pengangkatan anak 

antar WNI yang secara langsung (anak diasuh 

oleh orang tua/wali) k~tRntL\~n y~nQ demiki~n 

ini tidak ditemukan pada per~turan perundan~­

undangan yang ada. Demikian juga mengenai umur 

calon orang tua angkat (suami isteri) yang 

masih cukup waktu untuk memelihara anak angkat 

pada macam pengangkatan anak antar WNI secara 

iangsLlng tidak ditemukan pada peraturan per-

undang-undangan yang ada. 

Agar uraian di atas lebih dipahami, 

ini uraian tersebut diberikan dalam bentuk 

seperti di bawah ini. 

berikut 

skerna 
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Skema ten tang ketentuan ~eraturan perundang-undangan di 

bidang pengangkatan anak yang mengatur kondisi yang di-

I 
I 
I 
! 
i 

I 

per!ukan bagi kesejahteraan anak angkat. 

~:cndisi ':e- I 
se j ",hter ''''''' ! 
Poak .::ngkat I 

'I' 

;-.tac2m F·engWrg~~atc.n 

~k 

Pengang- 1 ar1gSI.lI1g 
katan 
A'lak 
... tar melalLU 

Kelua~a 

harmcnis 

I ~I yayaSCln 
sosia! 

StatLt5 
ka.,,,"Jin 

I 

i 
I 

I 

Pa>gang--
katan 
I'nak 
antar 
Warga 
Negara 

anak !oAA 
oleh ~I 

anak \>.NI 
oleh 1>.1'''''' 

Pengang-- 1 anQSl..1I"lg 
katan 
i'nak 
antar 
~I l

,rrelalLli 
yayasc,n 

jSCSial 

! I 

I pengang-Ianak ~ 
katan joleh ~I 

Peraturan Pen.lndanQ-1.lI"ldangan 

SEM='I i'b. 4/1989 no. 3 
Kep.Men.Sos i'b. 13/1993 
no. IIL1., mo. IV.2. 

EEJ"1A r-.tl. 6/1983: no. IV .3.A.2. 3 
Kep.M=n.Sos i'b. 13/1993 
no. A.1.h. 

~ No. 6/1986 no.IV.3.B.2.3 
Kep.i"m.Sos i'b. 1311993 
no. V.A.1.h. 

SEMA i'b. 6/1986 no.IV.3.C.2.3 
Kep.i'1en.Sos ~b. 13/1993 
no. V.A.2.R. 

:tEEl''A i'b. 6/1983 no. IV • 
2.A.3.1.2.t1dak kawin 

:l:Kep.i"m.Sos ~b. 13/1993 
no. XIII.l-tid~k k~in 

Kep.Men.50s ~b. 13/1993 
no. V.l.a 

;JKep.Men.2cs i'b. 13/1993 
no. XIII.l-tidak kawin 

SEMA i'b. 6/1983 no. IV. 
2.B.3.1.2. 
Kep. ~'en .50s i'b. 13/1993 
no. V.A.l.a. 

" 

i'nak I antar ,~ ________ ~ ____________________________ ~ 

I>Jarga I 
I Negara ! anak i>.I'lI 

1 jOleh ~ 

SEMA i'b. 6/1983 no.IV. 
2.C.3.1.4. 
l:ep.Men.50s i'b. 13/1993 
rtO. V .. A .. 2.e. 
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I 
I 
I , 

I 
I 
! 

[ 
I 
I , 
! 
! , , 

~:CT"disi I(e­

:;eje.htera<;.n 
~.::'k ':'r.C;k,,!;~ 

1...\r ;:.rElng LI1 

tu 

Us 
di 

a 

..12\ 

ni 

2r.gkat 

anak 

TEnCJ9ang 
w.akt\.\ 
rreniJ.ai 
h.tb.tngan 

i , 
I 
I 

Mclc .. m ~ ..... ~.atoon 
Hiak 

j Pengang­
katNl 
Pnak 

il~L'r.g 
I 
I 

I '"",,II Iyayasar> 
sosial 

Pengang- anak ~ 
kat.." oleM W\JI 
Pnak 
antar 
Warga anak W\JI 
Negara ioleM I>N"I 

I Pengang- langs.".,g 
katan 

I Cnak 

I 
, 

:-<lltar IrrelaJUi 
I i.>.l'1I l'fay~~ 

,"'OSJ.a1 

I 

lanak I Per>gang- W'~ 

I katan oJeh 1o.N1 
I Pnak , 

214 

:$': tidak i;da ketenularl 

:(ep.l'-~.Sos I'b. 13/199.:..\ 
roo '1.A.lob , 

I 
Kep.~\:n • 80s No. 13/1993 
no. V.A.lob 

Kep. ~1en • 80s No. 1311993 
no. V.A.2.e 

~ tidak ada ketentLtan 

, 
Kep .~"en • 80s r..l:>. 2/1995 
'"'0. 4.3.a jOe 
Per.i"8"l.Sos No. 13/1981 , 
Pasal 1 I 

I 
Kep • ~1en • Sos No. 2/1995 
no. 4.3.b 

2JI tar 
'J.iarga 

L ______ ~----------------------~ I anak !>.N1 
j'o!E<h \;...t\~ : :--'lE:gar,~ 

I 
, I , 
I Pergco"g- 11 an<;SLlng 

I , katcn I I Cnak 

!melalui ant~r 

W\JI yayasan 
=osial 

Pengang- anak ~ 
katan IOleM i.>.l'1I 
A-lak 
""tar i 
:.Jarga Janak W\JI 
Negara ~ (JeM 

~:ep.~.Scs No. 2/1995 
no. 4.3.!J: 

'·:ep.~.2os No. 13/1993 
no. 1I1.1 jo. no. 11.2.b 

~:ep.!"'en • 80s r..l:>. 13/1993 
roO. V.A.l.i 

~~ep. Men • Sos No. 13/1993 
no. V.A.loi 

Kep. ~'en .:=OS No. 13/1993 
no. '11.1 

, 

I 
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I I ! ~:cndisi ke- ~\.;<c CIIll Pengang~.a tc.n 
sejahteraan I'n.!>.k F'eraturan P'en.Indar>g-1. ..... dangan , , 
m~k mgkat 

~ 
I Kep.Men.50s No. 13/1993 

Pe .... gang- langS>. ..... g no. XII 1.4 jo. no. XIII.5 

i katan 

I 
Pnak 
antar melalui Kep.~'En.Sos No. 13/1993 

I Badan/ 14'11 yayason no. XII1.4 jo. no. XIII.5 

I pihai-.- , 505ia1 

I piMak 
I yang Per.gang- anak I>J\A Kep.Men.50s No. 13/1993 

I If€ffiberi v,atan oleh 14'11 no. XIII.4 jo. no. XIII.5 
I sar"afl/ A-lak 
I , nasehatl antar 

I mEni la.i Warga ana~. 14'11 Kep.Men.50s No. 13/1993 
Neg~ra oleh i4'IA no. XII 1.4 jo. no. XIII. 5 

I 
611983 No. I 

I Pengang- 1 ang "'-11""09 SEM'\ No. 
katc.n 

I 
A"1ak 
antar melalui 

I 14'11 y"'yasan S8"A No. 6/1983 No. 1 
! ~:epastiaJ"1 505ial 
i t-LlkLIffi I 

i Per>gang- anCIk i4'IA 
I k~tan oleh 14'11 S8"A No. 611983 No. r 
I Pnak 

I ...... tar 

I 
Warga anak 14'11 
Negara oleh ~ S8"A No. 6/1983 No. 1 

Sebagai simpulan akhir pada anal isis mengenai 

penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan di 

bidang pengangkatan anak yang ada sudah mengatur sebagian 

besar kondisi yang dapat memungkinkan seorang anal'. angkat 

dapat tumbuh dan berkembang secara wajar rohani, jasmani 

dan sosialnya~ 
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Mengenai ketentuan yang ada yang mengijinkan 

orang yang tidak kawin mengangkat anak pada mac am 

pengangkatan anak antara WNI pad a umumnya merupa­

kan ketentuan yang tidak sesuai dengan pengertian 

kesejahteran anak angkat. 

Ketentuan mengenai usia dini anak maupun 

ketentuan mengenai batasan umur orang tua angkat 

(suami-isteri) pada waktu mengangkat anak yang 

merupakan salah satu kondisi kesejahteraan anak 

angkat tidak ada ketentuan pada macam pengangkat­

an anak antar WNI secara langsung. 

5.:.1.=. Permasalahan pad a Faktor Peraturan Perundang-

Llndangan ten tang 8erfungsinya Hukum pad a Hukum 

Pengangkatan Anak 

Sebagaimana telah disampaikan pad a Bab 1 

PendahulLlan, 

benar-benar 

kembalikan 

yaitLI: ( 1 ) 

agar supaya peraturan (tertulis 

ber1ungsi, senantiasa dapat di-

pada paling sedikit empat 

peraturan itu sendiri; (2) 

taktor, 

petugas 

yang menegakkan atau yang menerapkan; (3) fasil1-

tas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksa-

naan kaidah hukum; (4) warga masyarakat yang 

terkena ruang lingkup pelaksanaan peraturan itu. 
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Pad a penelitian ini pembahasan dibatasi 

hanya kepad~ faktor peraturan (tertulis). Masalah 

urnumnya disini antara lain adalah; (1 ) apakah 

peraturan yang ada mengenai bidang tertentu cukup 

sistematis; (2 ) apakah peraturan yang ada 

mengenai bidang kehidupan tertentu cUkup sinkron, 

artinya, (a) apakah secara hirarkis tidak ada 

pertentangan, (b) apakah secara horisontal tidak 

ada petentangan, (3) apakah secara kuantitatif 

dan kualitatif peraturan yang mengatur bidang 

tertentu cukup, (4) apakah penerbitan peraturan 

tertentu sesuai dengan persyaratan yuridis yang 

Pembahasan yang berkaitan dengan hal ini 

terhadap peraturan perundang-undangan di bidang 

hLikurn pengar.gkatan anak, pada pokoknya dilakukan 

"epada: 

(!) 2urat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1.983 

ten tang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah 

Agung No. 2 T~hun 1 0 79 tentang 

Anak. 

Pengangkatan 

(2) KepLitusan Menteri Sosial No. 13 Tahun 

tentang Pelaksanaan Pengangkatan. 

1993 
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Kedua peraturan perundang-undangan ter-

sebut merLlpakan ketentuan yang dijadikan 

pedoman (dasar hukum) bagi penyelenggaraan anak 

Berikut di bawah ini akan disampaikan 

berturut-turut analisis mengenai sistematik 

hukum~ sinkronisasi hukum, kuantitatif dan kuali-

tatif hukum, dan akhirnya mengenai penerbitan 

peraturan perundang-undangan sesuai dengan per-

syaratan yuridis yang ada. 

5.~.1.3.1. Sistematik Hukum 

Analisis Sistematik HLlkLim terhadap 

peraturan perundang-undangan di bidang hukum 

pengangkatan anak ini dilakukan dengan memper­

gunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem 

hukum yang lazimnya mencakup (a) subyek hLlk~lm ; 

(b) obyek hukum; (c) dan kewajiban; 

(d) peristi .... la hukum; 

hak 

(e) h~lb~lngan nuK.um 

(Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985: 80). 

=,.2.1.3.1.1. Analisis terhadap SEMA No. 6/1983 

5.2.1.3.1.1.1. Subyek Hukum 

Subyek hukum merupakan pihak-pihak yang 

menjadi pendukLing hak dan kewajiban, di 

dalam hubungan teratur atau masyarakat 
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hukum, y~nQ terdiri dari manusia dan badan 

hukum. Sebagai subyek hukum manusia/badan 

hukum mempunyai hak dan kewajiban melakukan 

suatu perbuatan hukum. 

Subyek hukum yang diatur oleh SEMA No. 

6/1983 sebagai berikut. 

~. Orang Tua Angkat 

Orang Tua Angkat dapat terdiri: 

1.1. orang tua angkat WNI yang dapat 

mengangkat anak WNI (no. IV. 1A.) 

yang dapat terdiri .sebagai berikut; 

1.1.1. berstatus tidak kawin 

(singie parent) (no. rV.2A. 

3.1.2); 

1.1.2. orang tua angkat berstatus 

kawin. 

1.2. OrClng tua angkat WNI yang meng-

angkat anak WNA (no. IV.i.3). 

, -..... 0_\ • Orang tua angkat WNA yang meng-

angkat anak WNI (no. !V.1.C) 

Yayasan Sosial~ hal ini dapat terlihat 

pada (no. IV. 2A.3.2.1; IV.2.B.3.1.1; 

IV .2.C.3.1.3). 

3. Orang tua anak (kandung) terdapat pad a 

(no. IV.2.A.3.1.11. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN … SETIONO



220 

5.2.1.3.1.1.2. Obyek ~ukum 

Obyek Hukum pad a dasarnya merupakan 

suatu kepentingan yang menjadi obyek 

hubungan-hubungan hukum yang dilakukan cleh 

subyek hLlkl..lm. 

Obyek hukum yang diatur dalam BEMA No. 

6/1983 adalah anak angkat. Anak angkat 

dapat terdiri dari: 

1. anak warga negara Indonesia, yang 

dapat terdiri: 

1.1. anak yang diasuh oleh orang tua 

kandung (no. IV.2A.3.1.1.); 

1 . :: . anak yang berada dalam asuhan 

suatu Yayasan Sosial ( no. IV.2A. 

- ..., ..., ..... \ . ..:.. . ..:.. . ; IV.2C.3.1.3.); 

.:.. . anak warga negara asing (no. IV.29.3. 

1.1. ) P~flgangkatan anak warga neg~ra 

as~ng o!eh ~arga neg~ra Indonesi~ h~r~l~ 

melallti suatu yayasan 50sia1. 

5.2.1.3.1.1.3. Hak dan Kewajiban 

Hak merupakan peranan yang fakultatif, 

oleh karena sifatnya, yakni boleh tidak 

dilaksanakan. Kewajiban atau tug as merupa-

kan suatu peranan yang bersitat imperatif, 
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oleh karena itu harus dilaksanakan. Hak dan 

kewajiban tersebut senantiasa dalam hubung-

an yang berhadapan (Soekanto dan Sri 

MamLldji, 1986: 81). Mengenai hak dan ke-

wajiban orang tua angkat kepada anak angkat 

tidak ada ketentuannya. 

Demikian juga hak anak angkat tidak ada ke-

tentuannya Perlu diperhatikan ketentuan 

pada no. IV.2A.2.3.; IV.2B.2.3.; IV.2e.2.3. 

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa isi 

petitum surat permohonan pengesahan/ 

penetapan anak angkat bersifat tunggal 

tidak disertai petitum yang lain. eukup 

dengan: "agar si anak B ditetapkan sebagai 

anal, angkat C", atau "agar pengangkatan 

anak yang telah dilakukan oleh pemohon (e) 

terhadap anak B yang bernama A dinyatakan 

sah" , tanpa ditambah tuntutan lain, 

seperti: 

tersebut, 

"agar ditetapkan anak bernama A 

ditetapkan sebagai ahli waris 

dari ", atau "agar anak bernama A ter-

sebLlt di tetapkan berwarga negara RI meng­

ikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya 

bernama C tersebut". 
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Oar-i k~tentuan itu dapat di5impulkan 

bahwa mengenai hak anak 

(angkat) , pada waktu ditetapkan putusan 

(ketetapan) pengadilan, belum menjadi 

persoalan. SEMA No. 6/1983 tidak memberi 

ketentuan yang jelas mengenai hak anak 

angkat. Mengenai kewajiban anak (angkat) , 

tidak ada ketentuan yang mengatur. 

5.2.1.3.1.1.4. Peristiwa Hukum 

Peristiwa hukum merupakan peristiwa ke-

masyarakatan yang diberi akibat-akibat 

hukum tertentu cleh hukum. Dalam kaitannya 

dengan hal di atas, SEMA No. 6/1983 hanya 

menyebut adanya: pengangkatan anak 

WNI; pengangkatan anak WNA cleh WNI; 

antar 

peng-

i?lilgkatan anak ~NI oleh WNA; tidak member-i 

akibat hukum. 

5.:.1.3.:.1.5. Hubungan Hukum 

Hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan 

yang mempunyai akibat hukum. 

pembedaan an tara hubungan yang 

Diadar,an 

sederajat 

dan tidak sederajat dengan hubungan timbal 

balik dan hubungan timpang. HubLingan se-
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suami 

dengan isteri. Hubungan hukum yang tidak 

sederajat dapat dijumpai hubungan hukum 

antara orang tua dengan anak (-anak)nya. 

Suatu hubungan timbal ba1ik apabila hubung-

an hukum masing-masing mempunyai hak dan 

kewajiban, Dalam hubungan h~lkum yang 

timpang, maka suatu pihak hanya mempunyai 

hak, sedangkat pihak lain memp~tnyai 

kewajiban saja. Berkaitan dengan hal di 

a tas., SE~IA No. 6/1983 tidak menc;Jatur 

mengenai hubungan hukum pengangkatan anak. 

Berdasarkan anal isis di atas, ternyata 

SEMA No. 6/1983, yang d{pandang sebagai dasar 

hukum ke-bijaksanaan (pemerintah) di bidang 

;:>elaksanaan pengangl<atan anak (1ihat pen-

jela .. an Umum no. I Keputusan Menteri 80sia1 

No. 41/HUK/Kep/VII/19844 ten tang PetLlnj t.ik 

Pe1aksanaan Peri:inan Pengangkatan Anak, dan 

menjadi dasar per-timbangan ~~ep • 

f"1en. Sos. tersebu t mauplln Keputusan Menteri 

Sosial No. 13/ HUK/1993l tidak mem~nuhi 

sebagian unsur-unsur pokok sistematik hukum. 

Hal ini terbuk~i dengan dijumpainya ketentuan 

yang dapat d!r!nci sebagai berikut. 
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1. Subyek hukum; nco IV.1A.; IV.2A.3.1.2.; 

IV.1.B.; IV.1.e; IV.2A.3.2.1.; IV.2B.3. 

1. 1. ; IV.2C.3.1.3. 

2. Obyek hukum: nco I V • 2A. 3 . 1 . 1 . ; 

rV.2A.3.2.2.; IV.2C.3.1.3.; IV.2B.3.1.1. 

~. Hak dan kewajiban, antara orang tua angkat 

dengan anak angkat dan sebaliknya, 

ada ketentuannya. 

tidak 

4. Peristiwa hukum, tidak ada ketentuannya. 

5. Hubungan hukum, tidak ada ketentuannya. 

5.2.1.3.1.2. Analisis terhadap Keputusan Menteri Scsial 

No. 13 IHUK/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

P2ng~ngkatan An~k 

5.=.1.3.!.2.1. Subyek Hukltm 

Subyek hllkum yang diatur dalam Kep. ~len . 

50S No. 13/1993 sebagai berikut. 

1. Orang tua angkat. 

Orang tua angkat dapat t~rdiri: 

1.1. or~ng tua yang me:i"~-

angkat anak WNI, terdapat pada 

no. V.A.1. In1 dapat terdiri dar!: 

1.1.1. orang tua angkat yang ber-

status kawin, terdapat pad a 

no. \J. A . 1 . C\ ; 

1.1.2. orang tua angkat yang b~r­

status tidak k&win (single 

parent) 

XI:r .!.. 

terdapat pad a no. 
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1 jo. no. 4, IV.l; 

3. Orang hla anak (k.ndung) (private a.dop­

tion) tertiapat pad a no. IV.2. 

5.2.1.3.1.2.2. Obyek Hukum 

Obyek hukum yang diatur oleh Kep.Men. 50S 

No. 13/1993 adalah: ~alon anak angkat yang 

dapat terdiri dari: 

1. ~alon anak angkat WNI yang diasuh dalam 

asuhan organisasi soaia1, terd.pat pada 

no. I I .3. j o. no. 4., V. 3; 

2. ~alon anak angkat WNI yang berada dalam 

asuhan orang tua/wali terdapat pada 

no. I I .3. jo. no. 4; 

3. Calon anak angkat (no. l.C Kep. Men. 

50S. No. 2/1995). 

5.:.1.3.1.2.3. Hak dan Kewajiban 

Hak dan kewajiban calon orang tua angkat 

kepada anak angkat tidak ada ketentuannya. 

Hak-hak anak angkat tidak ada ketentuannya. 

5.~.1.3.1.2.4. Peristiwa hukum 

Kep. Men. 50S No. 13/1993 hanya menyeb~lt: 

"Pengangkatan Anak antar Warga Negara 

Indonesia dan Pengangkatan Anak WNI oleh 

WNA (no. rr.3.) .. tetapi tidak memberikan 

ketentuan mengenai akibat hukum. 
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5.~.1.3.1.2.5. ~ubungan Hukum 

Bos. No. 13/1993 tidak mengatur 

hubungan hukum pengangkatan anak. 

Be~daS6rkan anal isis di atas te..-nyata 

Kep. "len. 50S. No. 13/1993 tidak memenuhi 

semu~ unsur-unsur pokok sistematik hukum. Hal 

ini terbukti dengan dijumpainya ketentuan 

yang dapat dirinci sebagai berikut: 

1. subyek hukum, ada ketentuannya pad no. 

V.A.l.a; X I I 1. 1. ; I I. 1. j o. no. 4' , IV.1. ; 

IV.2; 

obyek hukum, ada ketentuannya pada no. 

11.3. jOe V.3.; II.3. JOe no. 4-; 

3. hak dan kewajiban, tidak ada ketentuannya; 

4. Peristiwa hukum, tidak ada ketentuannya. 

Yang ada hanya penyebutsn saja! 

5. Hubungan hukum. tidak ada ketentuannya. 

5.:.:.3.=. Sinkronisasi Hukum 

Analisis ini p~da pokoknya dilakukan 

'11 BEMA No. 6/1983 dan (2) Kep. i"1en. 

Sos. No. 13/19<;>3. Kedua peratul'"an tersebLlt 

dicari taraf sinkronisasi dengan per-atur.an 

perundang-undangan y .. ng lain ( baH secara 

hirarkis maupun horisontal) yang mengatLlr 

pengangkatan an-3k. Sebagaimana diketahui, 

oeraturan perundang-untiangan di bidang peng-
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angkatan anak ~ermacam-macam dalam isi dan 

bentuk hc,kumnya. 

Penyajian pada sub bagian ini meman1aatkan 

anal isis yang ~da pada. 5.2.1.1. khususnya 

pembahasan yang mengenai ketentuan-ketentuan 

hukum pengangkatan anak. Pembahasan itu dilaku­

kan terhadap semua peraturan perundang-undangan 

di bidang pengangkatan anak. Penyajian pada sub 

bag ian ini hanya mengemukakan ketentuan-

ketentuan yang saling tidak sinkron, Hal-hal 

yang diatur sinkron tidak dibahas di sini; 

dapat dilihat (lagi) pad a 5.2.1.1 di muka. 

~etentuan-ketentuan yang tidak sinkron 

berikut. 

"",bagai 

1. Sinkronisasi Stb. 1917 No. 129 dengan SEMA 

No. 2/1979 jo. Surat Edaran Menteri Kehakim-

~r' No. JHA li1./~/1979. 

Stb. 19!7 No. 129 merupakan ketentllan 

pengangkatan anak (adopsi) yang berlaku bagi 

golongan Cina. Pasal 10 menentukan adopsi 

Manya dapat dilakukan dengan akte Notaris. 

jo. 

Surat Ed~ran Mahkamah Agung No. 

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 

6/1983 

2/1979 

dan Edaran ~lenter i 

No. JHA/1/1/2/1979 mengatur pada 

(1) pengan<;;katan anak dilakwkan 

Kehakiman 

pokoknya: 

melalui 
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putusan pengadilan negeri; (2) dibedakan 

ketentuan pengangkatan anak antar WNI; 

pengangkatan anak WNA oleh WNI; 

angkatan anak WNI oleh WNA. 

dan peng-

Jika peraturan di atas diperbandingkan 

dengan ketentuan yang ada pada Stb. 1917 No. 

129, ada ketentuan yang mengatur beda. Oi 

satu pihak, SENA No. 6/1963 jo. SENA No. 

2/1979 jo. Surat Edaran Menteri Kehakiman 

No. JHA 1/1/2/1979, menentukan pengangkatan 

anak melalui putusan pengadilan nageri, di 

lain pihak Stb. 1917 No. 129: ( 1 ) peng-

angkatan anak (adopsi) untuk golongan Cina; 

(2) dil~kukan dengan akte Notaris. 

Mendasarkan pendapat E.Utrech yang 

mengatakan: "Berdasarkan hukum peralihan, 

maka Undang-Undang Belanda, ordonansi dan 

titah raja (K.B.) yang masih berlaku itu 

kedudukannya dalam tata hukum sekarang sama 

dengan kedudukan undang-undang" (Utrech 

(sic), 1966: 101), kedudukan hukum Stb. 1917 

No. 129 sarna dengan suatLl Llndang-undang, se­

hingga dengan demikian, SEMA No. 6/1963 jo. 

SENA No. 2/1979 jo. Surat Edaran Menteri 

Kehakiman No. JHA 1/1/2/1979 tidak dapat 

menghapus ketentuan yang ada dalam Stb. 1917 

No. 129. Keadaan yang demikian ini memuncul-
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tafsir sebagai berikut (Hasil Keputusan 

Konggres ke-IX, Ikatan Notaris Indonesia 

( I N I ) tahun 1980), Surat Edaran terssbut 

tidak menutup kemungkinan dibuatkan akte 

pengangkatan anak (adopsi) olsh Notaris 

untuk: 

1- pengangkatan anak oleh WNI keturunan Cina 

terhadap anak WNA keturunan Cina; 

.., 
4. pengangkatan anak oleh WNA keturunan Cina 

terhadap anak WNI keturunan CinaJ 

~ 
~, . pembuatan akte pengangkatan anak WNI 

keturunan Cina ol .. h/t .. rhadap anak WNI 

keturunaP'l Cina. 

Dalam pengangkatan anak oleh WNI ketur~lnan 

Cina terhadap anak WNA keturunan Cina, kalau 

dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang 

ten tang kewarganegaraan RI No. 62 tahun 

1958, terdapat dua perbuatan yang har-Lls 

dipis~hkan satu sarna l~in yaitu2 

1. pengangkatan anak berdasarkan Stb. 1917 

No. 129 yang dibuat di hadapan Notar is 

dan; 

2. pengesahan atas pengangkatan anak ter-

sebut dengan putusan pengadilan negeri 

yang membawa akibat dalam hukum publik, 

yaitu diperoleh kewarganegaraan Indonesia 

Dleh ana~ WNA yang diangkat tersebut. 
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Pasal = ayat! Undang-Undang No. 62/1958 

menyatakan~ 

"Anak asing yang belum berumur lima tahun 
yang diangkat oleh seorang warga negara 
RI memperoleh kewarganegaraan R! apabila 
pengangkatan itu dinyatakan sah oleh 
pengadilan negeri". 

Dari kalimat ....•. apabila pengangkatan itu 

dinyatakan sah oleh pengadilan negeri", 

mempunyai pengertian bahwa pengangkatan anak 

itu dapat dilakukan di muka Notaris dengan 

akte notaris, kemudian disahkan oleh peng-

adilan. 

Uraian di atas ingin menjelaskan bahwa 

dalam pengangkatan antar anak WNA keturunan 

Cina dengan WNI keturunan Cina ketentuan 

Stb. 1917 No. 129 masih dapat diterapkan, 

yaitLI melalLli akte Notaris, baru kemudi~n 

disahkan oleh pengadilan. 

2. Sin~ronisasi SENA No. 6/1983 dengan UU No. 

6=/1958 mengenai alamat pangadilan negeri 

permohonan l=in pengesahan/pengangkatan anak 

SEMA No. 6/1983 menentukan alamat di-

tujLlkan kepada ~:etua ?engadilan Negeri di 

mana daerah hukumnya meliputi tempat 

tinggal/dom1sili anak yang akan diangkat. 

Ketentuan ini tidak sinkron dengan ketentuan 

?asal 2 ayat 1 UU No. 62/1958 yang menentu-

kan alamat pengadilan negeri darL tempat 

tinggal calon orang tua yang akan mengangkat 

anak. 
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5.2.1.3.3. Kuantitas dan kualitas peraturan Perundang­

undangan di bidang pengangkatan anak 

Kuan ti te.s pera tLlran perundang-undangan 

dalam arti banyaknya (jumlahnya) peratur-an 

perundang-undangan yang mengatur pengangkatan 

anak, banyak jumlahnya serta bermacam-macam 

materinya. Bermacam-macam materi dalam arti 

peraturan-peratur-an itu mengatur khusus peng-

angkatan anay, ada pLlla yang mengatur suatu 

bidang tertentu tetapi dalam salah 5atu (atau 

beberapa pa.sa.lnya.) mengatur (menyinggung) 

pengangkatan anak. Dilihat dari a.spek pemenuhan 

kEsejaht~raan anak (memenuhi kondisi-kondisi 

yang memungkinkan anak dapat tumbuh dan ber-

kembang wajar jasmani~ rohani) sudah ban yak 

keterltuan-ketentuan yang mengatur ( 1 i ha t 

ana:isis pada no. 5.2.1.2. hanya ada beberapa 

hal yang belum ada ketentuannya yaitu keharusan 

orang tua angkat sebagai suami isteri; ke-

tentuan usia dini pada pengangkatan anak secara 

langsung. 

Peraturan perundang-undangan tersebut yang 

=ecara kuantitas adal~h banyak, dalam hal 

kualitasnya tidak baik; Sebab ada peraturan yang 

secara prinsipiel saling bertentangan. Ke~daan 

yang demik.i~n ~ secara yuridis no~matif menim-

bulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda. Hal 
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yang demikian itu tidak dapat memberikan ke-

pastitRn hukumnya. seperti ltu 

memberikan kesimpulan bahwa secara kualitas 

peraturan 

angkatan 

perundang-undangan 

anak) tidak balk 

(di bidang peng­

(lihat pembahasan 

meng~nai sinkroni-sasi mengenai hal in!). 

5.2.1.3.4. Persyaratan Yuridis Yang Dipenuhi Oleh Per­

aturan Perundang-undangan Oi Bidang Pengangkat­

an Anak 

Persyaratan 

undang-elndangan 

penerbitan peraturan per­

pad a dapat kita ketemukan 

"Pedoman Teknik Peraturan Perundang-undangan" 

yang diterbitkan Oirektorat Jenderal Hukum dan 

Perundang-undangan Oepartemen Kehakiman. Pad a 

pedoman tersebut dinyatakan bahwa bentuk dari 

peratl..Iran perundang-undangan agar memenuhi 

fungsinya sebagai sumber pengenal ( kenbron) 

terdiri atas; ( a ) penamaan, ( b) pembukaan, 

(c:) batang tLlbuh, (d) penutelp yang 

atc!'s; 1 ) rumLlsan pengundangan 2) 

penges8hanJ penetapan penand~ tang~nan. 

Pada buku pedoman tersebut secara 

terdiri 

tanggal 

panjang 

lebar diuraikan ten tang teknik membuat per-

undang-undangan S2cara meridetail. 

Dalam proses pembentukan peraturan per-

undang-undangan, salah satu proses yang penting 

adalah tindakan pengumuman daripada peraturan 
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itu sendiri. Suatu p ...... tu ... en dib.ntuk &ga ... 

seluruh rakyat taat dengan ca ... a te ... lebih dahulu 

kepada mereka diberi kesempat .. n untuk menge-

tahui. Agar seluruh rakyat mengetahui suatu 

peraturan, peraturan itu ha ... us dieda ... kan atau 

disebarluaskan. Undang-Undang Nomo... 2 Tahun 

1950 yang berjudl.ll "Undang-Undilng t .. ntang 

Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Serikat dan Se ... ita Negara Republik Indonesia 

dan ten tang Mengelua ... kan, Mengumumkan dan mem-

beri berlakunya Undang-Undang F .. de ... el dan 

Pe ... aturan Pemerintah" (disingkatl Undang-Undang 

Lembaran Negara dan Pengumumannya), pada 

pasal-pasal tertentu di ... umu5k .. n m.ngen .. i bentuk 

dan keterangan da ... i undang-undang (Pasal 9) , 

Undang-Undang D~rur .. t (Pa • .,l 10) • P.r .. tu ..... n 

Pemerintah (Pasal 11) d .. n ten tang kapan suatu 

peraturan perundang-undangan mulai berlaku 

(Pasal 13). 

Ketentuan Pengangkatan anak yang ada pada 

saat ini dasarnya adalah SEMA No. 6/1983 

jo.SEMA No. 2/1979. Keputusan Menteri Sosial 

No. 13/1993 dan Keputusan Menteri Sasial No. 

41/1993 terbit untuk mengantisipasi SEMA 

tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung kalau 

dilihat dari persyaratan yuridis sebagaimana 

diLiraikan di atas adalah tldak memenllhi 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. 
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5.2.2. Analisis Hasil Penelit!an Terhadap Putusan Peng­

adilan Negeri di Bidang Pengangkatan Anak 

SEMA No. 6/1983 jo. SENA No. 2/1979 member!kan 

ketantuan kepada para hakim dalam hal memeriksa dan 

mengadili permohonan pengesahan/pengangkatan anak. 

Ketentuan yang diberikan itu mempunyai tujuan agar 

pengangkatan anak yang dilakukan mementingkan 

kepada kesejahteraan anak. Ketentuan Mahkamah Agung 

ten tang bagaimana pemeriksaan persidangan per-

mohonan pengesahan/pengangkatan anak tertuang dalam 

SEMA No. 6/1983 yang pad a garis besarnya sebagai 

berikut di bawah ini. 

Pemeriksaan hendaknya mengarah: (a) 

memperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai 

untuk 

latar 

beJakang atau motif pihak-pihak yang akan melepas-

kan (termasuk bad an atau yayasan sosial darimana 

an(C":\k ber~s~l) serta pihak yang akan menerima anak 

tersebut sebagai anak angkat (b) untuk mengetahui 

seberapa jauh dan seberapa dalam 

ketuJusan, kerelaan dan kesadaran kedua pihak akan 

akibat perubahan hukum meJepas dan mengangkat anak; 

(e) untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah 

tangga (%erllkunan dan keserasian kehidupan keluar-

gal serta cara-eara pendidikan yang dianut dari 

kedLI8 pihak orang tLla; (d) bisa menilai 

bagaimanc. tanggapan anggota terdekat (Llr1tuk anak 

'lang telah besar) dari pihak orang tua (SE~IA No. 
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6/1983 no. rV.3.A .. 3 jo. no. IV.3.B.3 jo. no. 

IV.3.C.3. 5elanjutnya, pengadilan negeri memeriksa 

dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat men-

jadi dasar permohonan ataupun pertimbangan 

pengadilan antara lain: surat-surat resmi 

kelahiran dan lain-lain, surat keterangan, 

sosial ~ pernyataan (5EMA No. 6/1983 no. 

putusiln 

tentang 

laporan 

IV.3.A.2. 

jo .. no .. IV.3.B.3. jo. no. IV.3.C.2.). Pengadilan 

mendengar langsung: (a) orang tua angkat dan orang 

tua kandung juga anggota keluarga dekat (b) orang 

tua yang sah/walinya yang berkewajiban merawat J 

pendidikan dan membesarkan anak, (c) 

instansi sosial setempat; (d) 

badan/yayasan 

petugas/pejabat 

Intansi 50sial; (2) calon anak angkat kalau menurut 

umurnya sudah dapat diajak bicara; (f) pihak ke-

polisian setempat (5EMA No. 6/1983 no. IV.3.A.l jo. 

no. IV.3.B.l jo. no. IV.3.C.ll. 

Di atas disampaikan bahwa pengadilan me-

meriks8 antara lain laporan sosial. Laporan sosii\l 

adalah suatu dokumen yang dibuat oleh Pekerja 

Sosial/Pejabat Sosial/Pekerja 50sial Masyarakat di 

Ling,;ungan Kantor Instansi 50sial setempat dengan 

dlbantu oleh Organisasi 50sial dan harus dilegali­

sir oleh Kepala Wilayah Departemen setempat atau 

pejabat yang ditunjuk yang lingkup 

antara lain meliputi (1) identita5; 

kesehata.n ja5mani dan mental/rohani; 

cakupannya 

(2) keadaan 

(3) keadaan 
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dan keacc-.a.r. ekcnc;ni 

keluar-gaJ ( 5) hl.lbungan scsial; (6 ) alasan dan 

tujuan pengangkatan anak; (7) kesimpulan dan 

( ~:ep. Men. 50S No. 13/1983 jo. K~p. Men. 90S. No. 

2/1995). 

~:etentuan yang diatl.lr- Mahkamah Agung i tLl 

mempl.lnyai tujuan agar- hakim mendapat penilaian 

sec:ar-a mendalam suatu per-mohonan pengesahan/ 

pengangkatan anak. Menurut ketentuan, hakim men-

dengar- sec:ar-a langsung pihak-pihak yang terkait, 

(1) mengenai kehar-monisan keluar-ga calon or-ang tua 

angkat~ tercermin pada petunjuk yang mengat~k~nr' ••. 

untuk mengetahui keadaan rumah tanQga (ker-ukun-

an dan keserasi~n kehidupan keluarga .. . , (2 ) 

mengenai perlunya penilaian mengenai sudah adanya 

hubungan batin antara calon orang tua angkat dengan 

tercer-min p .. tunjuk me-

LlntLlk menqetahui seber~p~ dalam ke-

':;ungguhan " %erelaan dan kes&d~ran ilY. i ba t 

;:er~uatan hukLim rnengangkat anak"; (3) mengenai 

perluny~ a~a ~iha~-pi~ak ~t~LI instansi yan; ~emberi 

pertimbangan, nasehat, penilaian terhadap rencan& 

pengangkat2ln anak secelum diajukan pe rmo hon i',r, 

kepada hakim~ tercermin ~ada petunjuk yang mengata-

kan .. .. memeriksa laporan sosial". 

Selain itu hakim memeriksa dan meneliti al&t-

alat bukti yang dapat menjadi dasar permohonan 
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ataupun pe;rtimbangan pu tl.lSan peng ad i lan, 

lain tentang bukti kelahiran. Usia calon anak 

angkat yang ada dalam pengasuhan yayasan sosial 

adalah di bawah lima tahun (no. IV.2.A.3.2.2; 

IV.2.B.3.1.1; IV.2.C.3.1.2. SEMA No. 16/1983. Orang 

tUB angkat berstatus kawin (no. IV.2.B.3.1 dan 

no. IV.2.C.3.1.4 SEMA No. 6./1983). Orang berstatus 

tidak kawin diperbolehkan sebagai orang tua angkat 

pada pengangkatan anak secara langsung (no. 

IV.2.A.3.1.2, SEMA No. 6/1983). 

Apabila ketentuan Mahkamah Agung mengena1 

bagaimana hakim memeriksa permohonan pengangkatan 

anak tersebut di atas d1bandingkan dengan kondi.i 

yang dibutuhkan bagi tercapainya .. nak angkat yang 

sejahtera (sebaga1mana telah diuraikan pada bab 2 

di muka), pada dasarnya kedua-duanya memuat ke-

sesuaian. Adanya kesesuaian tersebut di at~s~ agar 

lebih jelas, di sini sekali lag1 d1" ... mpaikan 

kondisi yang diperlukan agar anak angkat dapat 

tUillbuh dan berkembang secara wajar (sejahtera); 

(1) ~eluarga orang tua angkat h~rmoni$~ (2 ) ber-

status , . ,-:.awl.n, (3 ) I.lml.,r keluarga (suami-isteri) 

masih cukup waktu untuk berlangsungnya pemeliharaan 

C"\na\-:. , (4) umur anak dini, (5) ada tenggang waktu 

untuk menilai hubungan batih antara calon orang tua 

angkat dengan calon anak angkat, (6) ada badanl 

pihak-pihak memberi penilaian, pertimbangan atas 

permohonan (rencan~) pengangkatan anak. 

Analisis di bawah ini ingin mengetahui apakah 

putL\56n pengadilan telah memperhatikan ketentuan 
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Mahkam~h Agung dan kondisi yanQ dip.rlukan baQi 

tercapainva anak anQkat yanQ sejahtera pada umum­

nya. 

Mengingat mac am pengangkatan anak dapat di­

bedakan antara pengangkatan anak di mana anak 

sebelumnya diasuh dalam suatu yayasan 505ial dengan 

pengangkatan anak secara langsung yang masih dapat 

dibedakan lagi dengan pengangkatan anak yang berupa 

pengesahan saja dengan yang berupa 

penetapan langsung kepada hakim, maka 

akan dipisahkan satu dengan yanQ lain. 

permohonan 

pembahasan 

Pertama, mengenai maeam penganQkatan anak di 

mana anak sebelumnya diasuh dalam suatu yayasan 

sosial disampaikan sebagai berikut. Serdasarkan 

penelitian yang diadakan, di sini 

bahwa pad a pertimbangan setiap putusan 

tampak bahwa hakim dalam memerik5a 

dilaporkaln 

pengadilan 

permohonan 

pengangkatan anak memeriksa •• suai dEmgan 

petunjuk Mahkamah AgunQ, yaitu mendengarkan smeara 

langsung calon . orang tua angkat, 

50sial, saksi-5aksi yang diperlukan 

mempelajari surat-surat~ alat-alat, bukti 

mendalam. Lagi pula setiap putusan ada 

yayasan 

serta 

secara 

lapor"n 

scsial (t~bel 8; Ini menLlnjukkan 

bahwa hakim dalam memberikan putusan sudah memper­

timbangkan aspek keharmonisan keluarga, aspek 

hubungan bat!n antara ealon orang tua angkat dan 

calon anak angkat, dan permohonan pengangkatan anak 

itu sudah dipertimbangkan dengan masak-masak oleh 

pihak-pihak atau instansi yang berwenang yaitu 

petugas 50sial dengan memberikan laporan sosial. 
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Kedua, mengenai m .. c .. m pengangkat .. n anak yang 

Jangsung yang berupa pengesahan anak, di mana anak 

sebelumnya sudah diangkat sebelumnya melalui 

upacara adat, akte notaris, diuraikan di bawah ini. 

Pada macam pengangkatan .. nak mac .. m ini 

kenyataannya anak sudah (lama) hidup sebagai anak 

angkat (melalui upacara adat, akte notaris;) , 

Pengangkatan anak macam ini dilakukan secara 

1 angsLlng antara orang tua angkat dengan orang tua 

anak atau keluarganya. Mereka sarna-sarna sudah 

mengenal satu sarna lain. Orang tua anak tidak akan 

menyerahkan kepada orang tua angkat itu sekiranya 

iTler-eka tidak yakin anaknya akan dipelihara dengan 

baik-baik. ~lerE'ka akan menyer .. hkan kepada. kE'luarga 

yang mereka y~kini bahwa calon oran~ tua angkat 

mampu merawat dan mendidik anak-anak angkatnya 

dengan ka5ih sayang. Mereka saling tahLI keadaan 

orang tua angkat dan kE'adaan orang tua anak ta tall 

ke 1 Llarganya., apabila anak diambil dar-i ka.lang~n 

sendi:""i. Di sini pertimbangan mengenai 

bagaimana keadaan calon orang tua angkat mengenai 

keadaan ekonomi dan ~eserasiannya sudah diper-

tlmbangkan cleM orang tLla ~nak atau kelu~rganya. 

Persiapan Inenjadi orang tua angkat pertama-tama 

kesepakatan an tara kedua suami-isteri 

!~epLltusan itu benar-benar merupakan 

sehingga 

keputusan 
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lebih 

tua diajak konsultasi. Diskusi semacam itu dapat 

membantu mematanQkan keputusan. Hal ini menunjukkan 

bahwa aspek mengenai pihak-pihak pemberi jJer-

timbangan lo ~enilaian pada macam pengangkatan anak 

ini sudah dipenuhi. Mengenai tenggang waktu menilai 

hubungan batin, pangajuan permohonan pengangkatan 

anak itu sudah menunjukkan bahwa mereka telah 

man tap mengangkat anak. Ini bukti aspek h~lbung",.n 

batin telah dipenuhi. Apabila orang tua mengajukan 

permohonan pengesahan pengangkatan anak. hak1m 

mempertimbangkan dengan melalui keterangan para 

pihak, saksi-saksi dan alat-alat bukti mengenai 

i<:.ebenar-an telah terjadinya pengangkatan anak 

(melalui cara adat-istiadat, akte notaris, anak 

telah lama dipelihara sebaQai anaknya sendiri). 

~:alau menur-ut per-timbangan hakim semua keterangan 

~ara ~ihak~ saksi dan alat bukti yang ada menunjuk­

kan kebenaran peristiwa itu hakim akan menyatakan 

sah pengangkatan 3nak tersebut. Apabila ini terjadi 

ber-art! semua aspek yang mendahuluinya yang menjadi 

pertimbangan untuk mengangkat anak telah dipenuhi. 

uengz\n adanya putusan itu !nenunjukkan aspek ke-

harmonisan keluarga; penilaian hubungan batin~ 

pihak-pihak yang memberi pertimbangan sudah di-

penuhi. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan, di slnl 

dilaporkan bahwa maskipun pada putusan mac.m lnl dl 

Pengadilan Nagerl Surakart., Bandung, Sur.baya, 

Sleman tidak ada laporan sosial namun ~arena pad a 

pertimbangan setiap putusan haklm selalu 

mendenga,kan para pihak, saksl-saksi, memeriksa 

alat-alat bukti yang membuktikan kebenaran telah 

adanya pengangkatan anak berarti aspek-aspek 

keharmonisan keluarga, dan hubungan batin, 

pihak-pihak yang memberi pertimbangan telah 

terbukti terpenuhi pula. 

Ketiga, mengenai putusan pengadilan macam 

pengangkatan anak langsung yang berupa permohonan 

penetapan anak disampaikan uraian di bawah ini. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di-

laporkan di sini bahwa pertlmbangan setiap putusan 

pada Pengadilan Negeri Surakarta, Bandung, Sura-

baya, Jakarta Selatan dan Sleman memperlihatkan 

bahwa setiap putusan tampak hakim dalam memeriksa 

permohonan sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

oleh Mahkamah Agung, yaitu hakim mendengar langsung 

pihak-pihak yang terkait, memeriksa alat-alat bukti 

yang diperlukan. Tambahan lagi, mulai tahun 1990 

plltusan macam ini sudah ada Laporan Sosial (lihat 

tabel 8,16, 24, 32, 38). Ini memperkuat bukti bahwa 

hakim dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak 

telah memperhatikan aspek keharmonisan keluarga, 

hubungan batin dan adanya pihak-pihak yang memberi 

pertimbangan nasehat pengangkatan anak. 
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k .. d~la 

dan ketiga di atas itu diranQkum dapat disimpulkan 

bah ... " Putusan Pengad i I an Negeri Surakarta., eandung, 

Surabaya, J~karta Selat~n, Slernan t~lah memp,rhati-

kan aspek keharmonisan keluarga, hubuno;;C\n batin 

antara orang tua angkat dengan anak anQkat, pihak-

pihak yang memberi pertimbangan nasehat peng-

angkata.n anak. 

Mengenai status perkawinan oranQ tua angkat 

sebagai berikut. Pada Putusan Pangadilan Nageri 

Surakarta, yang berstatus kawin 97%, yang berstatus 

ti~ak kawin 3% (tabel nc.l). Pada Putusan Pengadil-

an Negeri Bandung yang berstatu$ kawin 961. yang 

berstatus tidak kawin ~1. (tC\bel 9). Pada PLltLlsan 

Pel'yadilan Negeri Surabaya yang berstatus kawin 95% 

~'an~ berstatLls tida~ kawin 5~ tabe 1 no. 17). Pada 

Pur.usan berstatus 

kawin 99~:; yaGg bErstatu5 tidak kawin l~ (tab~l no. 

25) . Pada Putusan Pengad!l~n Nege:-i Slel'flan, 

semuanya berstatus kawin (no.5.1.2.1.5.2.). 

Sebagian besar Putusan Pengadilan Negeri 

(Surakarta, 8andung, Surabaya, Jakarta Selatan, 

Sleman) isi putusan mengenai status perkavlinan 

orang tua angkat adalah "suami-isteri " . Diijinkan-

nya orang berstatus tidak kawin sebagai ~rang tua 
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jo. Kep. Men 505 No. 13/1993. Prosenta.enya .edikit 

Mengenai umur anak sadini munQkin •• bagai 

berikut. Pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, 

anak yang berumur ~ 5 tahun 8oY. •• dang yanQ berumur 
• 

> 5 tahun 147. (tabel 3). Pada Putusan Pangadilan 

Negeri Bandung, umur anak ~ 5 tahun 777., umur anak 

> 5 tahun 231. (tabel no. 11). Pad a Putusan Peng-

adilan Negeri Surabaya umum anak ~ 5 tahun 827.. 

umur anak > 5 tahun 187. (tabel no. 19). Pada 

Putusan Pangadilan Negeri Jakarta Selatan umur anak 

~ 5 tahun 817., umur anak > 5 tahun 197. (tabel no. 

Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman, urnur 

anak ~ 5 tahun 887. umur anak > 5 tahun 127. (tabel 

no.34). Umur di bawah lima tahun terdapat pad a anak 

yang ada di bawah asuhan yayasan sosial (Penjelasan 

t~b~l no. 11, 19, 27, 34). 

Putu5an Pengadilan Negeri itu (Sura~arta, 

Bandung, Surabaya, Jakarta Selatan, Sleman) 

putusannya sebagian besar mernutus mengenai anak 

yang umurnya masih mud a (di bawah 5 tahun). 

Apabila uraian di atas dicocokkan dengan 

ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ternyata 

putusan-putusan pengadilan dalam memutuskan per-

mohonan pengesahan/pengangkatan anak telah memenuhi 
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olen ~fahk;,mah 

~:2ten~~;an yang diberikan itLI mempunyai maks~:d 

L:mLI i" ~:.e!Lt~rga (3u~mi/i5t:-i) 

~~sih ~~:k~p untuk bErla~gsungn}'a pemelih~r~an 

::erikut. 

Negeri. Surakarta, 

( 1 iha t tabel 

no. 4). Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung, 

LtmU{' i ~~ tahun 77%; ~ 45 tahun 23~ ( ~ i ha t tabel 

. '--'. 

. ~~ , 

...:....:.... :=':;..,da :='ut'...J'5':an 

Pada i=':..:L.tsan 

:=~nqadi:an Negeri 

(1 i ha t tabel 

Pengadildn Negeri Jakart,. 

Selatan~ umLlr i ~~ tahun 7 0 %; > 45 tahun 21~: (lihat 

"tatel 

e:erL:;l1ur 

o.!~, tar-ur. 

t=, 3.da 

::::>~.: C::""lsan 

umur 8r5.nq 

Pengadilan 

3elatan 

tua 

..,.., ., 
..:.....:... .'. 

dan 31eman) 

(suami/i;:tSt:-i, 

:ebih ban yak dibanding yang 

Dengan tambahan data ~engenai t..1mur ke lllarga 

(suami/istri) di atas lebih menunjukkan lagi bahwa 

::,u -t.~: S~n -;JL!"t. '-: san pengadilan negeri tersebLlt dalam 

,TIEmu tL~S ,=t€rmohcnan penge~ahan/~engangkatan anak 
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tidak saja memutu5 sesuai dengan ketentu~n yang ada 

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tetapi juga dalam 

prDsent~se besar sesuai dengan pemenuhan kondisi 

yang diperlukan bagi tercapainya kesejahteraan anak 

angkat pad a UmL(mnya. Hal tersebut disebabkan karena 

putusan pengadilan sudah memenuhi per-dijumpai 

syaratan pemenuhan kondisi bagi tercapainya anak 

angkat sejahtere., maka dapat dikatakan bahwa 

Putusan Pengadilan Surakarta, Bandung, Surabaya, 

Jakarta Selatan, Sleman sudah mengarah demi 

kesejahteraan anak angkat. 

Apabila lamanya sidang akan menjadi ukuran 

apakah hakim dalam memutu5 benar-benar memperhati-

kan "demi kesejahteraan anak " (sebab satu bulan ada 

yong sudah diputus), sulit untuk menjawabnya 

sebagai ukuran. Sebab ada kemungkinan para saksi 

didengar, ~lat-alat bukti cukup memadai~ 

sAhingga memperlancAr jalannya pemeriksaan. 

5.2.3. Analisis Perkembangan Hukum Pengangkatan Anak 

Pada prinsipnya yang akan dianalisis adalah 

perkembangan isi n)ateri peraturan perundang-undang-

an di bidang pengangkatan anak dan putusan peng-

adilan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud 

adalah peraturan perundang-undangan yang ada pada 

wa~tu setelah kelnerdekaan negara Republik 
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Indonesia. Putusan pengadilan yang dimaksud di sin1 

y~ng nlcrLlr~kan amar (putus~n) ~u~tu 

pl\tusan~ (kasus). ~:arena hukum yang mengatur peng-

anak berm~cam-macam~ yaitu hukum adat, 

Stb. 1 0'-• ~ I No. 129 dan hukum Islam~ maka tidak dapat 

dihindari pembic~raan akan menyingung pengaruh 

peratLlran perundang-undangan dan putusan pengadilan 

terhadap hukum-hukum tersebut. Tetapi sebagaimana 

telah disampaikan di muka~ karena prinsipnya ana1i-

sis yang utama ditujukan kepada perk em bang an isi 

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadil-

an. m~~,a sifat analisis pengaruh perkembang~n hukum 

~engangkatan anak terhadap hukum-hukum di atas 

b~r·sifat diskripti yal'g dibarengi dengan anal isis 

~.~.3.1. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan di 

Sidang Pengangkatan Ana~ 

Disampaikan di sini~ bahwa peraturan pertam~ 

y3ng mengatur bidang ~engangkatan an~k sejak 

~emerdekaan Republik Indonesia adalah Surat 

Edaran Menteri ~:ehakim8n Republik Indonesia No. 

1/1/2~ pad a 1979. Surat itu 

ditujukan kepada semua Notaris. Wakil Notaris, 

~akil Notaris S2tnentara di seluruh Indonesia. 
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Surat i"1enteri Kehakim",n 

Indonesia No.JHA/1/2 menentukan bahwa pengangkat-

an anak WNI ole-h WNA dilakukan 

dengan suatLI penetapan pengadil~n negeri. Tidak 

dibenarkan apabila pengangkatan tersebut dilaku-

kan dengan akte notaris yang dilegalisir- oleh 

penqcdilan neger~. 

Surat Edaran tersebut dikeluarkan berdasar-

kan alasan karena pada waktu itu jumlah peng-

angkatan ",n",k WNI oleh or-ang asing ter-nyata makin 

meningkat. Mengen",i pengangkatan an",k WNI oleh 

orang asing mendapat sorotan masyarakat karena: 

(a) tidak ada persyaratan untuk pengangkatan anak 

lnternasional 'fang rnemberikan jaminan yang 

bagi kesejahteraan C\nak yang 

prosedur ~,adang-kadang 

di",ngkat; 

dir-agukan 

ada ':.e-

s2r~gsman prosedLlr. 

April 1979 ter-bit 

Edar.:;,n i"lahkamah Agung No . ..:... Tahun 1979 

~engangkatan ana~. SLIr-at Edaran ditujukan 

perirlal 

kepada 

:<etud, 

Tinggi. ~Ja k i 1 ~:e tua , 

Pengadi lan 

Hakim-h .. kim 

Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. 

Sur-at Edaran ~lahkamah Agung ini mengatur 

per-mohonan pengesahan pengangkatan anak WNI atau 

~JNA oleh seorang WNI dan WNA. Dar-i SEMA ini 
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tErung~~p ~Endapat Matlk~mah Agung bahwa Mahkamah 

menghen~aki 5uatu putusan pengadilan pada 

pengangkatan anak. ~lahkamah Agung berpendapat 

b03hW2- apabi13 anak y~ng be~~angkutan tidak me!Tl-

p~roieh putu~an pe~gadilan ~kan mengalami bclnyaf:. 

":.esuke;ran. 

Mahkamah Agung dengan surat edaran terse but 

meninggalkan yurisprudensi yang lama, yaitu baru 

akan 

yang 

memberikan penetapan apabila ada 

menunjuk untuk itu (misalnya' 

peraturan 

penetapan 

diberikan apabila diajukan oleh pega .... ai negeri 

untuk memperoleh tunjangan bagi anak angkatnya 

(Soek.:.to~ 1'7'83: 40). 

Tangga! 30 September 1983 ter~it SEMA No. 6 

TahLln 1983 ten tang Penyempurnaan Surat Edaran No. 

Tahlln 1979. SEMA No. 6/1983 mengatur lebih 

lanjut (lebih sempurna) mengenai p~ngangkatan 

~'3ng dilakLlkan antar WNI; anclk ';IN I 

oLeh ~NA maL~Cun anak WNA oleh WNI. 

T2n~~al 14 Juni 1~84 terbit Kep.Men.Sos. Nc. 

4i/HUK/KEP/VrI/1°84 tentang Petunjuk Pe 1 a v.. san a.an 

Pengi1ngkatan HnaK. ':ep. ~Ien .50s No. 

41/1954 ini dikeluarkan sebagai antisipasi adanya 

SEi"lA 

Nc. 

No. 6/1983. Dalam beberapa 

6/1983 menentukan adanya 

ketentuan 

keterangan 

i""enter-i Sosial~ misalnya mengenai syarat 

SEMA 

dari 

calon 

anak harus ada i=in tertulis dari Menteri Sosial, 

ketentuan tentang adanya laporan sosial. 
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Tanggal September- 1989 ter-bit Surat 

Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1989 ten tang 

Pengangkatan ~nak yang p~da intinya. men er, tLi k an 

bahwa Laporan S051al diperlukan bagi pemeriksaan 

permGhonan pengangkc.tan anak antar WNI yang 

diajukan lang~Llng ke pengadilan negeri (private 

adept ion) 

Tanggal 26 ~tei 1993 ter-bit KepLitusan 

~len ter- i Sosial ND. 13/1993 ten tang Petunjuk 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak menggantikan Ke-

putusan Sosial No. 41/1984. 

Tanggal ':5 JanLiari 1995 terbit KepLltu5an 

~!enteri Sosial ~ID. 2/HU~:;1995 tentang Penyempur-

naan Lampl.rc:\n ;'<epL\ tLlsan ~fenteri Sosial No. 

ten tang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak. 

Pada mLilanya~ (sebelum SEMA No. 2/1979) , 

)" LI r- i s p r LI d Eo n s i iang dianut Dleh Mahkamah Agung 

penetapan mengenai suatLi permohor!an 

~pabi!a ada peraturan tertulis yang menun j L.I k k an-

ny~4 Daiam hal penetapan anak~ baru akan 

k.an apabila diajukan oleh pegaw.;:ai 

:.egeri Lin tLlk memperoleh tunjangan bagi 

(Soekito, 1983: 40). Ketentuan mengenai 

tunjangan gaji ini adalah PeratLlran Pemer-intah 

7 Tahun 1977 ten tang Peraturan Gaji Pegawai 

Negeri 3ipil. 
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SebelL\mnya (sebelum S~lri\ t 

tidak 

Edaran Ment&ri 

Kehakiman 

mengenai 

No. JHA 1/1/2) ada k&tentuan 

prOSedL\r pengangkatan anak inter-

nasiona 1 (ir.ter ::ount r-y ,=-odopt ion) . 

BEMA No.2/!979 mengatur ketentuan bagaimana 

hakim memeriksa permohonan pengesahan pengangf:a-

tan anak, baik pengangkatan anak yang antar WNI 

rnaupLln pengangkatan anak antar warga negara 

(inter country 6dcption). 

Dengan adany'a SE~lA No. 2/1979 itu maksud 

yang terkandung dalam Surat Edaran Menteri Kehak-

iman No. JHA. !!1/2 telah ditampung dalam SEMA 

NC). ::/ 1 ~79., y~itu bagaimana ~roses unt~lk men-

dapat.i.;e.n pLltlisan pada pengangkatan anak antar 

~arg~ negara. SE~tA No. 6/1993 menyempurnakan SEMA 

Nc.. 2/197Q. ~enyempurnaan yang dilakukan oleh 

SE~lA ~,o. 6/1qa3 adalah mengenai ketentuan syarat-

pen~a~;~atan &nak baik yang antar \-oJ.?r~a 

sr antar 

baga~-

datam ~ermohonan pengesahan/ 

pengangl-:atan pada SEMA Nc. 6/1983 di-

sempurnaka.n dengan adanya ket?ntuan syarat-syarat 

:::q'- ang tLla an<;kat dan calon anak 

pengangkatan anak antar WNI; anak 

dan anak WNI diangkat oleh 

angkat pada 

WNA 

WNA. 

d ic;ngkat 

Syarat-

syarat bahwa calon anak angkat yang berada dalam 
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yaya~an ~o~i~l harU5 mempunyai 1=in 

~. , " .. ' . 

ter-

tulis dari Menteri Sosial dan kehaY"usan adanya 

laporan sosi&~ .~ menjad1k&n Menter! 80sial me-

nErt-it'.-:.ar. \sp. ~'enteri 305ial No. 41/1984, Hal 

ini talnpa~ padA pertimbangan Kap. Men. 50S No. 

-l.1../ 1 ~84 .' " !:3ahwa sehLlbLlngan 

deng.::..n :":eluarga SE~lA No. 6/1983 tentang Pe-

nyempLlrnaan S~MA No. 2/1979 mengenai pengangkatan 

6nak dipandang periLI menetapkan Keputusan ~lenteri 

Sosial ten tang PetLlnjLlk ?elaksanaan Perizinan 

Pengallgkatan Dalam Kep. Men. 80S No. 

itl\ secara terperinci ketantllan 

untuk mendapatkan 

~a~cn orang tllB angkat dan calon anak angkat pada 

calon 

"\! " .,', ~. :"1~,IA 0 1 eh ~lN I ; syarat-syarat 

~:etentwan-ketentuan 1ang ada pada ~:ep. Nen. 

=~s ~o. ~1!1~S~ 'n~rupakan ketentuan yang berla~~lI 

~agi pen~ang~~atan anak di mana anak diasuh dalam 

SLtatu yayasan sosial. Bagi pengangkatan anak yang 

l angsL:ng diadakan antara Drang tLla anak ataCl 

keluarganya kepada ~alcn orang tua angkat tidak 

diatur dalam ~ep. Men. 80S itu. 
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Perkembangan \lang terjadi .. dalah 

6/1983 

mengenai 

laporan laporan Pada 8EMA No. 

sosial hanya diperlukan bagi pengangkatan anak 

y~ng di~SLlh d~!anl yayasan sosial~ SEMA 

,nenentLlkan bahwa laporan sosial juga 

No.4/1989 

diperlukan 

pengangkatan anak. yang dilakukan SE'cara 

l"ngsLlng (priv-a.te adoption). Dengan demikian 

laporan sosial diperlukan baik pada pengangkatan 

anak di mana anak diasuh dalCl.m yayasan sosia1 

:TIaLtpUn yan,g langsung (private adoption) • 

Ketentuan mengenai laporan yang demikian itu 

t..~ EmLid i.an diatur pada Kep. Men. 80S No. 13/1993 

yang menggantikan Kep. Men. 80S No. 41/1984. 

!,-1en • 50S No. 13/1993 yang maksudnya 

hendak ruengganti Kep. Men. 80S No. 41/1984 ter-

di\ 1 am ~;p.tentuannya sangat membingungkan 

~agi yang :ne:npelajar-inya. Hal tersebut dapat 

ber-ter-jadi Kep.:'1en. 80S No. 13/1993 

:naks:ud menggontikan ~:ep. !'-len Sos. No. 41/1984 

(Keputusan No. Ketiga, yang berbLlnyi: " Deng"n 

dikeluar-kannya. ~::epu tusan ini, maka ~:epu b.ls"n 

:"len ter- i Sosia.! R I • No. 41/HUK/Kep/VII/1984 

ten tang Petunjuk Pelaksanaan Perizinn Pengang-

~nak~ dinyatakan tidak berlaku U
). Pad a 

no. I I nc<o 3 bagian umum Kep. Men. 50S No. 

:3 / 1993, dinyat.akan pengangkatan anaY-. dalam 

petunjuk pelaJ.~si"j,naan ini adalah: (a) pengangkatan 
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antar w~rg:, negCira Inconesia. dan; (b) 

., .. -.... ~ ... ' 

pe,-,g-

angkat.an anak '~arga ~egar8 Indonesia oleh warga 

negara asing. ~Ienurut petunjuk itu hanya dua 

saj.;.. :'!1plir~asi cari pet\..lnjuk itu adalah 

b2,hw8 ketEntuan yang diatur oleh Kep. ~len • 80S 

No. 13/1'993 itu hanya untuk mac am 

an~k itLI saja. Hal ini men imbLll kan 

pertal")yaan b2-gairTiana ~~etentLlan mengeno::.i peng"''-'g-

katan anak warga negara asing oleh WNI. I'-lac am 

Pengangkatan anak yang terakhir ini pada Kep. 

i"lQln. Scs 41/1984 ada ketentuannya, sebab Kep. 

, .. ten. :30s No . ..1..1./.!.G8~ mengatur ten tang ~~etiga 

mdc~m ~engangk~t~n anak, yaitu pengangkatan anak 

.:..n tdr WNI dan 

o+"_"ngangkatan anak t.JN1 oleh WNA. Keadaan y",ng 

membingungkan t2rsebut ternyata tidak lama ber-

karena pada ta~ggal 25 Canuari 1995 terbit 

'<ep.i'~E·n.Sos No. =/1995 'r'an<;, be:""makst-I::I meny:?mpL.1r-

~:2p. ~IEn. ~cs No. 13/1993. Pad~ kepu"':u=an 

pert2.ma ,'1en. 80S itLi menya ta 1<. an: 

"i"~en vem pLl r-r..5 k an Lamoiran ~(eo . Men. 80S No. 

13/HUK/1993 t?ntang Petunjuk F'elaksanaan Peng-

s.r.gkc30.tan 2n~\k " sebagaiman2 tersebut di 

i. Anak 11.3 disempurnakan sebagai berikut: 

Pengangkatan anak dalam petunjuk pelaksanaan 

ini adalah: 
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( a ) pengan::;!-;atar. antar warga negara 

Indonesia; 

( b) ?engangkatan anak warga ~egara Indonesia 

Dleh ~~arga negara asing; 

(c) pengangkatan anak warga negara asing oleM 

warga nega~a Indone5ia. 

Dengan keluarnya Kep. Men. 80S No.2l1995 

itu ~:ep. ~En. 50S. ~lo. 13/1993 sudah disempurna-

Dengan demikian Kep. Men. 80S. No. 13/1993 

tidak dapat dipisahkan dari Kep. Men. 805. No. 

2/1995. 

i;dapun perkembangan ketent'..lan meng::-nai 

~yarat-syarat pengangkatan anak telah disampaikan 

pemba has.2.n no. khusl..lsnya pada 

t1alaman 160 samp6i dengan halaman 178. 

Dari uraian di atas tampak perkembangan 

~Llkum pengangkatan a~ak yang diatur dalam peratu-

, .... ;:;n perund.:ing-uncf3.ngan. ~-~rk2mbangan: (1) 5-c-ffiuld. 

kalau 

::er-=-tUi'"21n ~:et~ntuan 

(inter acicption) tlelum ada; 

(2' tErbit Sur.:lt :=:dar~i1 ;'Ilenteri ~:Ehak iman No • 

. :;:-iA'" 1,/ 1 .... :: yang menentukan ~engangkatan an~k JJNI 

WNA hanya dapat dilakukan dengan penetap .. n 

;:.engac i 1 an; (3) SEMA No.2/1979 mengatur tentang 

:")rosedur pemer-iksaan permohonan pengesahan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN … SETIONO



se-or.;.:ng 

~Nr d~n permohon~n pengesahan pengangkatan anak 

cleh seoran~ W~iA. P~da SEMA itu ditentukan 

demi ~Emperoleh j~minan k2~astian huk':..rm 

didapat EetEi~h ~empercleh sue,.tu 

pengadilan; (4) SE~~A ~io. 6/1983 yang menyempurna-

kan SE~lA No. 2/1979. Penyempurnaan be,.-upa di-

tentukannya syarat-syarat calon or~ng tua :.ngkat 

,jan calan anak angkat yang sebelumnya tidak ada 

ketentu2nnya; (5) Kep. Men. Sos No.41/1984 yang 

tnengantisipasi ketentuan yang ada pada SEMA No. 

6/1983 jo. SEMA No. 2/1979; (6) SEMA No. 4/1989 

.-:lEn~hendaki =o15ia1 be,.-la~.u jugc-. bagi 

;:.enganqkatan 2.nak seC3ra langsung 

~,doptiGn) (7~ ~:ep. ~tEn. 50S No. 13/1993 meng-

~.ep. ~en. 50S. No. 41,'1984. f"len • 

. ::. j:·c;- .::,q 

Scs. 

,'J.:"":.. :~.-=: / 1 00 3. 

5.~.3.:. ~~rkembangan pada Putusan Pengadilan di Bidang 

Fergangkat~n Ana~~ 

~~I!?ngenai. :·~asus dari PU-':.US.3n pengao.d i! an 

~e~eri~ di 5ini jisampaikan putusan men~enai 

pengangkatan ~~ak oleh ~yah .... ..: -..: .. 
....... - l' (2 ) peng;;n~l(at-
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yang ber-

~tatus tidak kawin mengangkat anak. 

Pengangkatan anak Dleh ayah tiri (Pengadilan 

,\Iegeri Surakarta No. 136/Pdt/198q!PN/Sur~karta)~ 

s.l.ni ada dua perbuatan hl.lkum yang masing-

Trasing mempunyai :'ujuan beriainan. F'erbuatan 

hukLlm tersebut adakah (a) melakukan perkawinan; 

(b) mengangkat anak. 

i"'engangr-~at anak berarti memasukkan anak 

orang lain ke dalam lingkungan keluarga orang 

tuan angkat. Orang tua anak, pad a kasus ini, ibu 

sf anak merupakan isteri ayah tiri. 

ti.dak 

isteri ayah 

3calah ibu anak itu. IbLI sf anak (yang merupakan 

lsteri ayah a~gkat) nyata-nyata telah ada menurut 

lahir meskiplin anal<. lahir 

~~!u~r ~i~ah. Oengan demikian perbuatan me!1gar:<;;-

:-~ a t :3.r.ak itu =aben?~i1ya 

memen~~i peng9r~ian ~engangkatan anak. 

SListu 

li=l.hir batin antara secr~ng pria dengan 

tidi'lk 

ikatan 

wanita 

3ebagai suami-':''3t:=r-i dengan membentuk 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

2erdasar-k:an Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalQu 

i~u si anak kawin dengan ayah tiri di sin! tidak 

l3gi k2~Enti~Gan hukum anak untuk diangkat, 
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dengan ~erkawinan~ mer-e~,a (st.t~mi-ister"'i ) 

;nembentLlk k~lLlarg8 (~umah tangg~) 

dan kekal berdasarkan ~:etuhanan Y~ng Maha E5a~ 

.Tiernbentuk keluarga ( rumc:. h tangga) yang 

jaMagi~ jan :~sk~l itLI termasuk dengan ~nak si ibc 

%awir: 

dengan Ayah tiri maka tidak ada lagi kepentingan 

3.nak Kalau yang dituju adala", 

status hLlkLlm maka berarti per-awatan dan ~.e-

hangatan tidak merupakan unSLIr utama. ~:alau 

demikian tujuan ~engangkatan anak ini 

tidak sesuai denq3n tujuan pengangkatan ana~:. 

terdasar!,.:.an ke-sejahteraan .5nak, di mar. a yang 

jiutamakan ad~la~ kehangatan perawatan perneliha-

orang tUB. Alasan itu telah dicapai dengan 

~2rl~~I~inan ibLI ~en~an ayah tirinya. 

i"ienger;.3.i anak olen kaY-.ef'. , 

;'""12n2k. 

( i ;OU 

S.1 jefl.;lan cueLl. Peneliti s e b .. l j t.l dengi\r. 

1=:u tusan ;:'2n';I~C i : an ;o..ieger i Bandung No. 184.11992/ 

menolak per-mohonan kakek-nenek 

'neng!?ngkat anak cucunya. Peneliti tidak. setuju 

dengan keputus~n PN Surabaya No. 1864/Pdt.P/1982! 

Surabava. ":alau pert':'mbangannya paca keadaan 

findnsiil dan fi5ik kakek-nenek mampL\ mendidik 
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e-.da keri'\nc\..lan 

mengenai akib~t hukumnya sebaiknya tidak dilaku-

kan pengangk.at.'='rl anak. Upaya dapat dilakLtkan 

Llpaya laIn misalny~ dengCtn 

~idak mempuyai Ctkitat huy..um merub~.h 

oerderajadan gar-is lurus. 

i"lengenai orang yang berstatus ti.dak kawin 

:nengang ~~a t anak Perkembangan mengenai orang yang 

terstatus tidat·;. ka~...,in mengang,;at anak adalah 

waria {PN Suraba~'a No. 644/Pdt.P/1987/PN Surabaya 

dan Jejaka iF'N Bandung No. 811/83/Pdt.P/Aal 

Bandung. Menurut pendapat peneliti, pengangkatan 

yang demikian itu tidak sesuai dengan pengertian 

pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak. 

Peneliti nlErlgikLlti pendapat yang disampaikan 

oleh Siti Soemarti Hartcno waktu bel im.! 

memberikan komentar .::\tas Putusan Pengadilan 

mengangka-: 

maka dengan penetapan-

::ya ?engadi!an Ne£eri Bandung tidak sadar 

~~~ah ~~nyulap ~ly. Sllriianne Tanukarmadja menjadi 

yang d~pat bert?lur tanpa a'lam le~horn 

Pad.;-,hal seor.~r.g anak itu di Eamping 

seka~i kasih sa yang ayah-ibu aga ... 

pertumbuhan jiwa raganya wajar". 

l-iukLlm 

sect5g.&imana 

y"mg mengatur pengang,:atan 

telah ji.sampaikan di muka 

jantan. 

materiil 

supaya 

anak. , 

terdapat 
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,,'ada hukum adat~ Stb. 1917 No. 129 dan hukum 

~slaJl\ .. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh 

peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan terMadap masing-masing hukum terse but 

dibahas sebagainlana di bawah ini. 

P-nalisis permasalahan tersebut bersifat 

deskriptif dengan anal isis 

:.:.omparatif. Deskripsinya berupa pengLlngkapan 

i""Jilai-nilai hukum ad at yang terdapat dalam tata 

hukum adat serta yang terdapat dalam nilai-nilai 

HLtkum Islam. F'endeskripsian ni1ai-ni1ai yang 

te..-tuang dalam tata hukum adat dan HLlkum Islam 

ters2but dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan 

yang tertLlang dalam pe~aturan perundang-undangan 

dal' ataLI putusarl pengadilan di bidang pengangkat-

Analisis Stb. 1917 No. 129 dikaitkan dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang peng-

~ngkatan anak dilakLlkan dengan be..-pedoman asas 

perLlndang-Llndangan~ Llndang-clndang yang 

dibLlat oleh penguasa yang lebih tinggi mempclnyai 

kedudukan yang lebih tinggi pula (Pu..-nadi dan 

Soerjono Soekanto, 1986 16) Analisis Stb 191-7 

129 dikai tkan dengan pu tLlsan pengadilCin 

negeri peneliti berpedcman kepada ketentuan P~sal 

UU No. 14 Tahun 1970 tentCing Kekuasaan 

~:ehak iman ~ yang pada intinya hakim tidak saja 

bertugas mengadili berdasa..-kan hukum yang ada 

tetapi juga menca~i dan menemukan hukLlm Llntuk 
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kemudian dituangkan di dalam keputusannya, ni18i-

nilai yang terdapat dalam masyarC\kat" 

sehingga Keputusan Hakim merupakan (salah satu) 

sumber hukum (Kansil~ 1983 : 3). 

Analisis sebagaimana dijelaskan atas 

.llember i pemahaman yang berwawasan komprehensif 

hukum pengangkatan BnBk yang ada saat ini. 

Pertama terhadap hLlkum adat (di bidang 

pengangkatan anak). Hukum adat mengenai pengang-

katan anak bermacam-macam. Secara umum pengangka-

tan anak berdasarkan adat tidak ditujLlkan 

pertoma-tama dan terutama pada kepentingan 

kesejahter.;..an anak baik rohani, jasmani maupLln 

-:=05ia1 (Budiarto, M., 1985: 23). Keabsahan anak 

angkat didasarkan kepada upacara adat (Harahap, 

:993: 153). Akibat pengangkatan anak~ mempunyai 

tingkatan-tingkatan tertentu ~~edLldLlkan anak 

angkat di dalam masyarakat yang sifat sLisunan 

~ekeluargaannya yang parental seperti misalya di 

,..1 ,:\wa berbeda dengan kedLldukan anak angk~t dalam 

masyarak~t hukum yang sitat su~unan kEkeluarg&an-

nya patrilineal seperti di Bali. 

Peraturan perundang-undang~n yang khLlSLlS 

.11engatur pengangkatan ana~, pada saat ini 

(sebagaiman~ disampaikan pada 5.2.1.1. di o1ILlka) 

p~da dasarnya adalah SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 

2/1979. Sebagai akibat dari adanya SEMA i tLl 

kemudian terbit Kep. Men. 50S. RI. Dari peraturan 

perundang-undangan itu yang dapat ditarik seb8gai 

ketentuan yang mendasar adalah: 
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(a) pengangkatan anak dilakukan dengan 

fJutusan pengadilan; (b) 

kan dengan mengutamakan 

pengangkatan anak dilaku­

kepentingan anak. Untuk 

menunjang maksud yang teral<. hi r in1 ter-bit 

ketentltan bahwa pada m&cam pengangkatan an~k yang 

langsungpun (private adoption) maupun anak y<,.ng 

di asuh oleh ayayasan sosial diperll..l~.an adanya 

laparan sosial. Melalui laparan sosial itu 

diharapkan permohonan pengangkatan anak dinilai 

apakah s2suai dengan kepentingan anak atau tidak. 

l'1engenai akibat hukum, per-aturan perundang-

Ltndangan itu tidak memberikan pedoman. 

Apabila ketentuan yang ada pad a peraturan 

perundang-undangan itu diperbandingkan dengan 

r, e ten tLIBn hukUtll adat tampak bahwa peraturan itu 

.~d a. 

adat 

ysnq ~lengatl\r berbeda dari ketentuan 

yaitu yang mengenai keabsahan anak 

hukum 

angkat 

dan tujuan pengangkatan anak. Dengan demikian 

perundang-undangan itu men inggal k2in 

~etentuan hLlkLIlTI ~da~ terutama mengenai 

~nak dan tujLlan pengangkatan anak. 

~~ eabsahan 

demikian ini kiranya sesuai 

dengan pendapat Yahya Harahap pad a waktu beliau 

.nenjeiaskan peran hukum adat pada saat ini. Yahya 

Harahap mengatakan bahwa sejalan dengan perubahan 

::aman terjadi pr-oses penciutan per-an hukum ad at 

dalam kelompok masyarakat as1i. Dari hari ke hari 

semakin mengecil perannya, dia masih tetap 2ksis~ 

ile..mun demi;".:ian .' satu demi satu l'?nyap ditelan 
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oleh berbagai proses penciutan. Faktor-faktor 

yang mengambil bagian dalam proses penciutan itu 

ad~l,;.h; ( a ) proses; hor-isontal; (b) proses 

vertikal; (c) moder-nisasi dan emansipasi; 

{d} kOdifikasi; (e) pl...l tusc.n dan "ebij aksanaan 

j:teradilan (Harahap, 1993: 8-24). Mengenai 

hukum adat ini Abdur-rahman menyatakan " 

adat hari 

de.ripada tida" 

kian dibatasi sebagai 

berperannya hukum adat 
.. 

peran 

akibat 

dalam 

~Ehidupan yang sudah tidak terjangkau (Abdurrah-

man, 1978: 15). Sukadji Ranuwihardjo berpendapat 

hukLlm adat hanya dapat menyelesaikan masalah 

sengketa hukum dan keadilan dalam 5egi kehidupan 

ber-sifat tradisional (Ranl..iwidj aj a ~ 1988: 

~5). Ismail Saleh menyatakan bahwa pada dasarnya 

hukum adat kurang dapat diandalkan untLlk men-

ci.ptakan ketertiban dan kepastian hukuln pada 

jaman mode~n ini (Saleh, 1986; 48). 

Memperhatikan pendapat Yahya Harah~p di muka 

terutama penyebu-tan faktor pu-:.usan 

:":.eb~j aksanaan badan peradilan, adal.:..h ses ... \i\ i 

dengan anal isis di atas. Hal ini disebabkan 

~:.arena. SEi'1A No. hl1983 jo. SEMA No. 2/1979 

nerupakan produk dari M3hkamah ~gung yang mer,g-

atur perihal pengan~katan anak~ sehingga dengan 

demikian,- meminja,m istilah yang dipakai oleh 

Vahy.:a Harahap .. - .. SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No. 

2/1.97Q menciutkan ketentuan hukum adat mengenai 

pengangkatan anak. 
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~~edLla • mengenai per,garclh peraturan per-

uncJang~r1 di bidang pengangk6tan t",rhadap 

Stb. 1917 No.129. Ketentuan Stb. 1917 No. 

pc.da d~s.3r-n'/a inengatur sebagai berikut: ( 1 ) 

~engangkatan anak dengan akte not~ris 

10 ~yat i); (2) anak yang diangkat harus 

seor-ang laki-laki Cina (Pasal 6) akibat hukum 

:--E'nganqkata.n anak~ "naf; memperoleh nama marga 

dari ayah angk~tnya; (3) pengangkatan anak di-

lakukan oleh suami bersama isterinya (Pasal 5 

ayat2). 

Apabila Stb. 1917 No. 129 dibandingkan 

dengan ketEntuan yang ada pada SEMA dan peraturan 

perundang-undangan yang ada, tampak ada per-

bedaannya. Perbedaan itu adalah SEMA menentukan 

pengangkatan anak melalui: (1) putusan pengadilan 

negeri; (2) tujuan pengangkatan anak mementingkan 

;':esejahteraan ana¥.; (3 ) tidak ada ketentuan 

khLlSUS mengenai jenis kelamin calon ana.i-: .• 

;'~ptentuan ini sPsu2Ii pula dengan ketentuan Pasal 

UU No. 10 7ahun 1992 ten tang Perkembangan d~n 

KependLldukan yang pad a dasarnya 

mengatakan bahwa setiap penduduk sebagai anggota 

v..eluarg a mempunyai hak untuk mEmbangun keluarga 

sejahtera dengan mempLlnyai anak yang jumlahnya 

ideal atau mengangkat anak" . Ketentuan itu 

menyatakan bah .... ~a dalam hal penentLlan anak 

pengangkatan anaf: diserahkan sepenuhnya kepada 

setiap masing-masing keluarga, laki-Iaki atau 

perempuan sarna saja~ 
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Se~uai dengan uraian peneliti pada halaman 

~28 yang menyatakan bahwa Stb. 1917 No. 129 belum 

dicabut dan kedudukannya di atas SEMA No. 6/1983 

jo. SEMA Now ~/1979, secara yuridis peratur8n 

perurldang-undangan i tu tidak dapat mengubah 

%etentuan yang ada pada Stb. 1917 No. 129. 

Data putusan pengadilan negeri menunjukkan 

sebagai berikut. 

. . . Tabel 13~ =1, 29, 36 menunjukkan WNI ke-

tLlrunan Cina datang ke pengadilan negeri untuk 

mengajukan per-mohanan pengangkatan anak. Ini 

menLinjukkan meskipun bagi mereka secara 

yur-idis dapat mengajukan permohonan melalLli 

Akte Notar-is .• mereka mengikuti ,;etentuan 

pera tllran perundang-undangan yang ada (SEMA 

No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979) yaitu mereke. 

rnengiljukan Hlf--,lalui putusan pengadilan. 

~':... Pu tLisan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, 

907/1963.P tertanggal 29 Mei 1963, me-

mutuskan seorang anak perempuan dapat diangkat 

sebagai anak angkat. Dalam pertimbangannya 

menyebutkan bahwa di kalangan WNI keturunan 

::::ina di Indonesia telah lama meninggalkan 

sifat patri~ineal sehingga sekarang lebih 

bercorak parental. 

PLltusan di atas mengenyampingkan keten-

tuan Stb. 1917 No. 129, yang mengatur ten tang 

ketentuan anak yaitu seorang anak laki-laki. 

3. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 32/1970 

Camp., 2 Pebruari 1970, menyatakan sah seorang 

perempuan (Cina) sebagai orang tua angkat. 
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PutUl!?an itu mengeny~mpingkan ketentuan 

Stb. 1917 No. 129 mengenai pihak yang mengang­

kat anak yaitu suami istri (Pasal 5 ~yat 2). 

Sebagai simpulan dari uraian ini ad.dah 

sebagai ber-ikut. 

1. Pe,..-aturan perLlndang-undangan di bidang 

pengangkatan anak (SEMA No. 6/1983 jo. SEMA 

No. 2/1979, tidak dapat mengubah ketentuan 

Stb. 1917 No. 129. 

Ketentuan Stb. 1917 No. 129 mengenai anay. 

angkat harus seorang laki-laki, dikesampingkan 

oleh putusan pengadilan, yang mengabulkan anak 

perempuan sebagai anak angkat. 

. '. Keten tUc5n Stb . 1917 No. 129 mengenai pihak 

mengangkat anak~ harus berstatus sualTJi 

dikesampingkan oleh putusan pengadilan 

yang mengabulkan sear-ang nona mengangkat ~nak. 

". ;.IN I keturLlnan Cina, meskipLln secara yuridis 

,ner-eka dapL~ t mengangkat fTI€lalui Akte 

)\Jotar-is~ mengikuti ketentuan SEMA No. 6/1983 

jo. SENA ~Io. 2/1979 yaitu mengajukan permohon-

an pengangk~tan 

adilan. 

:'1engenai hukLlfll 

pengangir:a tan elnak 

anak melalui putusan peng-

Islam. j<eten tuan mengena~ 

bersumber dalam hukum Islam 

langsung pada wahyu Illahi sebagaimana tertera 

dalanl surat Al Allzab (33: 4-5-37). Surat Al Ahzab 
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d~lam d irt.:.mu=kar. sebagai 

berikut (BL\diarto~ 1985,24), (1) Allah 

menjadikan dua hati dalam dada manusia; (2) 

tidak 

Anak 

,:,ngkatmu iJuKc..nlah an~;"~ kandungml.q (3) Panggill.,h 

anak an~k~tmu menurut nama bapaknya; (4 ) 

:'steri angkat baleh kawin dengan 

angkat. Dari rumusan ayat tersebut 

ketahui bahwa menu rut hukum Islam~ anak 

bekas 

bapak 

di-

angkat 

tidak d.=.pat dianggap sebagai anak kandung. 

Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah 

kandung dengan anak ~.;,andung. Oleh karena itu 

seharu~nya si anak dipanggil menurut nama b.,pak 

kandLtngnya~ menurLlt hLlkum Islam tidak ada halang-

menikah antara anak kandung 

dengan anak angkat (8udiarto~ 1985: 24). 

~pa yang bertentangan dengan ajaran 

adalah mengang~at anak dengan memberikan 

sama dengan anak ~andungnya sendiri. 

yang dimaksLld dengan pengangkatan anak 

pengertian terbatas yaitLl asuhan 

pemeliharaan 5aja~ diperbolehkan saja. Di 

Islam 

state.s 

~~alaLl 

dalam 

atal..\ 

sini 

te~~ar.an pengangkatan 

sebagai anak dalam 

an8k 

segi 

adalah 

kecintaan~ 

perlakuan 

pember-ian 

nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuh-

annya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya 

:endiri (Zaini, 1985 ! 51). 
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~n~k ~ngkat sebagaimana disebut 

di <>tas ditegaskan oleh Kompilasi Ht..lkum Islam 

Pasal 171 huruf h mengatakan: 

'tAnak angkat adalah anak yang dalam pe-
meliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya 
pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung 
jawabnya dari orang tuanya berdasarkan putusan 
penga:di 1 an" . 

Penegasan ulel) Kom~ilasi Hukum Islam dengan 

memberiknn pengertii'n anak angkat dalam 

,:;·ua tu pasal tertentu itu, menu rut pendapat 

peneliti, pasal itu ingin menunjukkan bah",a 

pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak boleh 

dikelirukan atau dicampur dengan ketentuan yang 

;nempLlnyai pengertian berbeda. PasaJ tersebut 

mengantisipasi adanya ketentuan dalam suatu 

peraturan yang memberikan pengertian pengangkatan 

yang berbeda dengan ketentuan yang diatur 

Hukuffi Islam. Dengan demikian, HLlkum Islam, yang 

tidak mengijinkan pengangkatan anak dimana 

ber<;tatus sebagai anak kandung tidak akan ter-

pengaruh dengan peraturan yang mengatur lain. 

;::'enegasan sebagaimana ditentt..lkan oJeh 

~:ompilasi HukLlm islam itu menur-ut pendapat 

;:>eneliti perlu diberikan karena SEMA No. 6/1983 

jo. SEMA No. 2/1979 tidak memberikan ketentuan 

mengenai akibat huk1..Im yang berkaitan dengan 

status anak angkat kaitannya dengan kedudul<.an 

sebagai kandung. SE~lA No. 2/1979 tidak 

mempersoalkan apakah pengangkatan anak mempunY8i 
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hukum yang penuh/sempurna atau akibat 

~LlkLim yang terbatas. Mengenai pembagian 

warisan p~da waktu ditetapkan putusan pengadilan 

menj3di per-soalan. Hal ini menjadi per-

scalan kalau kelak ada sengketa (Rapat Konsultasi 

Mahkamah Agung dan BAKOLAK INPRES 6/1971, tanggal 

September 1982). Jadi, menurut SEMA ada dua 

kemungkinan akibat hukum. Pertama, pengangkatan 

anak melalui putusan pengadilan bisa berakibat 

c;:,n ax angkat sebagai anak kandung, kedua, peng-

angkatan anak tidak mengakibatkan sebagai anak 

kandung. 

Data menunjukkan orang yang beragama Islam 

mengajukan permohonan pengangkatan anak ditujukan 

pengadilan negeri (tabel 6~ 14, 22, 30, 37) • 

~i~a melihat data yang ada itu menimbulkan kesan, 

orang-orang tersebu t, sebagaimana dikatakan 

Sudargo Gautama~ tidak meresepsir l~rangan HLlkum 

~slam pada pengangkatan anak (Gautama, 1981 

39). ~JamLln~ apabi!a SEMA ~Jo. 6/1983 jo. SEMA No. 

2/1979 dipelajari secara cermat dan sesuai dengan 

pernyataan hasil r3pat Konsultasi· Mahkamah Agung 

dengan BAKOLAK INPRES 6/1971 di atas, SE~tA itu 

tidak mengatur akibat hukum pengangkatan anak, 

maka mereka yang mengajukan permohonan itu ada 

yang han'l8 mengingink&n formalitas saj a yaitu 

misalnya untuk mendapatkan tunjangan c.nak bagi 

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No. 7 Tahun 
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sedang akibat hukumnya tidak sampai menjadikan 

anak yang bersangkutan menjadi anak kandungnya 

sendiri. Sebaliknya tid .. k menutup kemungkindn 

pula mereka merlgajukan permohonan itu bermaksud 

L.Intuk menjadikan sebagai anak kandLtngnya, 

sebagaimana contoh Penetapan No. 31/1990/PdLP/ 

PN.Ska. , dimana 

dengan maksud: 

anak terse but 

pemohon mengajukan 

" bersedia mengasuh, 

sebagaimana anak 

permo han an 

mendidik 

kandung 

tidak membedakan dalam sendiri, 

hal, bersedia men .. nggLing akibat yang 

segala 

timbLil 

Kal .. u karena peng .. ngkatan anak tersebut .. 
permohonan 

maka apa 

yang 

yang 

seperti terakhir 

dikatakan Sudargo 

ini terjadi, 

GaLitama itu 

adalah benar. 

KetentLian Pasal 171 hLlrLlf h Kompilasi Hukum 

Islam~ yang menentukan pengangkatan 

berdas~rkan putusan pengadil .. n 

peneliti hendaknya diartikan seb .. gai 

Pengadilan Agama. Alasannya adalah (1) 

anak " 

menurut 

Put~tsan 

Pasal 1 

No. 1 UU No.7 Tahun 1989 ten tang Peradilan Agama 

menyatakan Peradilan Agama adalah Peradilan bagi 

orang-orang yang beragama Islam; (2) memberikan 

~;epastian apa yang dimaksud dengan 

pengangkatan anal-:. yang dilakukan oleh 

tllj Llan 

or~ng 

tertentLi. Sebab kalau didasarkan 

ad i 1 an berdasar SEMA No. 6/1983 

putL\san peng­

jo. SEMA No. 

2/1979 belum memberikan kepastian status anak. 
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di lihat dari sudut perk~mbangan hLlkum~ per-

a~ak berangsur-~n~sLlr dan seCara bertahap-tahap da12m 

waktu dQn isi :nater-i hukLlmnyc,. mengalami per-

kembangan. lsi materi hukum peraturan itu pada tahap 

terakhir pada dasarnya sudah mengatur pemenLthan 

kor:disi kesejahteraan anak. Kondisi yang diatLtr 

adalah ketentuan mengenai keharmonisan keluarga orang 

tua angkat, mengenai status kawin (suami-isteri) pada 

orang tua angkat, Ltmur 5uami-isteri yang masih me-

.. nungk inkan cukup untuk cerlangsungnya ~emeliharaan 

pihak-

pihak 'lang member-ikan pertimbangan dan menilai 

hubungan batin an tara calon orang tua angkat dan 

calon anak angkat dan adanya laporan 50sia1. Sedang 

~~eten tL\a.n berstatus tidak kawin pada perkawinan 

an tara warga negara Ir'I,j;:Jnesi~ (domestic ao'opt.ion) dan 

~e~~nt!.:3n ~\sia 'iini anak pada peng-

anak yang dilakLlkan S2car3 langsung .;:\nt:3ra 

,::1c'Cpt ion.! ~erL\pa~an hal yang tidak memenuhi konsep 

pemenuhan kondisi kesejahteraan a~ak. 

1'1esk.ipun masih ter~apat ketentuan yang tidak 

:nemenuhi konsep pemenuhan kesejahteraan anak, ~:a 1 au 

cilihat dari perkembangan materi hukum dari masing-

masing pe:o-aturan .' ketentuan yang ada menunjukkan 
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adanya kemajuan. Hal ini dapat dilihat pad a ketentuan 

mengenai keharL\San adanya pernyataan bah....... peng-

angkatan anak itu dilakukan "dami kesejahteraan .nilk" 

disyaratkan pula mampu ekonomi pad a calon orang 

tU2I pad"" ~:ep. Men. 50S. No. 13/1993~ 

pacla peratLlran sebelumnya. 

syarat mana 

Mengenai ke-

ten tuan ten tang adanya lapor-an sosial~ SEMA No. 

.::: ~in :<ep. i"1en. 50'=- • No. 13/1;"':;'.-::: 

pengangkatan anak ~'ang langsung pun harus ada laporan 

so:;:ial merupakan kemajuan, sebab pada peraturan 

sebelumnya ketentuan seperti itu tidak ada. 

Mengenai putusan pengadilan negeri tampak bah .... a 

putusan pengadilan negeri di bidang pengangkatan anak 

;-1<-\1<"1.111 putusannya sudan mengarah kepada 'Idemi kesejdh-

suatu putusan di mana orang berstatu5 tidak ;':.a~in 

sebagai orang tua angkat~ hal ini dapat diij inkan 

dimaklumi karena sampai saat ini ketentuannya masih 

membolehkan .. Perkembangan hukum yang ada pada putus.:..n 

per"lCJad i 1 <;\n negeri adalah ayah tiri mengangkat ana%; 

~ake~-nenek mengangk~t anak ~ucunya~ orang berst~tus 

:l,j,;o.r: sel~~n nona dapat pLIla berupa jejaka 

Peratllr-an perLlndang-undangan di bidang 

katan anak menciLltkan peran hukum adat. 

pengang­

PeratLlran 

perundang-undangan itu meninggalkan ketentuan hukum 

adat yaitu mengenai tujuan pengangkatan anak dan 

keabsahan pengangkatan anak. 
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Pengaruh peraturan perundan9-Und~ngan di 

pengangkatan anak dan putullan pengadilan tarhadap 

Stb. 1917 No. 129. Peraturan perundang-undangan di 

bidang pengangkatan anak yang ada tidak dapat merubah 

ketentu2.11 Stb. !'9t~· No. 129" karena Stb. 1917 No. 129 

12tJih tinL)gi cJari 

PutLisan pengadilan negeri mengenyampingkan 

ketentuan Stb. 1917 No. 129 mengenai ketentuan 

angkat harus seorang laki-laki; ketentuan orang 

mengangkat anak harus berstatus 5uami-isteri. 

yang 

Data 

menunjukkan WNI keturunan Cina mengajukan permohonan 

kepada pengadilan negeri. Ini menunjukkan mereka 

mengikuti ketentuan Mahkamah Agung bukan sebagaimana 

diatur oleh Stb. 1917 No. 129 yang menentukan peng-

angkatan anak dengan akte notari5. 

Mengenai hukum Islam; ketentuan pengangkatan 

anak menurut Hukum Islam sudah ada penegasannya dalam 

Kompiia.i nukum 

dengan demikian 

Islam Pasal 171 huruf 

~etentuan Hukum Islam 

h, sehing<;la 

(yang tid .. k 

mengij inkan pengangkatan anak berstatus sebagai. anak 

kandung) tidak berpengaruh oleh ketentuan dengan 

peraturan yang mengatur lain. 

PeratLlra;.n perundang-undangan di bidang ;:>e"g-

ar~gkatan anak (khL!SLtSnya SEMA ~:o.b/1983 d~n ~:ep. Men. 

Sos No. 13/1993) ditinjau dari permasalahc..n pada 

raktDr peraturan perundang-undangan berfungsinya 
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hukUiTl t~moak bahwa mengenai sistematik hukum tida~ 

:JlemE?IlLIhi unsur-LlnSLlr pokok sistematik hukum. Adapun 

perinciannya dapat dllihat padB hal 218-226; HenQenai 

sinkronis~si hUKLlm, ada ketentuan saling tidak 

sinkron. Ketidak sinkrorlan t~~Gap~t pada 

dengan uu No. 62/1958 dan Stb. No. 1917 No. 129. 

Mengena1 kuantitas dan kua1itas peraturan perundang-

Llndangan ,. sudah banyak ketentuan yang mengatur kon-

disi yang memungkinkan anak dapat tumbuh dan berkem-

bang secara wajar. Di lihat dari kualitasnya~ 

tuan-ketentuan yang ada tidak balk karena ada 

tuan-ketentuan yang saling tidak sinkron. 

mengeni.ii 

di penLlhi, 

persyaratan Yllridis penerbitan 

dapat dijllmpai bahwa peraturan 

memenuhi ketentuan yang telah d1tetapkan. 

D&mikian hasil anal1sis pada Sab 

yang 

i tLI 

ini. 

keten­

keten­

Sedang 

h~1rLl5 

t1dak 

Per 1 \,1 

dis:ampaikan ulang d1 s1n1 penelitian yang d1lakLlkan 

ini dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-

dan putus."n pengad1lan negeri ." adapLln 

~@nqert1an kes~jahterAan ana~ mendasarkan p~da konsep 

perkembangEtn anak. Penelitian ini 

cnembicar-Etkan bagaim~nd kenyataan kesejahteraan 

yang ada pada anak angkat. Hal in1 karena 

terbatasan peneliti da1am me1akukan peneI1tian 

tid~1k. 

anak 

ke-

in1. 

Mengenai bagaimanakah kenyataan .anak angkat diangkat 

mendasarkan peraturan yang ada in1 dan diputus oleh 

pengadi1an negeri ~enar-benar sejahtera perlu diada-

~;an p2Gelitian lanjutan oleh peneliti yang lain. 
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BAS 6 

PEMBAHASAN 

6.1. Perkembangan Hukum Peng.ngkatan nnak 

Dari analisis l:<iUJ 5 d1 telah diketahu':' 

bahwa huk0m pengangkatan anak telah mengalami per-

ke-mbangan. 

Peraturan perundang-undangan di bidang pengang-

katan anal<. berkembang secara berangsur-angsllr dan 

secara bertahap menuju kepada 

berdasar~an kesejahteraan anak. 

pengangkatan 

Perkembangan 

an~k 

yang demikian itLl berkaitan dengan perkembangan 

·l1c?syar~k.a t. 

hubungan perkembangan hukum dan pe:--

;..;_embangan masyarakat~ Satjipto Rahardjo mengatakan 

bahw~ 3ntara sistem hukum dan lingkungannya terdapat 

hLlbungan yang hubungan inter-aksi at6u 

SallPl9 tukar menLlk.:\r an tara Y..eduanya (Rah~r-djo~ 

l<:?S::: 200). Hal ini ber~~ti bahwa di sampir'g hukum 

merupakan sllatu institusi normatif yangmemberikan 

pengarl_lh terhadap masyar~kat (li~g~unganny&)~ 1a j~\aa 

menerinla pengaruh serta damp~k dari masyarakat. 

P~d~ umllmnya dapat dikatakan bahwa sebab-seb ... b 

t~H-jadi 

-=:umber 

perubahan-perubahan dalam masyarakat 

;Jada masyarakat itu sendiri dan dari 

ber­

ILlar 

112svarakat itu sendiri. yaitu datangnya dari pengar~lh 

l~in. Sebab--:;ebab yang bersumber pad.? 
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~asyar~ket ~endiri itu 2ntara lain 

rangnya penduduY-. , penemuan-penemU2.n per--

tentangan dan terjadinya revolusi .. Sebab-sebab yang 

terasal dari ll..lar masyarakat mi:alnva penga~uh 

'!-:.ebudayaan lain, lingkungan al&m dan peperangan. Di 

samping f.ak tor-fak tor yang menj adi sebab ter j adinya 

perubahan masyarakat terdapat fakto..- yang mempenga-

r-uhi jalannya proses perubahan, yaitu faktor- kontak 

dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju, 

sistem stratifikasi sosial yang terbuka dan 

yang heterogen dan ~~etida". puasan ter-hadap bidang-

bidang kehidLlpan te~ter.tu \Soekanto~ 1976~ 

140) . Kerangka teori ini akan dipakai sebagai aeLlar; 

pembahasan pada sub bab ini. 

Terjadinya per-ubahan yang terdapat pada masyar-a-

~at (di bidang pengangkatan anak) yang mempengaruhi 

perkembangan hukum pengangkatan anak sebagai berikut 

ini,. 

Dahulu hanva dikenal penga;-.gkatar1 

lingkungan masyarakat adat asli} y2.ng 

rnendasarkan pada 

pengangka.tan anak tidak yang terutama untuk. ke-

pentingan anak; keabsahan anak angkat dengan 'upacara 

adat. Bagi yang dahulu ter-masuk lingkungan golong.;m 

penduduK Cina (Stb. 1917 No. 129) hanyQ dikenal 

adop:si ter-hadap anak lak~-lak~ Cina dengan tuj Lid;" 

untuk memperoleh keturunan laki-laki. 
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,=--a ," ~:. em Dan 9 an ber-SLlmber-

"'~eten ~\ . .Ian ~'ang ~da pada P~ratur~n PEme~intah ;-.Jo. 7 

1977 tentang Per~turan G~ji rJeger i, 

'i"'ng memungkinlo..an peng",ngkatan anak Olflh 

negeri mendapat tunj",ng",n anak. Setelah diuncangk .. n-

nya pp No. 7/1977 ban yak pfl<;jawai n"<;jeri y .. n<;j 

membutuhkan putusan pengadilan sebagai bukti bahwa ia 

dar:' 

anak Indonesia oleh wi:lrga 

dibutuh'~an adanya putusan sebab 

•. : ... ; 1 au tidak pu tLIS8n pen<;jadilan, anak kurang 

,nendapat perlindungi\n hukum di negara oran<;j 

.ngkatny",. Pengangkatan anak antar negar .. ini tidi\k 

mengenai per 1 indLlngan -..n.ak,. 

~$pek ~~eamanan. politik~ sahingga dangan 

pl2t"iu d:.. : .,' ~.Ut. ':,1'1 ''S~? l t::>k. tit. Untu;' .. 

te 1 i t 1 

.ne i -::... : LI i SLlatu prosedLlr tertentu yang pada 

putLls~n pengadilan. 

~:enya taan (terutama di kota-kota besar) banyak 

ter\ant",r yang ditinggalkan oleh orang tuanya • 

.. 
r &\)o'i\5,,"\n sosii\i da 1 c:.m Ltsaha one 1 indungi kepentingan 

:.\,'~ \ .•. .1 , ~; ....... ..:.;) ~i .... ~t·.-·r·.:'I~;, .. \" ~.cp"d" 
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- _,.., I.· :-, ~ 
-" . '=".' -. -:0 di ="'1egara-negara. 

mel2\lui Sllatu tertentLl sehin:;;g« 

kepentingan anak dilindLlngi. Hal ini dapat dimengerti 

~.da umumnya hLlkum adat melihat 

hanya 

bah~an tidak dari 5UjUt kepentingan cal~n ~nak. Ol2h 

~; arer.a itu yayasan tempat pena:npLtng~n pemelihara3n 

mensyaratkan bagi para orang tua angkat Lin tL,I<. 

~emperoleh putusan pengadilan sebelum bayi atau anak 

tersebut diserahkan kepada calon orang tua angkat. 

Fak~or yang mempengaruhi perLlbahan yang karena 

di sini 

-' .; 

besar (yang m6syar~katnya h?tcrogen) ke-

. ';... .\ 

o!:h huk~.'" 

--::.- ---' ~ .-.'; :::-
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$uatu 

kesejahteraan anak 5edikit de!Tli sedikit 

s_~_c!ar 

~d~ perb2daan antara anak laki-!aki dan 

bahYla 

,'In.?. k 

per-empuan. Kesadar-an ter-hada.p t.ujuan 

:-.-:;:-1 ur\_~h 

v~arga 
~egara dapat hidup layak~ bebas 

secar5. konstr-uktif untuk mempertinggi 

ba.ngsa 

'I:.i tu 

;T1enGg2r ;:,.k i:. z,n 

kesejahtgraan 

?engetahuan masyarakat 

~~rlindungan a~ak dan ,:,esej ah-

terja,ji per-'.~.bahan 

mengenai pemaMaman tujuan ~erlindun~an 
ana~~. Ha~-hal 

:::i at~s merupakan Mal yang menyebabkan 

mengena~ per!uya ~utusan 
atas 

6.=. ?ersyaratan ten tang gerfungsinya Hukum 

~a~i uraian 3~8 5 ~i muka dapa£ dik2~ahui 8.=.hwa 

jari 5U~Ut per~yaratan ~er~ungsinya huku~, 

di bidang pengangkatan anak tidCl .... 

mEmenuhi ?ersyaratan. 

K3adaan yang demikian itu dapat. dimaklumi karena 
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sulam. SEMA No. 2/1979 t.rbit, k.mudiAn di •• mpurnAkan 

dengan SEMA No. 6/1983, k.mudian terbit SE~IA No. 

so~, NC!. 41/'198~ digarlti ~:ep. l""1en. 50S!, No. 

\3/ t'-,,'Q-::-•• ~'.emudii-\n Ili'5pmpllrnc"'\kan oleh ~:ep. ~len . 505 

No. :..,·/!9q::-. 

SEMA No. 2/1979 jo. SEMA No. 6/1983 

untuk mengi~i kebutuhan pengaturan di bidAng pengan~-

katan anak karena ketentuan yang ada sudah tidak 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

F e=rmohon.:\n penges~h~rl;pcngakat~n anak yang 

ci.l~ju;"'':\I' i~"I'I'J"li l l~.;1 I I. 'I.! •. I i 

tampak ki~t, hari kian bertambah. Dari per-

.1l{'>Tllln j 1I k k c:.n adanya perubahi"\n/ 

motif das(''''\rnya (SEMA No. 

gc,mbar&n bah\l>la 

pengangkatan ana% dalam masyar.;;x.~t 

mak~n bertaillball dar) dirasak~n b~hw& untuk m.mperoleh 

jaminlli'n ~~epastian MlIkLlm itLl hanya didapat 

se t(~ 1 E.h mL'tllrero 1 eh r:'U tll~:;i\n pengadi 1 C\n. 

hanya diken .. l pengangkatan anak DLtlLI~ 

1 ing~.ungan masyarakat adat (penduduk asli), di 

sahnva pengangkatan anak cukLlp disaksi';an 

~Jo • 7 Ta.hLln 1977 tent .. ng Peraturan Gaj i 

di 

moilna 

oleh 
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Negeri Sipil yang memungkinkan pengangk~t~n ~n~k ~leh 

seorang pegawai negeri, maka bertambah banyak par-a 

pegawai negeri yang mengajukan permohonan pengangkat-

an anak yang bersi1at administrati1 yang terdorong 

oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari 

Pemerintah .. Di bes~r 

pengangkatan anak baik yang terang orang tua kandung-

nya dengan perantaraan yayasan-yayasan sosial. 8tb. 

1917 No. 129, bagi yang dahulu termasuk golong~n 

penduduk Cina, hanya dikenal adopsi 

dengan motif memperoleh 

terhadap 

ket1..lrl.lnan 

ana,K 

anak laki-laki 

laki-lal<i. Perkembangan pengangkatan anak terhadap 

anak perempuan, merupakan perkembangan yang sesuai 

dengan kebutL1han~ k~sadara.n dan keyakinan hukum 

segenap warga negara Indonesia yang berketurunan 

Cin~. B.:,nya;'~ .nasalah pE:·n~i,-"ngkc.\trO-\n anak 2.1) t~(~ 

yang dihadapi menuntut penyelesaian dengan 

sedangkan peraturan-peraturan yang ada 

6=/19":·8 dan Stb. 1~17 ~·lo. :::?'=') sLldah tidal<. 

~ag~. Undang-Undan0 tentang Kewarganegaraan 

I:'':':C:1E:·S:l..,:; ;nerLlpai<an SLIc?1t:.... dasdr yang dapat 

seger-a, 

(UU No. 

memaG8i 

Republi% 

digLlnakan 

olei"1 yang berkepentingan untuK melakukan ?engangkatan 

mel ~~lui ~etentuan Pasal 2 Llndang-und&ng ter-

ser.u t ~ lot:' 1 Ulfl 

berUI11Llr Lima tahun yang diangkat oleh seorang warga 

n~gara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Rep\.lbl il<. 

Indonesia apabila pengangkatan itu dinyatakan 

Dleh pengadilan negeri. Mengenai persyaratan Ltntuk 
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m~mperoleh ~~W~f'ganegdr~an Reoublik lndonesia dengan 

.lalan ;"{)E'r-,Uru :-. ketentuan 'lang ada 

. =u~~up ·:j.~n bCl,lyak ~,ak tu . Kenyataan 

:-,ampar:_ ~anyar, pi?r:-nohQ~an pengangkati:ln ar,aK 

anak-ana.k war~la negar-a Cina oleh nege:.:ra. 

Indonesi.? jelas terdor-ong keingi~gan untuk mendapat 

kewarganegaraan Republik Indonesia daripada keinginan 

';,ang 1 L~hu r yang mendasari per-mohonan pengangkatan 

anak. Bertambahnva negar-a Indonesia untLik 

berga.u': ,jengan warga negara aSlng telah 

para warga negara asing (Bar-at) 

men imbu 1 kan 

hasrat untuk. meng-

terjadi per,gangkatan 

negar:, asing yang 

menimbulkan permasalahan per.gangkatan ~na;': 

negara:o dan kesemuar.ya dimintdkan pengesahan 

pengadi.l.an 

pt?;-. a tur-an 

ne9~ri (SEMA No. ~,'1983) 

perundang-undangan 

Di pihak 

ada di 

:=o~ngangk3t.an a~ak ~NJ ~leh ~NA ternyata tida;·:. 

;:,eITtEr- i 1--:. saan Il"ldup-..ln 

isi ~ertimbang~~ ddlam pLitusan-putusan 

antar 

~.epada 

lain, 

bidang 

men-

bentuk 

peng-

a.diian di ~id6ng :;.n.:.. menLlnJukkan d.danya kekurangan-

~ang t~oa~ fnengLlntLlngkan. ?adahal 

d.l~arapk'::-H' j air- .:. i='U tusan-pu tusan pengadilan 

diperolen pedoman-pedcman/petunjuk-petunjuk, 

sangat 

dapat 

ar-ah 

serta kepa~t~an oada per-kembangan lembaga pengangkat-

an anak >: SErotA No. 6!1~83'. Dalam hal pengangkatan 

anak :..IN' t~jNA putusan pengadi 1 an 
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on The Adoption o~ Children, menetapkan bah .. a peng-

~ngkatan anak an tara negara dianggap sah atau sah 

sifatnya apabila dinyatakan oleh pengadilan,sehingga 

dengan demikian putusan pengadilan merupakan syarat 

penentu bagi sahnya pengangkatan an ak • Untuk 

menanggulangi masalah-masalah tersebut diperhlkan 

petunjuk yang dalam hal ini terutama Mahkamah Agung 

sangat berperan mengambil tindak lanjut dalam lingkup 

kewenangannya untuk mengatur tatacara/prosedur 

mengajukan permohonan, pengesahan/pengangkatan anak. 

Berdasarkan itu Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 

Tahun 1979 tanggal 7 April 1979. ?engaturan tersebut 

adalah berdasarkan ,;ewenangan Mahkamah Agung yang 

diur~ikan dalam Pasal 131 Undang-Undang Mahkamah 

Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1950 Bab VIII 

ten tang Peraturan Rupa-Rupa yang berbunyi: "Jika 

dalam jalan peradilan ada soal yang tidak diatur 

dalam undang-undang maka Mahkamah dapat 

menentukan sendiri secara b~gaimana soal i tu har~ls 

dibicarakan (Syukri, 1992: 5). 

Jadi dengan demikian SEMA No. 6/1983 jo. SENA 

No. dibuat berdasarkan Pasal 131 UU No. 

1/19::.1. Hal it~, dilakukan karena peraturan penlndang-

undangan di bidang pengangkatan anak bel~'m ada. 

Dengan demikian latar b@lakangterbltnya SEMA No. 

=/1979 jo. SEMA No. 6/1983 sehingga dapat dipahami 

jika sema tersebut tidak memenuhi ·per5yaratan yuridis 

ten tang berfungsinya hukum. 
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6.3. Putusan Pengadilan di Bidang Pengangkatan Anak Pada 

Dasarnya Telah Mengarah MemutuBkan Untuk 

Kesejahteraan Anak 

Pada saat belum ada ketentuan baga1mana pemer1k-

sadn pengangkatan anak d11akukan untuk kepentingan 

anak, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nu. ~/1979 ju. 

SEMA No. 6/1983. Pengaturan tersebut adalah berdasar-

kar. kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

dalam Pasal 131 Undang-Undang Mahkamah Agung Republik 

Indonesia No.1 Tahun 1950 Bab V~II tentang Peraturan 

Rupa-rupa, yang berbunyi: "Jika dalam jalan peradilan 

ada soal yang t1dak d1atur dalam undang-undang, maka 

Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bag ai-

mana soa! itu harus dibicarakan (Sjukri, 199~: 5) • 

SE~tA No. 6/1983 jo. SEMA No. 2/1979 menentukan 

bagairnana memeriksa permohonan pengesahan/peng-

angkatan anak yang mementingkan kepentingan anak (no. 

IV.2A.l.3 SEMA No. 6/1983). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan 

pengadilan di bid~ng pengangkatan an~k pada dasarnya 

diputus sesLLai dengan ketentuan Mahkamah Agung yang 

Kedu.3 

SEMA ditujukan kepada Ketua, Wakil Ketua Hakim-hakim 

Tinggi dan Ketua dan Wakil Ketua dan hakim-hakim di 

selurc.h Indonesia. Sebagai ketentuan yang 

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, pad a 

tertuang 

tempatnya 

kalau para hakim dalam memeriksa permohonan pengesah-

an/pengangkatan anak mematuhi ketentuan itu. Selain 
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patuh kepada ketentuan yang diberikan oleh Mahkamah 

Agung itu juga faktor individu hakim mempengaruhi 

dalam memutus perkara. Hakim secara individual, 

mempLlnyai pendidikan tinggi, pergaulan serta bacaan 

luas sehingga kesadaran untuk memberikan perlindun~an 

kepentingan anak mempunyai paran panting memeriksa 

permohonan/pengangkatan anak berdasarkan kepentingan 

anak. Dalam hal keharusan adanya Laporan Sosial pada 

permohonan pengesahan/pengangkatan anak secara 

langsung (private adoption) yang ditentukan oleh SEMA 

No. 4/1989 sudah ada putusan tahun 1990 dan tahun 

berikutnya menyertakan Laporan Sosial sabagai salah 

satu surat di antara surat-surat yang dijadikan 

pertimbangannya, meskipun ketentuan ten tang Laporan 

Sosial bagi pengangkatan anak .. ecara langsung 

(priw"te adoption) baru diatL.r dalam Kep. Men. 50S. 

No. 13/1993, menunjukkan bahwa putusan itu tl men-

dahu lui I. ketentuan yang ada dalam Kep. Men. 50S No. 

t3/1993. Sebagaimana diketahui L~poran SO$ial bag! 

pengangkZ'lti1n di mana .;.nak asuh jalam suatu 

yayasan sasial ~udah jiatur sebelumnya oleh ~~ep. Mf~r). 

50S. No. 41/1984. 

Putusan-putusan pengadilan di bidang pengangkat­

an anak yang diputus sesuai dengan Ketentuan Mahkamah 

Agung itu apabila dibandingkan dengan pemenuhan 

kondisi yang diperlukan bagi tercapainya anak angkat 

~ejahtera (hal. 58) sebagai berikut di bawah ini. 
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Pada putusan pengadilan ditemui (d~lam prosen-

tase keci 1 ) putusan yang mengijinkan orang yang 

berstatus tidak kawin mengangkat anak, (pada per-

kembangan mana jejaka dan waria sebagai orang tua 

angkat) dan anak berumur di atas lima tahun sebagai 

,?In ak angkat. Kalau ditinjau dari sudut pengangkatan 

an6.k berdasarkan kesejahteraan anak, putusan 

demikian itu tidak sesuai dengan maksud pengangkatan 

anak berdasarkan kesejahteraan anak. NamLln demikian, 

karena putusan-putusan dalam prosentase besar telah 

memcltus sesuai dengan tujuan pemenuhan kondisi peng-

anak yang sejahtera, maka dapat dikatakan 

bahwa putusan pengadilan di bidang pengangkatan 

s.aat ini pada dasarnya telah mengarah untuk 

~epentingan kesejahteraan anak. 

6.4. HLI~L\m Pengangkatan Anak di Kemudian Hari 

ber-

ganda dan kontradi~~if. Oi satu ~ihak dapat 

men 9 L\n tun g k an .' di lain pihak dapat merugikan yang 

ber~~ng~utan. Pengangkatan anak tidak dapat dilarang 

luga tidak dapat dianjurkan secara umUffi. Pengangkatan 

ana~ ~ukan jalan atau cara untuk mengatasi persoalan 

ana .... yang utama; pengangkatan anak hanya boleh 

dilakukan apabila benar-benar diperlukan dan tidak 

bertentangan dengan kepentingan anak (Per. Men. 50S. 

No. 13/1981). 
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~esada~an yang demikianlah ki~anya yang diha~ap-

kan oleh Pa5al 12 UU No. 4/1979, yang pada intinYB 

menentukan bahwa pengangkatan anBk dilBkukBn dangan 

I 
mengutamakan kesejahte~aan anak. Ketentuan yang mulia 

ini sampai sekarang belLlm ada peraturan pelaklianaan-

nya. Dalam keadaan yang demikian ini merupakan liuatu 

kebe~untungan bahwa peraturan yang ada, materi hukum-

nya pad a dasa~nya sudah mengatur pemenuhan kondisi 

,:esej ahteraan anak, meskipun dilihat dari segi ber-

fLlngsinya hukum belum memenuhinya. 

Pasal 12 UU No. 4/1979 menghendaki aga~ peng-

angkatan anak be~dasa~kan kesejahteraan anak diatu~ 

dalam suatu peraturan pe~undang-undangan. Kehendak 

yang demikian ini mempunyai konsekuensi yaitu ke-

tentuan tersebut akan berlaku untuk selu~uh wilayah 

Indonesia. Ketentuan yang mengatur seeara nasional 

itu. selain sesuai dengan ~ekomendasi yang diajukan 

oleh pe~temuan-pe~temuan ilmiah, juga sejalan dengan 

tumbLlhnya eita-eita weI rare state yaitu suatu eita-

cita yang menuntut pe~lindungan dan kesejahte~aan 

bag i kehidupan masyarakat dan individu~ di mana 

penguasa dituntut untuk eampu~ tang an yang luas dalam 

mewujudkan pe~lindungan dan kesejahte~aan umum yang 

dipikulkan kepadanya, meme~lukan pe~atu~an perundang-

undangan tertulis yang semakin banyak. Tidak mungkin 

lagi tuntutan perlindungan dan kesejahteraan diserah-

kan pengaturan dan kebijaksanaannya berdasarkan hukum 
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yang tidak tertulis (Harahap, 19931 6). Dalam hal 

ini, Soetandyo Wignyosoebroto mengatakan (Wignyosoe­

broto, 1996: 3): ..... hukum itu kini tak lagi memper-

lihatkan sikapnya yang murah hati untuk selalu 

berkemauan menjamin. kebebasan individu-individu warga 

masyarakat yang penL1h prakarsa untuk. membl.lat kontrak­

kontrak guna menciptakan berbagai hubungan baru". MPR 

melalui ketetapannya yaitu TAP. MPR No. IV/MPR/1973 

menggariskan politik pembangunan hukum adalah dengan 

cara mendinamisir pembaharuan hukum, caranya melalui 

kodifikasi yang bersifat unifikasi namun harus mem­

perhatikan kesadaran hukum masyarakat. Ketentuan mana 

diulang lagi dalam TAP. MPR No. IV/MPR/1978; TAP. MPR 

No. 11/1983 dan TAP. MPR No. 11/1988. 

Kalau pengangkatan anak akan diatur secara 

timbul adalah bagaimana kodifikasi yang bersifat 

unifikasi itu dilakukan, mengingat pengangkatan anak 

dikenal pad a beberapa ketentuan yaitu hukum adat, 

Stb. 1917 No. 129 dan huk •• m Islam. 

UU No. 4/1979 Pasal 12 diberikan penjelasan. 

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) menyatakan pengangkatan 

anak berdasarkan pasal ini tidak memutus hubungan 

darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga 

orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak 

yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 12 ayat ( 2) 

menyatakan Peraturan Pemerintah yang dimaksud an tara 

lain perlu mengatur pencatatan sebagai bukti sah 
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adanya pengangkatan anak guna pemeliharaan kepenting-

an kesejahter~all anak yang bersangkutan. 

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan 

pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah 

antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang 

tuanya, menurut pendapat peneliti sesuai dengan 

ketentuan yang ada pada hukum adat dan Hukum Islam. 

Mengenai akibat hukum pengangkatan anak pada keten-

tuan-ketentuan hukum yang ada diatur berbeda. Pada 

ada du~ ~\~c~.~~ akibat hL;ku::~~ yaitu akibat 

hukum di mana anak harus dianggap dalam pertalian 

hubungannya dengan orang tua angkatnya sebagai anak 

sah (anak kandung) (Gautama~ 1981: 90) , dan anak 

sebagai anak pemeliharaan atau anak asuh. Akibat 

hukum yang demikian ini yang menjadi titik silang 

antara Hukum Islam dengan ketentuan hukum y.ang ada 

yaitu hukum adat di beberapa daerah di Indonesia dan 

3tb. in i yang 

merL:pakan suatu hal yang membuat pembentuk undang-

undang selalu menangguhkan pehgaturan dalam suatu 

peratLtran yang bersifat nasional, untl..lk mencegah 

timbul keresahan pada masyarakat. Bagaimanakah men-

sikapi hal yang demikian itu ? 

Untuk memberlkan jawaban atas pertanyaan di 

atas. perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini. 

Pengangkatan anak sering dilakukan di Indonesia. 

~:esejahteraan anak sudah menj&di perhatian bangsa-
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bangsa dunia. Pemerintah Indonesia melalui Keputusan 

Presiden No. 36 Tahun 1990 telah mengesahkan Konvensi 

Hak-Hak Anak. Anak adalah potensi serta penerus cita-

eita bangsa sehingga perlu dilindungi. P~.al 12 UU 

No. ',/1979 menentllkan pengangkatan anak supaya diatur 

dalam suatu peratLlran perundang-Llndangan. Rekomendasi 

pertemuan ilmiah menyatakan agar segera dibentuk 

I.Indang-undang pengangkatan anak diatur 

nasional. Bentuk hukum yang diperlukan 

hLkum berupa pendapat peneliti adalah bentuk 

•• Cara 

menu rut 

undang-

undang, bukan bentuk hukum yang ditentukan oleh Pasal 

12 UU No . .. /1979 yang berLlpa peraturan pemerintah 

(avat ..., , 
A... I • 8ila diikuti petunjuk ayat (3) Pas .. l 12 

tel'""sebut dikatakan bentuknya adalah peraturan 

perundang-undangan maka supaya ditegaskan saja dalam 

bentuk undang-undang. Alasan mengapa harus berbentuk 

undang-undang, karena saat ini ada dUa peraturan yang 

mengatl.lr perihal pengangkatan anak yaitu Undang-

Undang No. 62 Tahun 1958 ten tang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia .. dan Stb, 1917 No. 129. Dengan 

bentLlk hukum berupa undang-undang maka berdasarkan 

asas hl.lkl.lm, ketentuan-ketentuan hukum yang ada pada 

undang-undang itu dapat menghapuskan masalah-masalah 

hukl.lm yang muncl.II yang dis .. babkan karena pengaturan 

kedua peraturan tersebut. 

Pada ketetapan-ketetapan MPR di atas menentukan 

antara lain bahwa dalam pembaharuan hukum itu harl.ls 
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memperhat~kan k.sadaran hukum yang ada pada masyara­

kat. Pad a pengangkatan anak (khusunya mengenai akibat 

pengangkatan anak), j~ka di~nv.ntar~sir pad a prinsip­

nya ada dua, ya~tu pertama, mereka yang milnghend.ki 

agar mereka mengangkat anak, anak menjad~ berstatuB 

anak kandung sendiri (Soetanto, 1983. 03) 

(Gautama, 1981: 90) yang kedua mereka menghendaki 

agar anak yang diangkat tidak berstatus sebagai anak 

kandung, hanya sebaga~ anak asuh atau anak pemeliha­

raan saja. Pad a Komp~la.~ Hukum Islam, Pas.l 171 

huruf h menyatakan: bahwa anak angkat adalah anak 

yang dalam hal pemeliharaan untuk h~dupnya ke •• har~­

har~ biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung 

jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat­

nya berdasar putusan pengad~lan, menunjukkan bahwa 

yang beralih adalah hal pemeliharaan hidup sehari­

hari dan biaya pendidikan saja. Selain itu perlu pula 

diperhatikan laporan yang diberikan oleh M. Budiarto, 

yang mengatakan bahwa pengadilan di dalam praktek 

telah merintis met'genai akibat hukum di dalam peng-

angkatan anak dengan orang tua sebagai berikut: (a) 

hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang 

sui it un tuk m.mu tUlikan hubun<;jan ,,\Oak den<;jan oran<;j lUG 

kandungl (b) hubungan waris: anak yang d~angkat 

mendapat waris dar~ orang tua kandung; (e) dalam 

hubungan perwalian ~ni terputus hubungannya anak 

dengan orang tua kandung dan beral~h kepada orang tua 

angkat. Beralihnya ini baru dimula~ sewaktu putusan 

diucapkan oleh pengadilan; Cd) hubungan marga, gelar, 
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kedudukan adat: dalam hal ini anak tidak akan men­

dapat ma~ga, gela~ dari orang tua kandung, melainkan 

da,-i orang tua angkat (Budiarto, 198:5, "29). Praktek 

pengadilan ini menunjukkan bahwa kesadaran mereka 

yang menghendaki anak berstatus sebagai anak kandung 

diberlkan oleh pengadilan. Mengingat hal-hal tersebut 

di atas, maka dalam undOIng-undOIng pengangkatan anak 

dlkemudian harl agar dibedakan aklbat hukum pada 

pengangkatan anak ini. Yang pertama, pengangkatan 

yan<;j berakibat hukum anak menjadi 

sebagai anak kdndung, yang kedua anak 

berstatus 

berstatus 

sebagai anak pemeliharaan atau anak asuh. 8agi peng-

angkatan anak, 

pada peraturan 

ketentuan-ketentuan yang sudah ada 

perundang-undangan dibidang peng-

angkatan anak selama ini pad a prinsipnya dapat diper­

lakukan, yaitu ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan 

pemenuhan pad a kondisi yang diperlukan bagi tercapai­

nya anak angkat yang sejaMtera. 

8erdasarkan hasil temuan dalam penelitian hukum 

doktrinal ini~ maka dapa~ dibanyun konsep dalam dalil 

dal i I berikLlt: 

( 1) ben tuk hukum p~ngaturan hukum pengangkatan anak 

berbentuk undang-undang; 

(2) dalam undOIng-undOIng itu dibedakan pengertiiln 

an tara anak angkat dengan anak asuh atau anak 

pemeliharaan; 

(3) anak angkat berstatus sebagai anak kandung orang 

tua angka t; 
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(4) anak asuM atau anak pemeliMaraan berstatus 

sebagai anak asuh atau anak pemeliMaraan orang 

(5) bagi mereka yang menghendaki mengangkat anak 

dengan 

kandung, 

akibat anak berstatus 5ebagai 

permoMonan pengesahan anak diajukan 

kepada pengadilan negeri; 

(6) bagi merek~ yang menghendaki mengangkat anak 

dengan akibat anak berstatus sebagai anak asuh 

atau anak pemeliharaan diajukan kepadapangadilan 

nagari bagi mereka yang tidak beragam. Islam; 

(7) bagi mereka yang menghendaki mengangkat anak 

dengan akibat anak berstatus sebagai anak asuM 

atau anak pemeliharaan diajukan kepada Pengadilan 

Agama bagi mereka yang beragama Islam; 

(8) ketentuan-ketentuan yang berlaku pada ;:Jeng-

angkatan anak, adalah: orang tua angkat berstatus 

kc5win; usia anak dini; ada badan yang memberi 

S ... "r"an .' pertimbangan~ 

pf.'ngangkatan 

penilaian 

bad an yang 

pelaksanaan pengangkatan anak; 

permohonan 

mengoil.w.asi 

(q) pada undang-undang itu diatur tersendiri mengenai 

pengangkatan anak asuh atau anak pemeliMaraan; 

(10) pengangkatan ana~ merupakan upaya terakhir pada 

U'3.3f1.:.; kesej ahteraan anak .. 
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7.1. Kesimpulan 

BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan terhadap 

perumusan masalah pada penelitian ini dapat di­

simpulkan seperti berikut ini. 

7.1.1. Pe~aturan perundang-undangan di bidang 

pengangkatan anak yang ada sudah mengatur 

sebagian besar kondisi yang dapat memungkin-

kan seorang anak angkat dapat tumbuh dan 

berkembang secara wajar rohani, jasmani d~n 

sosia1. 

Kondisi yang diper1ukan agar liinak 

angkat tumbLlh dan berkembang secara waj ar, 

rohani, jasmani dan sosia1 adalah (1) 1ing-

kungan keluarga orang tua angkat : harmonis, 

orang tLta angkat berstatus kawin (suami 

'isteri) .' umur orang tua angkat yang me-

mungkin~a.' =U~L\P R,elangsungkan pemelihar~~n 

anak angkat~ (2) umur anak dini; (3) ada 

tenggang waktu untuk menilai hubungan batin 

antara calon orang tua angkat dengan calon 

anak angkat; (4) ada badan/pihak-pihak yang 

tugasnya memberi sar.n,. nasehat, menilai 

maksud dan pelaksanaan pengangkatan anak 

yang sudah ada; (5) adarlya kepastian 

suatu pengangkatan anak. 
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Perol!. turol!.n perundang-undangan yang 

mengatur mengenai perlunya suasana harmon is 

keluarga orang tua angkat adalah SEMA No. 

6/1983 No.3 dan Kep.M.n.Sos. No. 13/1993 

No.III.l; no.IV.2 pada macam pengangkatan 

anak antar WNI secara langsung. SEMA No. 

6/1983 no.IV.2.A.2.3 dan Kep.Men.Sos No. 

13/1993 no.V.A.1.h pad a macam pengangkatan 

anak antar WNI dimana anak diasuh dalam 

organisasi sosial. SEMA No. 6/1983 

no.IV.2.B.2.3 dan Kep~Men.Sos No. 13/1993 

no.V.A.1.h pada macam pengangkatan anak WNA 

oleh WNI. SEMA No. 6/1986 no.IV.2.C.2.3 dan 

Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no.V.A.2.e pada 

macam pengangkatan anak WNI oleh WNA. 

Peraturan perundang-undangan yang meng­

atur mengenai status kawin orang tua angkat 

adalah Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.A.l.a 

pada macam pengangkatan anak antar WNI 

dimana anak diasuh dalam organisasi sosial. 

SEMA No. 6/1983 no.IV.2.B.3.1.2 dan 

Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no.V.A.l.a pad a 

macam pengangkatan anak WNA oleh WNI. SEMA 

No. 6/1983 no. rV.2.C.3.1.4 dan Kep.Men.Sos 

No. 13/1993 no.V.A.2.e pada macam peng­

angkatan anak WNI oleh WNA. 

PeratLlran perundang-undangan yang 

mengatur mengenai umur orang tua angkat 
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adalah Kep.~len.Sos. No. 13/1993 no. V.a.1.1 

pada macam pengangkatan anak an tar WNI di 

mana anak diasuh dalam organisasi sosial. 
, 

Kep. ~len. 50S. No. 13/1993 no. V.A.lob pada 

mac am pengangkatan anak WNA oleh WNI. 

Kep. ~len . 50S. No. 13/1993 no. V.A.2.e pad a 

macam pengangkatan anak WNI oleh WNA. 

Peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai usia dini anak adalah 

Kep. ~len . 50S. No. 13/1993 no.4.3.a jo. 

Per.Men.Sos.No.13/1981 Pasal 1 pada macam 

pengangkatan anak antar WNI dimana anak 

diasuh dalam suatu organisasi sosi.i\l. 

Kep.Men.Sos. No. 2/1995 no.4.3.b pada mac am 

pengangkatan anak WNA oleh WNI. Kep.Men.Sos. 

No. 2/1995 no. 4.3.b. pada mac am pengangkat-

an anak WNI oleh WNA. 

Peraturan perundang-undangan yang meng-

atur mengenai tenggang waktu untuk hub~lngan 

batin an tara calon orang tua angkat dengan 

calon anak angkat adalah Kep.Men.Sos. No. 

13/1993 no.III.l jOe no.II.2.b pad~ macafll 

pengangkatan anak antar WNI secara langsung. 

Kep. ~len • Sos. No. 13/1993 no.V.A.!.i pada 

macam pengangkatan anak an tar WNI dimana 

anak berada dalam organisasi sosial. 

Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no.V.A.1.i pada 
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macam pengangkatan anak WNA oleh toINI. 

Kep.Men.Sos. No. 1~/199~ no.VI.l pada macam 

pengangkatan anak WNI oleh WNA. 

Peraturan perundang-undangan yang meng­

atur mengenai badan/pihak-pihak yang memberi 

saran, nasehat, menilai maksud dan pelaksa-

naan pengangkatan anak adalah Kep.Men.Sos 

No. pada semua macam 

pengangkatan anak. 

Peraturan perundang-undangan yang meng­

atur mengenai kepastian hukum suatu peng­

angkatan anak adalah SEMA No. 6/1983 ~o. I 

pada semua macam pengangkatananak. 

Ketentuan mengenai batasan umur orang 

tua angkat pada macam pengangkatan anak 

antar WNI secara langsung tidak ditemukan 

pada peraturan perundang-undangan; batasan 

umur calon orang tua angkat merupakan salah 

satu kondisi yang diperlukan bagi terpenuhi­

nva kesejahteraan anak angkat. Demikian juga 

usia dini yang JLlga merLlpakan salah satu 

kondisi yang diperlukan bagi terpenuhinya 

kesejahteraan anak angkat, tidak dltemukan 

pada peraturan perundang-undangan pada macam 

pengangkatan anak antar WNI secara langsung. 
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~:etel~tuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur seluruh kond1si yang diperlu-

k an bagi tercapainya kesejahteraan anak 

pengangkatan 

anak WNA cleh WNI maupun WNI oleh WNA. PadQ 

macam 

l.;:\ngsullg 

mengen<3i 

anak antar WNI 

j:lda'~ ada ketentuan yang 

L c~nd i '~i yanq menyangkut 

seeal""a 

mengatur 

batasan 

LII1lUr" orany tU", angkat dan Ltsia din!. Lain-

la1n ko"di'~;" lItltllk tercapainya kesejahteraan 

anal< pada '.acam pengangkatan ini telah ada 

k.etentuann\.·d. Dengan demikian .. peraturan 

di bidang pengang 1<. a tan 

anak yang ada sudah mengatur sebagian 
besar 

kondisi yang dapat memungkinkan seorang anak 

dapat tUmbuh dan berkembang 
wajar secara 

rohani,:ol jc\'3.nani dan sosial. 

Fada 2EMA No. 6/1983 no. IV.2.A.3.1.2. 

ada ~etentL.d~ ~ang membolehkan ~rang bersta-

tLiS tidak ~a~in mengangkat anak pada 
macam 

pengangkatan anak secara langsung. 
:<ep. Men. 

Scs. No. 13,'1993 no.XIII.! membolehkan orang 

berst3tllS tidak kawin mengangkat anak pada 
macam 

WNI :;ecara 

sosial. 
seSLlai 

dengan ~laksL\d ~esejahteraan anak angkat. 
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7.l~2. Pengarl.lh peratu ..... an perundang-undangan dan 

-atau pLltusan pengadilan di bidang peng-

angkatan anak terhadap hukum pengangkatan 

anak yang ada. 

Pengaruh i1er.~tllran perundang-undangan 

dan atau Dlltusan perlgadilan negeri terhadap 

peratLtr~n perllndang-undangan 

terhadap hllkLlfl1 adat. 

PerllJaruh peraturan perundang-undangan 

t~rhadaJ.J 

ketentu.3n 

angkatal l 

~~ eo t en t u .;'1-, 

hukum 

hukum 

adat 

adat 

adalah ke ten tClan-

(di bidang 

anak) yang tidak sesuai 

peng­

dengan 

per-atur-an perLlndang-undangan 

di tinggal kdn o1eh ketentuan peraturan 

Ketentuan yang 

itu ctdalah ketentuan mengenal 

,~nak menurut 

L(?t:entu .• :\ 

kesejahteraan anak. 

semLI6 penganqkatan anak berdasarkan 

Tidak 

hukLlm 

adat bt-::'r- :-.ujlle:ln un tu"~ anak. 

l<::etentU'::1fl hukum ddat ,lang tidak mengutama-

oleh 

di bidang 

;-.t.>f1eJ .. 'IIitjl. .1 ,'in cl' , c." ~ • Selain i t LI mengenai 

rnenuru t hut.: um ",dat yang 
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didasarkan pada upacara adat setempat 

di tingg~II kan oleh ketentuan peraturan 

perundarl~-undangan yang ada yang menentu-

kan keab~ahannya di dasarkan kepada putus-

an pengadilan negeri. 

F,;,d: t.or yarlt] Inenyebabkar) hLlkunI adat 

d i t. i nt)<J.-, \ kan oll?h peraturan perundang-

unt.ianq.:?\rl itci adalah faktor kebijaksanaan 

badan peradi lan, yaitu Mahkamah Agung 

lhelalui No. 611983 jo. SE~lA No. 

2/1''179. 

pt:?r- 1.11 \ d.:ln (J -UI)d ang an dan putusan 

pelhJ,-.-\dli,dl tt>r-h.:H\,-.-\P ':-;t-.b. 1917 no. 129. 

";'.1.~.:.1. F'er-<7Ib.tl"an perundang-undangan di bidang 

pengarlgkatan anak yang ada saat in~ 

yaitu 5EMA No. 6/1983 jo. SEMA No.2/1979 

dan ~;ep. ~len • 80S. No. 13/1993 jo. 

Kep. i""len. 80S. No. 2/1995 tidak dapat 

mengubah ketentuan Stb. 1917 no. 129 

karena berdasarkan asas perundang-

Llndangan yang berbunyi peraturan yang 

lebih rendah tidak dapat mengubah per-

aturan yang lebih tinggi. 

~~E' ten tuan Stb. 1917 no. 129 me-

ngenai anak angkat harus seorang laki-

1 ak i dikesan~pingkan oleh putusan peng-

ad i 1 df·1 yang Inengabulkan anak perempuan 

sebag.;.,\-, andk anqkat. 
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Ketentuan 1917 no. 129 me-

ngeT1.3 i syarat orang tua angkat har-us 

berstatus suami istri (kawin) di-

~~e<:.;.amp i ngk an oleh putusan pengadilan 

negerl mengabulkan seorang nona 

-.:;;ebdtJdl urdll!J tUd d.tltJ~~al. 

Ddt.:l mL'lltllljukk';'\1l WNI kl~'turun'."l Ci.lloJ 

illPII(J'\ )Llk~\ll IH~rltlnhnll':\'1 PE'l1lJ,C\rltjkatllrl ano;"1k 

kepatJ.:1 pellgadi Lan negeri llntuk mendapat-

k.3n putU"5an pengad i 1 an mendasarkan 

kepad,'.", No. 6/1983 jo. SEMA No. 

iIH?c:::.k i purl sF.·benarnya berdasarkan 

Stu. no. 129 mer-eka dapat meng-

angka~ ana~ Illelalui Akte ~lotaris. 

7.1.2.3. Penqaruh peraturan perundang-undangan 

ter-h.:\dap HlIkum Islam di bidang peng-

angkatan anak. 

~:etentuan HukLlm lsI a,n yang tidak 

,nengij inkan pengangkatan anak dimana 

:.ebagai akibatnya anak berstatus sebagai 

anak ka"dung tidak terpengaruh oleh pe,.--

atLlran perundang-undangan di bidang peng-

~ng~~ a tan anak yang ada. i-ial tersebut 

dist:='babt,-:1n peraturan y8ng ada yaitu SEMA 

No. 6.: t 983 j o. SENA No. 2/1979 dan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN … SETIONO



301 

Kep.Men.Sos. No. 13/1993 jo. Kep.Men.Sos. 

No. 2/1995 tidak menentukan akibat hukum 

suatu pengangkatan anak. 

Das ..... '"Ir hukum pengangkatan anak dalam 

hukuITI ~51aHl adalah Wahyu Illahi, yang 

terter'.:.' t!,.tlalll SLlr",:."t Al Ahzab (3; 4-5 37) 

yang anak dengan 

!1It'mbt?r-J;' ,\1\ dlldk clllgk....-1t status sebagai andk 

k dndLilltJr 1 ),',_\ '--:t::;'11UJ_r-1. ~~alaLi d ilOai-:. sud 

pengertian 

yang terbatas yaitu asuhan atau mem.lihara 

saja diperbo!ehkan. 8agi mereka yang 

mempercayai dan menjalankan syariat agama 

IslalU~ ,ner-ek a itu akan patuh pada ke-

tentuan vang diatur dalam SLtrat Al Ahzab 

itll. Mes~'~pun ditemukan data banyak orang 

yang t.el~ a.g ama Islam men gang kat anar.: 

melalui negeri (tabe! 6,14, 

22~30,37\ belum berarti mereka itu tidak 

mer-esepsi. 
hukum Islam, karena 

SEMA no. 6/1°83 lO. SEMA No. 2/1979 dan 

~~ep.Men.SGs. No. 13/1993 JOe Kep. Men.Sos. 

No. 
tidak menentukan 

akibat hlrLum SLli\tu peng~,ngkatan anak .. Ada 

k~ilH.!nlJk ill.;'n m"?r'2ka rnengaj\tkan pengangkatan 
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anal<. untuk memenuhi syarat formal PP 

7/1977 untuk mendapatkan tunjangan anak 

bagi pegawai negeri sipil, sedang anak 

angka tnvi" hanya sebagal anak aSLIh saja. 

Namun tldak menutup kemungkinan ada yang 

mengaj uk ~1n permohonan pengangkatan anak 

dengan supaya. anak angkatnya 

Ketentuan peraturan perundang-

undangan berpengaruh pada hLlkum Islam 

adalah mengenai persyaratan formal peng­

pada angkatan anak sebagaimana tampak 

ketentu,.H) 171 hur-u f f ;:ompilaSl 

Hukum lslam yang Illenentukan berdasarkan 

putusan pengadilan. Pada nilai aslinya 

tllJak pu tus ... =\n per-

sY.-3rat,::w. formal itu~ 

7~1.3. Peratllran perLlndang-undangan di 

pengangkatan anak. pad a dasarnya 

bidang 

kLIr-ang 

,'nemenuhi \---,ers'Yara tan ten tang berfungs~n·'Ia 

IHtkum 
perundang-

Hat tersebut tampak sebagai 

lH .... .:rikul. 

Kep .1'1en • 50S. No. 

Ill~rupak.,1n dasar hukum Lltama peng-
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SEMA ~Io. 6/1983~ mengenai subyek hukum~ 

memLiat pad a no. IV.l.A; rV.2.A.3.1.2; 

IV.1.B; IV.IC; rV.2.A.3.2; IV.2B.3.1.1; 

IV.::C.3.1.3. Mengenai obyek hukum 5EMA No. 

6/1983 rnemuat pada no. rV.2.A.3.2.2; 

IV.2.C.3.1.3; 1V.::.B.3.1.1. Mengenai Hak dan 

kewajiban antara orang tLia angkat dan 

sebalikn'la; hukum dan hubungan 

hLlkLlm, SE~lA No. 6/1983 tidak .nemuatnya. 

~:ep. ~len. 50S. No. 13/1993. Mengenai 

subyek hukum, Kep.Men.Sos No. 13/1993 memuat 

pada no. V.!~.l.d; no. XIII.I; no.II.l JO no. 

4.r-".1; nn.IV.'2. 1'"lengenai obyek. hukum~ 

Kep.Men.Sos. No. 13/1993 memuat pada no. 

rr.3 JOe no.4.V.3; no.II.3 JOe no.4; no.l.e 

Kep.Men.Sos No.2,11995. ~lengenai hak dan 

kewc;.jiban orang tLia angkat dan se-

baliknya; 
hubungan hukum 

Kep.Men.Sos No.13/1993 tidak memuat . 

• ..:. . ..-;. PU-~u5an 
bidang peng-

aflgkatan 
memutuskan per-mohonan 

pengangka ti,Hl anak pada dasarnya sLldah sesuai 

dengan ketentuan SENA No. 6/1983. 

Negeri 

Bandung ~ Sl.l!'",::\bava ~ Jakarta Selatan, 
Sleman, 
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memperlihatkan bahwa setiap putusan pada 

pengadilan negeri tersebLlt tampak hakim 

dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak 

melakLlkan pemeriksaan dan memutuskan sesuai 

dengan pedoman yang diberikan dalam SEMA No. 

6/1983~ yaitu tenggang pemeriksaan mengenai 

keharmGnisan keluarga~ hubungan batin antara 

calon orang tua angkat dan calon anak angkat 

dan adanya pihak-pihak yang memberi 

bangan/nasehat pengangkatan anak. 

pertim­

Megenai 

status perkawinan orang tua angkat, menun-

jukkan sebagian terbesar berstatus suami-

isteri (Pulusan Pengadilan Negeri Surakarta, 

Q7X; PLltusar) Pengadilan Negeri Bandung 96%; 

PUtUS8fl Perlgadilan Negeri Surabaya 95%; 

PutLIsan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

99%; Putusan Pengadilan Negeri Sleman 100%). 

Orang tUB angkat yang berstatus tidak kawin 

pada masing-masing pengadilan negeri ter-

sebl.lt prosentasenya sedikit saja, yaitu 

masing-masing pengadilan bertLlrut-turut 

seperti 0%. Umur 

sedini murlgkin pada setiap perlgadilan tampak 

bahwa bagi Pengadilan ~Jegeri Surakarta usia 

5 tahun 86%~ Pengadilan Negeri 9andung 77%; 
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Surabay. 82%; Jakarta Selatan 81Z; Pen~adil-

an Negeri Sleman 88X. Putusan pengadilan 

negeri itu dalam putusannya sebagian ter-

besar rnemutuskan anak angkat yang Llmurnya 

masih muda di bawah lima tahun. Apabila hal 

tersebLit dicDcokkan dengan ketentuan yang 

ada dalam SEMA No. 6/1983 ternyata putusan 

pengadiJan negeri tersebut daJam memutLiskan 

permo han an p~,ge~ahan/pengangkatan anak 

telah memenuhi ketentuan yang diberikan oleh 

~lahkamah Agung yang tertuang da 1 am SEMA No. 

6/1983~' ketentLl~n mana mempunyai maksud agar 

pengangkat..:..,n allaK dilakukan dengan meng-

Lltamakan k~5ejahteran anak. 

7.2. Saran 

Saran yang diajukan. 

7 . 1 . 2. Ben tu k hukum per-aturan perundang-undangan 

yang mengatur pengangkatan anak di kemudian 

har-i ialah undang-undang~ tidak sebagaimana 

disebut oJeh ayat (2) Pasal 12 Undang-Undang 

no. 12/1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu 

dengan bentuk praturan pemerintah .. Bila 

diikuti p~nyebL\tan ayat (3) Pasal 12, yang 

;nenYe-bu t bentuknya peraturan per\,.\ndang-

ulldangdfl .' ma~ . ... '\ disini disarankan SL1paya 
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per­

anak 

di kemudian hari ituadalah undang-undang. 

Ben tu~, hukum yang disarankan undang-

mempunyai ma~,sud yai tu kalau ber-Llndang 

ben tUt, undang-undanq maka per-masalahan-

per-masalahan yang timbul yang disebabkan 

masih be..-l akLlnya Stb. 1917 no. 129 dan 

adanya Undang-Undang No. 62/1958 Tentang 

Kewarganegaradn RI yang mungkin ada ke-

ten tuan tidak sesuai dengan ketentuan UU 

mengenai Pengangkatan Anak di kemudian 

itu dapat h~pus dengan peraturan yang 

bentui-:.. l_lndang-undang itu berdasarkan 

hari 

ber-

asas 

perundang-\Jndangall yang mengatakan ketentuan 

per~tLlrall yang berlaku belakangan membatal-

~~an ketentuan yang berlaku terdahulu. 

""7.'2.:2. Dalam yang mengatur peng-

angkatan anak di ~emudian hari itu hendaknya 

diberikan pembedaan pengertian pengangkatan 

anak dengan pengangkatan anak asuh atau anak 

pemeliharaan. Pembedaan juga diberikan pada 

prosedur untuk mengajukan pengangkatan anak 

dengan pengangkatan anak 

pemeliharaan. 

7.2.3. Undang-undang di bidang 

asuh atau 

pengangkatan 

yang mengutamakan kesejahteraan anak 

anak 

anak 

angkat 
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hendaklah segera dibuat supaya maksud 

Undang-Undang No. 4/1979 Pasal 12 peng-

angkatan anak dilakukan dengan mengutamakan 

kesejahteraan anak segera terwujud. Ke-

tentuan-ketentuan yang berlaku pada undang­

undang di bidang pengangkatan anak tersebut 

adalah suasana lingkungan orang tua angkat 

Oritng tua angkat berstatus kawin 

(suafHi l,:,;tri):o umur orang tua angkat masih 

CUkllP w~ktll untllk melangsungkan pemeliharaan 

anak angkat, usia anak angkat dini!, ada 

tenggang waktu untuk menilai hubungan 

an tara calon orang tua angkat dengan 

ana.k angkat, ada badan/pihak-pihak 

batin 

calon 

yang 

memberi sar'an ~ menilai maksud dan pelaksa-

naan penqangl; a tan anak~ ~,epastian hukum 

dalam bentuk putusan pengadilan. 

7.2.4" Oiadakan penelitian lanjutan yang meneliti 

mengenai ketentuan yang menyangkut syarat 

pengangkatan anak asuh ataLi anak pe-

meliharaan. Hal tersebut disebabkan karena 

:ida perbedaan mengenai akibat hukum an tara 

~eduanya. Namun demikian saran no. 7.2.3 di 

atas disarankan dapat dipakai sebagai 

pedoman penel i tian itu dalam menentukan 

ketentuan syarat-syarat pengangkatan anak 

aSI~h atau anak penleliharaan. 
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